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KATA PENGANTAR  

 

 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu 

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka bertanggung 

jawab untuk menyediakan berbagai layanan dasar, 

membangun infrastruktur, dan menjalankan berbagai 

program yang membentuk kualitas hidup warganya. Oleh 

karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk 

menjalankan tugas mereka dengan efisien, efektif, dan 

transparan. 

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif tentang akuntansi keuangan pemerintah 

daerah. Akuntansi keuangan adalah alat yang kuat yang 

membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber 

daya finansial mereka dengan bijak dan memberikan 

laporan yang akurat kepada pemangku kepentingan. Kami 

akan menjelajahi berbagai aspek dari akuntansi keuangan 

pemerintah daerah, termasuk konsep dasar, prinsip-prinsip 

akuntansi, serta praktik dan prosedur yang relevan. 
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Buku ini ditujukan tidak hanya kepada para praktisi 

akuntansi pemerintah daerah, tetapi juga kepada 

mahasiswa, pemimpin pemerintah daerah, legislator, 

auditor, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami 

bagaimana keuangan pemerintah daerah dikelola dan 

dilaporkan. Dalam buku ini, kami akan membahas isu-isu 

yang relevan, termasuk perubahan dalam standar 

akuntansi, pelaporan kinerja, pengelolaan dana, dan 

banyak lagi. 

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. 

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang 

berharga dan membantu meningkatkan pemahaman 

tentang akuntansi keuangan pemerintah daerah. 

Selamat membaca, dan kami berharap buku ini 

menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat. 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu 

 

      Salam  

 

      Penulis 
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RINGKASAN  

 

 

 

 

Buku ajar "Akuntansi Keuangan Daerah" adalah sumber 
informasi komprehensif yang dirancang untuk mahasiswa, 
profesional keuangan, dan mereka yang tertarik untuk 
memahami akuntansi keuangan pemerintah daerah. Buku 
ini menguraikan berbagai konsep, prinsip, dan praktik yang 
terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 
Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami 
dasar-dasar akuntansi keuangan daerah, termasuk 
anggaran, pendapatan, dan belanja. Konsep-konsep seperti 
pembiayaan, pengelolaan dana, dan penilaian aset tetap 
juga dijelaskan secara rinci. Penekanan diberikan pada 
pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah yang 
berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
serta bagaimana menerapkannya dalam praktik akuntansi 
sehari-hari. Selain itu, Buku ini disusun dengan jelas, 
dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, studi kasus, dan 
latihan-latihan praktis yang membantu pembaca 
memahami dan menerapkan konsep-konsep akuntansi 
dalam konteks pemerintah daerah. 
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BAB  I   

PENGANTAR AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN  DAERAH  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Proses identifikasi, kuantifikasi, pencatatan, dan 

pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 

pemerintah daerah, seperti kabupaten, kota, atau provinsi, 

dikenal dengan istilah akuntansi keuangan daerah. 

Transaksi tersebut digunakan sebagai informasi untuk 

pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh 

pihak di luar pemerintah daerah entitas. Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengatur keuangan, 

investor, kreditor, donor, pemerhati analisis ekonomi dan 

pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah daerah 

lainnya, dan pemerintah pusat merupakan pihak eksternal 

pada entitas pemerintah daerah yang membutuhkan 

informasi yang dihasilkan oleh daerah. akuntansi Keuangan. 

Semua pihak ini berada dalam lingkungan akuntansi 

ekonomi regional. Akuntansi keuangan daerah mempunyai 

sistem pencatatan dan landasan akuntansi yang spesifik 

baik pada masa sebelum maupun sesudah reformasi. Selain 

itu, salah satu asumsi mendasar yang krusial dalam 
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akuntansi adalah basis atau landasan akuntansi. Hal ini 

disebabkan karena asumsi ini menentukan kapan 

pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang dikenal dalam 

tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi 

keuangan daerah. 

Dari definisi menurut American Accounting 

Association yang mendefinisikan akuntansi sebagai suatu 

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pelaporan transaksi ekonomi, maka dapat diketahui bahwa 

akuntansi terdiri atas beberapa tahap. Setelah tahap 

terakhir selesai, maka selanjutnya akan berputar kembali 

ke tahap pertama, dan terus seperti itu. dengan kata lain, 

akuntansi adalah suatu siklus atau urutan tahap-tahap yang 

terus berulang. Tahap-tahap yang ada dalam siklus 

akuntansi lebih rinci dari keempat tahap yang ada dalam 

definisi di atas, karena tahap-tahap dalam definisi 

akuntansi merupakan garis besar dari tahap-tahap yang ada 

dalam siklus akuntansi. 

B. Istilah-Istilah Akuntansi Keuangan Daerah 

• Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dalam rangka penyusunan rencana pembangunan 

daerah disebut “Musrenbang” (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan). 

• RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah): Dokumen yang menguraikan pembangunan 
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jangka panjang daerah untuk 20 (dua puluh) tahun 

ke depan. 

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

atau RPJMD merupakan dokumen perencanaan 

daerah untuk jangka waktu lima (lima) tahun. 

• RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah): Dokumen 

daerah untuk perencanaan jangka pendek selama 

satu tahun. 

• Renstra SKPD (Rencana Strategis SKPD): dokumen 

yang menguraikan proses perencanaan strategis 

lima tahunan organisasi. 

• Renja SKPD (Rencana Kerja SKPD): Dokumen 

perencanaan kerja SKPD selama satu tahun. 

• RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD): 

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

memuat proyeksi pendapatan, rencana belanja 

program dan kegiatan SKPD, serta proyeksi 

keuangan yang menjadi landasan penyusunan APBD. 

• DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD): 

Dokumen berisi pendapatan, pengeluaran, dan 

pembiayaan yang digunakan pengguna anggaran 

sebagai landasan pelaksanaan anggarannya. 

• DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran SKPD): Dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
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digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 

anggaran oleh pengguna anggaran 

• DPAL-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Lanjutan SKPD): Dokumen yang memuat 

pendapatan, pengeluaran, dan keuangan yang 

digunakan pengguna anggaran sebagai landasan 

pelaksanaan anggaran lanjutan. 

• Suatu program menjelaskan kebijakan SKPD berupa 

upaya yang memuat satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang tersedia untuk 

mencapai hasil yang dapat diukur sesuai dengan misi 

SKPD. Program adalah upaya dengan satu tindakan 

atau lebih dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. 

• Kegiatan: Komponen program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih satuan kerja di SKPD yang 

melibatkan serangkaian tindakan untuk 

memobilisasi aset modal, seperti peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 

semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk 

menghasilkan output berupa barang dan jasa. 

• Pendapatan : Hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja 

Tidak Langsung: Belanja yang dianggarkan yang 
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tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan.  

• Belanja Langsung: Belanja yang dianggarkan yang 

berkaitan langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan.  

• Kinerja Kegiatan: Keluaran/Hasil Kegiatan/Program 

yang Akan atau Telah Dicapai Sehubungan dengan 

Penggunaan Anggaran dengan Kuantitas dan 

Kualitas yang Terukur 

• Anggaran Kas: Dokumen yang berisi daftar arus kas 

masuk yang diharapkan dari penjualan dan arus kas 

keluar yang diharapkan untuk memastikan terdapat 

cukup dana untuk membayar aktivitas pada setiap 

periode.  

• SPD (Surat Penyediaan Dana): Dokumen yang 

menyatakan adanya cukup dana untuk melakukan 

kegiatan dan digunakan untuk menerbitkan SPP. 

• TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah): Kelompok 

yang dibentuk oleh kepala daerah dan dipimpin oleh 

sekretaris daerah. Tugasnya merencanakan dan 

melaksanakan kebijakan kepala daerah sebagai 

bagian dari pembuatan APBD. Anggotanya antara 

lain pejabat perencanaan daerah, pejabat PPKD, 

dan pejabat lainnya, tergantung kebutuhan. 
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• Perbendaharaan Umum Daerah : Tempat bagi 

pemimpin daerah untuk menyimpan seluruh uang 

daerah dan membayar seluruh tagihan daerah. Di 

sinilah masuk dan keluarnya seluruh uang daerah. 

• SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan 

Daerah): Organisasi pada pemerintahan daerah yang 

mempergunakan uang dan barang serta mengelola 

keuangan daerah. 

• PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah): Kepala 

satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 

selanjutnya disebut kepala SKPKD yang membidangi 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah.  

• SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah): Perangkat 

daerah pada pemerintahan daerah sebagai 

pengguna anggaran/pengguna barang.  

• BUD (Bendahara Umum Daerah): PPKD berperan 

sebagai bendahara umum daerah. 

C. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah 

Tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk 

mencatat, mengukur, menganalisis, dan melaporkan 

informasi keuangan pemerintah daerah dengan transparan 

dan akurat. Hal ini memiliki beberapa tujuan utama: 

• Transparansi: Memberikan informasi yang jelas dan 

terbuka kepada pemangku kepentingan, seperti 
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warga, pemerintah pusat, atau lembaga pengawas, 

tentang bagaimana dana publik digunakan dan 

dikelola oleh pemerintah daerah. 

• Akurasi: Menyajikan data keuangan yang akurat, 

sehingga pemangku kepentingan dapat membuat 

keputusan yang informasional dan berdasarkan data 

yang sah. 

• Evaluasi Kinerja: Memungkinkan pemerintah daerah 

untuk mengevaluasi kinerjanya dalam pengelolaan 

dana publik. Hal ini membantu dalam 

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan 

atau efisiensi yang lebih baik. 

• Perencanaan dan Penganggaran: Membantu dalam 

proses perencanaan dan penganggaran keuangan 

pemerintah daerah dengan memberikan gambaran 

yang jelas tentang sumber daya yang tersedia dan 

digunakan. 

• Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa pemerintah 

daerah mematuhi semua regulasi dan aturan yang 

berlaku terkait dengan pengelolaan dana publik. 

• Akuntabilitas: Membuat pemerintah daerah 

bertanggung jawab atas penggunaan dana publik 

dengan benar dan efisien. Ini menciptakan rasa 

tanggung jawab terhadap masyarakat. 
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• Mendukung Pengambilan Keputusan: Memberikan 

informasi yang diperlukan bagi pemimpin 

pemerintah daerah untuk mengambil keputusan 

yang baik dalam hal kebijakan fiskal, pengeluaran, 

dan investasi. 

• Pengendalian Keuangan: Membantu dalam 

mengendalikan pengeluaran dan manajemen 

sumber daya keuangan sehingga pemerintah daerah 

dapat menjaga stabilitas fiskal. 

• Pengawasan dan Pengawasan: Memungkinkan pihak 

eksternal, seperti auditor, untuk mengawasi dan 

memeriksa catatan keuangan pemerintah daerah 

untuk memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan 

keuangan. 

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, akuntansi 

keuangan daerah membantu menjaga integritas keuangan 

pemerintah daerah, mendukung pengawasan publik, dan 

memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik-

baiknya untuk kepentingan masyarakat setempat. 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Jelaskan apa yang definisi akuntansi keuangan daerah? 

2. Sebutakan dan jelaskan istilah-istilah akuntansi 

keuangan daerah? 

3. Jelaskan tujuan akuntansi keuangan daerah? 

4. Sebutkan tujuan utama akuntansi keuangan daerah? 
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BAB  II   

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
KEUANGAN  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Untuk menciptakan tata kelola yang baik, pemerintah 

Indonesia terus berupaya menjadikan pengelolaan 

keuangan negara lebih terbuka dan akuntabel. Hal ini 

dilakukan dengan mengembangkan kebijakan akuntansi 

pemerintahan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP), yang memberikan pedoman dasar dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pada pemerintah pusat 

dan daerah (Hasibuan, 2015). Selain itu, ada juga tekanan 

dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, UNDP, dan 

IMF, serta adanya standar akuntansi sektor publik 

internasional (IPSAS) yang mempromosikan akuntansi 

akrual untuk organisasi sektor publik (Mahmudi, 2011, hal. 

135). Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual 

menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang 

mengakui pendapatan, biaya, aset, utang, dan ekuitas 
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dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta 

pembayaran, biaya, dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan dasar yang ditetapkan 

dalam APBN/APBD. Telah berlaku PP Nomor 71 Tahun 2010 

yang memberikan penggunaan legal standing akuntansi 

berbasis akrual. Dibandingkan dengan akuntansi berbasis 

kas, akuntansi berbasis akrual menawarkan data yang lebih 

berharga untuk pengambilan keputusan (Tickell & 

Geoffrey, 2010 dalam Hasibuan dan Muda, 2013). dan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih rinci yang dapat 

mempertanggungjawabkan transaksi yang terdokumentasi 

selama waktu yang tercatat. Jika laporan ekonomi relevan, 

dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan dapat 

dipahami, maka laporan tersebut dapat dianggap 

berkualitas tinggi. 

B. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah 

seperangkat prinsip, konsep, dan pedoman yang 

membimbing penyusunan dan pelaporan informasi 

keuangan pemerintahan. Meskipun tidak ada satu kerangka 

konseptual akuntansi pemerintahan yang diadopsi secara 

universal, prinsip-prinsip dasar yang ada dalam banyak 

kerangka konseptual serupa. Berikut adalah gambaran 

umum kerangka konseptual akuntansi pemerintahan: 



12  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

1. Tujuan Akuntansi Pemerintahan: Menyediakan 

informasi keuangan yang relevan, andal, dan 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. 

2. Pengguna Informasi: Identifikasi pemangku 

kepentingan utama, seperti warga, pemerintah pusat, 

legislator, dan auditor. 

3. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan: Prinsip-

prinsip seperti kualitas, relevansi, andalitas, 

pemahaman, dan komparabilitas informasi keuangan 

ditekankan. 

4. Pengukuran Aset dan Kewajiban: Prinsip-prinsip yang 

berkaitan dengan pengukuran aset, kewajiban, 

pendapatan, dan pengeluaran dijelaskan, termasuk 

pengakuan, penilaian, dan penyajian yang tepat. 

5. Konsep Entitas Pelaporan: Menjelaskan bahwa 

akuntansi pemerintahan berfokus pada entitas 

pelaporan pemerintah yang terpisah dari individu atau 

entitas lain. 

6. Laporan Keuangan: Menguraikan elemen-elemen yang 

seharusnya termasuk dalam laporan keuangan 

pemerintahan, seperti laporan laba rugi, neraca, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

7. Laporan Keuangan Dasar (Basic Financial Statements): 

Menjelaskan elemen-elemen inti dari laporan 
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keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan 

laporan arus kas. 

8. Sistem Pengendalian Internal: Penekanan pada 

pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat 

untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan. 

9. Pengukuran Kinerja: Konsep pengukuran kinerja dan 

bagaimana hasil dan dampak program pemerintah 

seharusnya diperhitungkan. 

10. Pengungkapan Informasi: Prinsip-prinsip pengungkapan 

yang berkaitan dengan laporan keuangan 

pemerintahan, termasuk transparansi dan kelengkapan 

informasi. 

11. Kepatuhan Hukum dan Regulasi: Menjelaskan 

pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi 

dalam pengelolaan dana publik. 

12. Pemantauan dan Pengevaluasian: Mekanisme 

pemantauan dan pengevaluasian kinerja dan 

akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan sumber 

daya publik. 

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan 

membantu dalam menyusun dan menginterpretasikan 

informasi keuangan pemerintahan dengan cara yang 

konsisten dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Ini 

juga memastikan bahwa praktik akuntansi pemerintahan 

mematuhi prinsip-prinsip etika dan standar akuntansi yang 



14  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

berlaku. Perlu diingat bahwa setiap negara atau yurisdiksi 

mungkin memiliki kerangka konseptual sendiri yang dapat 

menggabungkan elemen-elemen di atas dengan penekanan 

yang berbeda. 

C. Prinsip Akuntansi Dan Paloporan Keuangan 

Orang-orang yang membuat standar akuntansi, orang-

orang yang menangani akuntansi dan pelaporan keuangan, 

serta orang-orang yang menggunakan laporan keuangan, 

hendaknya semua dapat memahami dan mengikuti aturan-

aturan atau prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan 

keuangan. Berikut delapan aturan yang digunakan dalam 

akuntansi dan akuntansi pemerintah. 

1. Metode akuntansi 

Basis akuntansi adalah seperangkat aturan 

akuntansi yang memutuskan kapan dampak aktivitas 

atau peristiwa harus dicatat dalam pelaporan keuangan. 

Dalam laporan perekonomian pemerintah, basis kas 

digunakan untuk mencatat pendapatan, pengeluaran, 

dan pendanaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Sebaliknya, basis akrual mencatat aset dan ekuitas di 

Neraca. Dalam akuntansi berbasis tunai, transaksi 

ekonomi dan peristiwa lainnya dicatat pada saat 

pemerintah menerima atau membayarkan uang tunai 

(Perbendaharaan Umum Negara atau Perbendaharaan 

Umum Daerah). 
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Akuntansi berbasis akrual, di sisi lain, menghitung 

transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya pada saat 

terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayarkan. Entitas pelapor yang mengeluarkan 

laporan kinerja keuangan dapat melakukan akuntansi 

dan mengeluarkan laporan keuangannya dengan 

menggunakan basis akrual yang lengkap. Artinya 

pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, aset, 

kewajiban, dan dana ekuitas dihitung segera setelah 

terjadi. 

Namun entitas pelapor tetap menggunakan basis 

kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), perbedaan 

antara LRA berbasis akrual dan LRA berbasis tunai harus 

ditampilkan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

pemerintah harus sepenuhnya menerapkan akuntansi 

berbasis akrual pada pengakuan dan pengukuran 

pendapatan dan pengeluaran negara paling lambat pada 

akhir tahun anggaran 2008. . 

2. Prinsip nilai historis (historical cost ) 

Dalam laporan keuangan, barang dan utang 

dicantumkan berdasarkan nilainya di masa lalu. Aset 

dicatat sebesar uang tunai dan uang pengganti yang 

dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari harga yang 
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dibayarkan untuk pembelian tersebut pada saat pembelian. 

Jumlah uang dan setara kas yang diharapkan akan 

dibayarkan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut di 

masa depan dicatat sebagai liabilitas. Karena lebih obyektif 

dan mudah diperiksa, nilai sejarah merupakan cara yang 

lebih akurat untuk mengukur nilai dibandingkan metode 

lainnya. Nilai wajar dapat digunakan jika tidak terdapat 

nilai masa lalu. 

3. Prinsip realisasi (realisasi) 

Dalam akuntansi komersial, "prinsip pencocokan 

biaya dengan pendapatan" digunakan untuk memastikan 

bahwa biaya sesuai dengan pendapatan. Prinsip realisasi 

digunakan dalam akuntansi pemerintahan, yang berbeda 

dengan akuntansi bisnis. Dalam artian pendapatan 

pemerintah yang tersedia dan dianggarkan akan digunakan 

(direalisasikan) untuk membayar tagihan dan pengeluaran 

selama tahun anggaran. 

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal 

(substance over form ) 

Informasi dimaksudkan untuk menunjukkan 

transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya 

secara wajar sehingga dapat dicatat dan disampaikan 

berdasarkan substansi dan kebenaran ekonominya, 

bukan hanya sekedar tampilannya di atas kertas. Apabila 

maksud sebenarnya dari suatu transaksi atau peristiwa 

lain tidak sesuai dengan definisi hukumnya, maka hal 
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tersebut harus dibuktikan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). 

5. Prinsip periodisitas (periodicity ) 

Tugas akuntansi dan pelaporan keuangan entitas 

pelapor perlu dipecah menjadi periode pelaporan 

sehingga kinerja entitas dan posisi sumber dayanya 

dapat diukur. Kerangka waktu yang paling umum adalah 

satu tahun. Namun bulanan, tahunan, dan setiap enam 

bulan juga mungkin disarankan. 

6. Prinsip konsistensi (consistency) 

Prinsip konsistensi internal menyatakan bahwa 

entitas pelapor memperlakukan peristiwa serupa dengan 

cara yang sama dari satu waktu ke waktu berikutnya. Ini 

tidak berarti Anda tidak dapat beralih dari satu mode 

akuntansi ke mode akuntansi lainnya. Cara akuntansi 

dilakukan dapat diubah selama metode baru 

memberikan informasi yang lebih akurat dibandingkan 

metode lama. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

menjelaskan apa yang terjadi jika metode ini digunakan 

secara berbeda. 

7. Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure ) 

Pengguna bisa mendapatkan semua informasi yang 

mereka butuhkan dari laporan keuangan. Lembar muka 

laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan 
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(CaLK) dapat memuat informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. 

8. Prinsip penyajian wajar (fair presentation) 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus 

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan semuanya 

disajikan dengan baik dalam laporan keuangan. Ketika 

terdapat keraguan mengenai peristiwa dan situasi 

tertentu, orang yang membuat laporan keuangan perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang baik. Saat 

membuat estimasi dalam kondisi yang tidak pasti, 

penting untuk berhati-hati agar aset atau pendapatan 

tidak diberi angka yang terlalu tinggi dan liabilitas tidak 

diberi angka yang terlalu rendah, sehingga membuat 

catatan keuangan menjadi kurang netral dan kurang 

dapat diandalkan. 

D. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah 

Saat menentukan tujuan akuntansi dan pelaporan 

keuangan, penting untuk memikirkan beberapa bagian 

penting dari lingkungan pemerintahan. 

1. Bagian-bagian penting dari struktur pemerintahan dan 

layanan yang ditawarkannya. 

a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan 

kekuasaan: Eksekutif membuat anggaran dan 

mengirimkannya ke anggota parlemen untuk 

disetujui. Selain itu, setelah mendapat dukungan, 
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presiden melaksanakannya sesuai batasan anggaran 

dan undang-undang yang mengaturnya. Eksekutif 

mengelola dana tersebut untuk legislatif dan rakyat 

(disebut juga masyarakat). 

b. Metode pemerintahan mandiri dan transfer 

pendapatan antar pemerintah: Indonesia memiliki 

tiga tingkat pemerintahan: pemerintah pusat, 

pemerintah setiap provinsi, dan pemerintah setiap 

kabupaten atau kota. Pemerintah yang menghasilkan 

lebih banyak uang (dari pajak dan sumber lainnya) 

akan mempunyai metode untuk membagi 

keuntungan, mengalokasikan dana umum, 

memberikan nasihat, atau memberikan uang kepada 

lembaga pemerintah lainnya. 

c. Dampak proses politik: Salah satu bagian terpenting 

dalam mencapai kesejahteraan sosial dan 

keseimbangan ekonomi adalah proses politik yang 

selalu mempertemukan kepentingan-kepentingan 

masyarakat yang berbeda. 

d. Kaitan antara pembayaran pajak dan layanan 

pemerintah: Sulit untuk mengetahui seberapa baik 

layanan pemerintah dan pajak yang digunakan untuk 

membayar layanan tersebut dapat bekerja sama. 

Sebab, hal ini berkaitan dengan fakta bahwa 

pemerintah memegang kendali atas layanan. 
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Menentukan seberapa baik dan seberapa banyak 

layanan yang ditawarkan pemerintah bisa jadi rumit. 

2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi 

pengendalian. 

a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, 

seperangkat tujuan fiskal, dan alat pengendalian: 

Fungsi anggaran pemerintah berdampak signifikan 

terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, antara 

lain karena : 

1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan 

publik. 

2) Anggaran adalah tujuan keuangan yang 

menunjukkan bagaimana pengeluaran, 

pendapatan, dan pinjaman harus seimbang. 

3) Pengendalian didasarkan pada Anggaran yang 

mempunyai implikasi hukum. 

4) Anggaran memungkinkan kita menilai seberapa 

baik kinerja pemerintah. 

5) Dalam laporan keuangan pemerintah, hasil 

penggunaan Anggaran menunjukkan bahwa 

pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. 

b. Investasi pada aset yang tidak menghasilkan 

pendapatan: Peran aset bervariasi antara pemerintah 

dan perusahaan swasta. Pemerintah mengalokasikan 

sumber daya keuangan yang besar untuk memperoleh 
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aset yang tidak menghasilkan pendapatan langsung 

bagi pemerintah, termasuk gedung perkantoran, 

jembatan, jalan raya, taman, dan kawasan 

konservasi. Mayoritas aset-aset ini tidak 

menghasilkan pendapatan langsung bagi pemerintah. 

Sebaliknya, mereka memaksakan kewajiban jangka 

panjang kepada pemerintah untuk memastikan 

pemeliharaan berkelanjutan. 

c. Potensi Penerapan Akuntansi Dana untuk Tujuan 

Pengendalian: Akuntansi dana adalah sistem 

akuntansi dan pelaporan keuangan yang sering 

digunakan dalam lingkungan pemerintahan. Ini 

melibatkan pemisahan dana ke dalam kelompok-

kelompok berbeda berdasarkan tujuan yang 

dimaksudkan. Pendekatan ini memungkinkan setiap 

kelompok dana berfungsi sebagai entitas akuntansi 

independen, yang mampu menunjukkan 

keseimbangan antara pengeluaran, pendapatan, dan 

transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat 

digunakan untuk mengelola kelompok uang yang 

berbeda secara efektif, tidak termasuk kelompok 

dana umum. Oleh karena itu, kemajuan akuntansi 

dana memerlukan pertimbangan yang cermat dalam 

pelaporan keuangan pemerintah. 
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E. Pengakuan dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

Mengenali suatu peristiwa atau kejadian dalam 

akuntansi melibatkan penilaian apakah persyaratan 

pencatatannya dalam catatan akuntansi telah terpenuhi 

sehingga dapat dimasukkan sebagai elemen pelengkap 

dengan komponen laporan keuangan lainnya (seperti aset, 

liabilitas, dana ekuitas, pendapatan, pengeluaran, dan 

lain-lain). pembiayaan). Standar pengakuan yang harus 

dipenuhi oleh suatu peristiwa atau kejadian adalah sebagai 

berikut: 

Besarnya keuntungan ekonomi di masa depan yang 

mungkin dapat direalisasikan. Peristiwa atau peristiwa 

tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat dinilai 

atau diperkirakan secara akurat. Faktor materialitas 

diperhitungkan. Pengukuran memberi setiap item dalam 

laporan keuangan suatu nilai moneter untuk diakui dan 

dimasukkan. Item-item laporan keuangan diukur 

menggunakan nilai perolehan historis, bukan mata uang 

rupiah, yang digunakan untuk mengukur barang-barang 

dalam laporan keuangan. Transaksi mata uang asing 

terlebih dahulu dikonversikan dan dinyatakan dalam 

rupiah. 

F. Standar Akuntansi Pemerintahan 

Standar akuntansi pemerintah adalah aturan yang 

diikuti saat membuat laporan keuangan resmi. Komite 
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Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) merupakan badan 

netral yang bertanggung jawab dalam pengembangan SAP. 

Dokumen ini dituangkan dalam Pernyataan Prinsip 

Akuntansi Sektor Publik (PSAP) dan menjabarkan seluruh 

komponen akuntansi pemerintahan. PSAP yang saat ini 

ditetapkan oleh KSAP adalah sebagai berikut: 

1. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

2. PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

3. PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas 

4. PSAP Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan 

Keuangan 

5. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan 

6. PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi 

7. PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap PSAP 

Nomor 8 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam 

Pengerjaan 

8. PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban 

9. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kewajibab Akuntansi Peristiwa Luar biasa 

10. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan 

Konsolidasian 

IPSAP, atau Interpretasi Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, dirilis untuk membantu proses 

ini: buletin Klarifikasi, Penjelasan, dan Uraian Lebih Lanjut 

PSAP dari IPSAP. Sementara itu, data teknis adalah data 
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yang membantu penyelesaian masalah akuntansi dan 

pelaporan keuangan. Peraturan pemerintah (yang terbaru 

adalah PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan) menetapkan SAP sesuai dengan Undang-

Undang Keuangan Negara Tahun 2003. Pemerintah pusat 

dan daerah serta unit organisasi lain di lingkungan 

pemerintah pusat dan provinsi menggunakan SAP jika diberi 

mandat. untuk menghasilkan laporan keuangan menurut 

undang-undang. 
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Contoh Soal : 

 

1. Apa yang dimaksud dengan prinsip konservatisme 

dalam akuntansi? Berikan contoh bagaimana prinsip ini 

dapat diterapkan dalam pelaporan keuangan. 

2. Jelaskan prinsip matching (prinsip pencocokan) dalam 

akuntansi. Mengapa prinsip ini penting dalam 

penyusunan laporan laba rugi? 

3. Bagaimana prinsip materialitas mempengaruhi 

keputusan dalam pelaporan keuangan? Berikan contoh 

situasi di mana prinsip materialitas berperan dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

4. Bagaimana penggunaan estimasi memengaruhi laporan 

keuangan? Jelaskan contoh situasi di mana estimasi 

diperlukan dalam akuntansi. 

5. Prinsip pengungkapan (disclosure) mengharuskan 

perusahaan untuk memberikan informasi tambahan 

dalam laporan keuangan. Mengapa pengungkapan ini 

penting bagi pemakai laporan keuangan? 
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BAB  II I  
LAPORAN K EUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual menjadi perbincangan mengingat semakin besarnya 

tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Metode 

akuntansi tunai telah terbukti memiliki kelemahan. 

Kelemahan utama akuntansi kas adalah kurangnya laporan 

keuangan yang tepat, terkoordinasi, dan lengkap. Tata 

kelola yang baik tidak dapat dicapai tanpa reformasi, dan 

penerapan sistem akuntansi berbasis uang tunai akan 

menghambat upaya tersebut. Namun bukan berarti tidak 

ada kontroversi dan kritik mengenai penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada akuntansi pemerintahan yang biasanya 

menggunakan akuntansi anggaran. Karena keberatan dan 

argumen ini, penerapan akuntansi berbasis akrual secara 

menyeluruh oleh lembaga pemerintah kini dipertanyakan. 

Meskipun masih banyak kekurangan, peraturan akuntansi 

pemerintah patut mendapat pujian karena sudah 
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diterapkan. Sistem akuntansi pemerintah selama ini 

dikelola tanpa standar yang baik. Dengan demikian, 

keberadaan standar ini merupakan langkah awal menuju 

perbaikan sistem. 

B. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan 

suatu bisnis selama suatu periode akuntansi yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan seberapa baik kinerja 

perusahaan. Proses pelaporan keuangan mencakup 

dokumen keuangan ini. Berikut beberapa komentar para 

ahli untuk membantu Anda memahami apa yang dimaksud 

dengan laporan keuangan: 

1. Menurut Raymond Budiman (2021) Laporan 

keuangan merupakan dokumen yang 

menggambarkan posisi keuangan dan kinerja 

perusahaan selama periode waktu tertentu. 

2. Menurut Kasmir (2019) Laporan keuangan 

merupakan laporan yang memperlihatkan posisi 

keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk 

waktu tertentu. 

3. Menurut Werner R. Murhadi (2019) laporan 

keuangan merupakan bentuk bahasa bisnis. Laporan 

keuangan memberikan data yang terolah kepada 

pengguna tentang posisi keuangan perusahaan. 

Memahami laporan keuangan perusahaan 
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memungkinkan pemangku kepentingan yang 

berbeda untuk memahami posisi keuangan 

perusahaan. 

Dalam bentuk alokasi atau kewenangan anggaran, 

anggaran membatasi apa yang dapat dilakukan pemerintah 

dengan uangnya. Surat-surat keuangan menunjukkan 

apakah uang dikumpulkan dan dibelanjakan sesuai dengan 

anggaran. Anggaran dan cara penggunaannya tercantum 

dalam Laporan Realisasi Anggaran. Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 

Tahun 2010 mengatakan laporan keuangan adalah laporan 

terstruktur mengenai keadaan keuangan dan transaksi 

suatu entitas pelapor. 

C. Entitas pelaporan 

Entitas laporan keuangan daerah adalah pemerintah 

daerah itu sendiri. Laporan keuangan daerah disusun oleh 

entitas pemerintah daerah, seperti pemerintah kabupaten, 

kota, provinsi, atau wilayah administratif setempat. Entitas 

ini bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan 

sumber daya publik di tingkat daerah dan harus menyusun 

laporan keuangan secara periodik untuk memberikan 

informasi yang transparan dan akurat tentang kondisi 

keuangannya kepada pemangku kepentingan, seperti 

warga, pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan pihak 

berwenang lainnya. 
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Menurut Muindro, entiras pelaporan adalah unit 

pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan, yang terdiri dari :  

a. Pemerintah Pusat  

b. Pemerintah Daerah  

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ 

daerah atau organisasi lainnya, jika menurut 

peraturan perundang-undangan satuan organisasi  

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

D. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan 

informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi 

(hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam 

mengambil keputusan ekonomi. 

Menurut Harahap (2013 : 18) tujuan laporan keuangan 

adalah : 

1. Screening, analisis dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui situasi dan kondisi kerusakan dari laporan 

keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan 

2. Understanding, memahami perusahaan , kondisi 

keuangan dan hasil usahanya. 
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3. Forecasting, analisis digunakan untuk meramalkan 

kondisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang 

4. Diagnosis, analisis dimaksudkan untuk melihat 

kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi 

baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau 

masalah lain dalam perusahaan. 

5. Evalution,  analisis dilakukan untuk menilai prestasi 

manajemen dalam mengelolah perusahaan. 

Menurut Fahmi (2011 : 5), tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi keuangan yang mencangkup 

perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak lain yang bekepentingan 

dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di 

samping pihak manajemen perusahaan. 

Tujuan utama dari laporan keuangan daerah adalah 

untuk memberikan gambaran yang transparan dan akurat 

tentang kinerja finansial dan posisi keuangan pemerintah 

daerah kepada pemangku kepentingan yang beragam.  

Melalui tujuan-tujuan ini, laporan keuangan daerah 

diharapkan dapat meningkatkan transparansi, integritas, 

dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, 

serta membangun kepercayaan masyarakat dan pihak 

berkepentingan terhadap penggunaan dana publik. 

 

 



A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  31 
 

E. Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Prastowo (2015 : 15), laporan keuangan yang 

dihasilkan setiap periode adalah : 

a. Laporan Posisi Keuangan: Laporan keuangan 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan 

pada saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban 

dan ekuitas. 

b. Laporan Laba Rugi: Laporan keuangan yang 

memberikan informasi mengenai kemampuan 

(potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan keuangan yang 

menunjukkan perubahan ekuitas selama 

satu periode. 

d. Laporan Arus Kas: menunjukkan informasi tentang 

aliran kas masuk dan kas keluar bagi aktivitas operasi, 

investasi, dan keuangan secara terpisah selama satu 

periode tertentu. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan: laporan catatan atas 

laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat 

berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. 

Laporan keuangan pemerintah daerah, juga dikenal 

sebagai laporan keuangan entitas sektor publik (LKES-P), 

mencakup berbagai jenis laporan keuangan yang disusun 

oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi 
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tentang keuangan dan aktivitas mereka. Berikut adalah 

beberapa jenis laporan keuangan daerah yang umum: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): LRA mencatat 

pelaksanaan anggaran pemerintah daerah selama 

periode tertentu. Ini mencakup pendapatan, belanja 

dan pembiayaan dalam anggaran. Tujuannya adalah 

untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

2. Laporan Neraca (Balance Sheet): Neraca 

mencerminkan posisi keuangan pemerintah daerah 

pada akhir periode. Ini mencakup aset, kewajiban, dan 

ekuitas bersih pemerintah daerah. Neraca membantu 

mengukur kekayaan bersih pemerintah daerah. 

3. Laporan Laba Rugi (Income Statement): Laporan ini 

mencatat pendapatan dan biaya pemerintah daerah 

selama periode tertentu. Ini mencakup sumber 

pendapatan, seperti pajak dan dana lainnya, serta 

pengeluaran untuk layanan publik dan administrasi. 

4. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement): Laporan arus 

kas mencatat aliran masuk dan keluar uang tunai 

pemerintah daerah selama periode tertentu. Ini 

memantau sumber-sumber dana dan penggunaan dana. 

5. Laporan Ekuitas Bersih (Statement of Net Assets ): 

Laporan ini menggambarkan seluruh aset bersih 
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pemerintah daerah. Ini mencakup aset yang tersedia 

untuk pemenuhan tujuan-tujuan pemerintah daerah. 

6. Catatan atas Laporan Keuangan (Notes to the Financial 

Statements): Catatan-catatan ini memberikan 

informasi tambahan dan penjelasan yang mendukung 

pemahaman laporan keuangan utama, seperti 

kebijakan akuntansi dan estimasi. 

7. Laporan Pembiayaan Pemerintah Daerah (Local 

Government Financing Report): Laporan ini memuat 

informasi tentang pinjaman dan pembiayaan yang 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung 

operasi dan proyek-proyek khusus. 

8. Laporan Kinerja (Performance Report): Laporan ini 

memberikan informasi tentang pencapaian tujuan-

tujuan pemerintah daerah, termasuk indikator kinerja 

dan hasil program-program mereka. 

9. Laporan Pengendalian Internal (Internal Control 

Report): Laporan ini berfokus pada sistem 

pengendalian internal yang digunakan oleh pemerintah 

daerah untuk mengelola risiko-risiko keuangan dan 

memastikan kepatuhan hukum dan regulasi. 

10. Laporan tentang Kepatuhan (Compliance Report): 

Laporan ini mencatat tingkat kepatuhan pemerintah 

daerah terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. 
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Jenis-jenis laporan keuangan daerah ini membantu 

dalam memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi 

keuangan dan kinerja pemerintah daerah, serta 

memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami 

bagaimana dana publik dikelola dan digunakan oleh 

pemerintah daerah tersebut. 

Setiap jenis laporan keuangan memiliki tujuan dan 

fokusnya sendiri. Kombinasi laporan ini memberikan 

gambaran lengkap tentang kinerja finansial dan posisi 

keuangan suatu entitas. Selain itu, jenis laporan juga dapat 

bervariasi tergantung pada jenis entitas, aturan akuntansi 

yang berlaku, dan kebijakan pelaporan. 
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Contoh Soal : 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dalam konteks pemerintah daerah. Apa 

informasi utama yang biasanya disajikan dalam LRA? 

2. Bagaimana perbedaan antara Neraca Pemerintah 

Daerah dan Neraca Lembaga Pemerintah Daerah (LPD)? 

Jelaskan komponen utama dari kedua laporan 

tersebut. 

3. Apa yang dimaksud dengan Laporan Operasional 

Pemerintah Daerah (LOPD)? Sebutkan beberapa contoh 

informasi yang biasanya disajikan dalam LOPD. 

4. Jelaskan konsep dasar yang digunakan dalam 

penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (LAK-

PD). Bagaimana LAK-PD dapat membantu pemakai 

laporan dalam memahami aliran dana pemerintah 

daerah? 

5. Sebutkan dan jelaskan tujuan laporan keuangan ? 
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BAB  IV 

KETERKAITAN ANTAR LAPORAN 
KEUANGAN  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Laporan keuangan bertujuan untuk membantu 

khalayak luas pengambil keputusan mengevaluasi 

kesehatan keuangan perusahaan dan melacak kinerjanya 

dari waktu ke waktu. Nilai data yang digunakan untuk 

membuat pilihan dapat membuat perbedaan besar. 

Laporan keuangan juga merinci tanggung jawab 

manajemen atas dana yang dialokasikan. Investor, kreditor, 

pemasok, pelanggan, pemerintah dan organisasi lain, 

karyawan, dan masyarakat mendapatkan nilai yang besar 

dalam laporan keuangan. 

Suatu laporan keuangan tidak dianggap lengkap tanpa 

menyertakan neraca standar, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, catatan, dan lain-lain, serta teks penjelasan yang 

menyertainya. Jika Anda dapat menggunakan informasi 

dalam laporan keuangan untuk memperkirakan masa depan 

secara akurat, maka Anda dapat menggunakan laporan 

tersebut untuk keuntungan Anda saat membuat keputusan 

ekonomi. 



A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  37 
 

B. Keterkaitan Neraca dan Laporan Keuangan 

Setiap bagian dari laporan keuangan tentu saling 

berkaitan antara satu dan lainnya. termasuk neraca, karena 

perhitungannya akan bersifat lanjutan. Satu laporan akan 

digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang lain 

sehingga jika ada kesalahan di salah satunya akan 

menyebabkan kekeliruan di laporan lain. 

Neraca juga disebut sebagai posisi laporan keuangan, 

dapat diibaratkan sebagai gambaran dari suatu perusahaan 

pada suatu titik waktu tertentu / periode tertentu. Laporan 

keuangan yang satu ini terdiri dari daftar sumber daya 

kuantitatif yang dipergunakan oleh perusahaan untuk 

beroperasi. Di sisi lainnya, laporan ini juga mengandung 

daftar klaim terhadap sumber daya tersebut yang diwakili 

oleh kreditur dan pemilik. Dalam bentuk laporan keuangan 

neraca ini, sumber daya kuantitatif disebut aktiva / aset, 

diikuti dengan klaim kreditur dan pemilik. Dalam bentuk 

rekening pernyataan, aset biasanya disajikan di sebelah kiri 

dan yang mengklaim 

aset di sisi kanan dari pernyataan itu. Satu hubungan 

penting dalam sebuah neraca adalah bahwa klaim terhadap 

aset selalu seimbang (balance) dengan jumlah aset yang 

disajikan. Itulah sebabnya, mengapa neraca juga disebut 

dengan “Balance Sheet”. 
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Secara urutan, laporan laba rugi dibuat terlebih 

dahulu. Hal ini dikarenakan laporan ini akan menghasilkan 

data laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dari data laba 

bersih itulah yang nantinya dipakai untuk membuat laporan 

perubahan modal, selanjutnya, pada laporan peubahan 

modal membutuhkan data yang salah satunya adalah data 

laba bersih. Setelah kedua laporan tersebut dibuat, maka 

penyusunan laporan neraca perusahaan dapat dibuat 

dengan memasukkan elemen modal yang 

C. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi (Income Statement atau Profit and 

Loss Statement ) adalah bagian dari laporan keuangan suatu 

perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi 

yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban 

perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi.  

Laporan laba rugi dapat dibuat pada periode satu 

bulan, satu tahun, berdasarkan konsep perbandingan 

(matching concept ) yang disebut juga konsep pengaitan 

atau pemadanan, antara pendapatan dan beban yang 

terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban 

dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjanya 

beban tersebut. Selain itu, pada laporan laba rugi juga 

disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan 

baban perusahaan. Artinya, laba terjadi jika pendapatan 

perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang 
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dikeluarkan, sebaliknya jika beban perusahaan lebih besar 

dari pendapatan maka perusahaan tersebut dapat 

dikatakan rugi3 

1. Karakteristik Laporan Laba Rugi 

a. Pendapatan 

Pendapatan dalam laporan laba rugi diakui apabila 

kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang 

berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan 

kewajiban telah terjadi, dan nilainya dapat diukur 

dengan andal. Ini berarti  Keterkaitan Laporan Laba-

Rugi, Perubahan Modal, dan Neraca. pengakukan 

penghasilan terjadi bersamaan dengan saat pengajukan 

biaya aktiva atau penurunan kewajiban. 

b. Beban 

Beban dalam laporan laba rugi diakui apabila 

pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi di 

masa depan atau manfaat ekonomi yang diperoleh tidak 

memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai 

aktiva. 

2. Fungsi Laporan Laba Rugi 

Fungsi Laporan Laba Rugi adalah menunjukkan 

performance atau kinerja keuangan perusahaan. Seluruh 

pendapatan dan biaya atau beban disajikan dalam laporan 

ini. Informasi yang disajikan tersebut dapat juga digunakan 
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untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa 

sebelumnya. 

3. Unsur – Unsur Laporan Laba Rugi 

a. Pendapatan dari penjualan: Dikurangi Beban pokok 

penjualan 

b. Laba/rugi kotor: Dikurangi Beban usaha 

c. Laba/rugi usaha: Ditambah atau dikurangi 

Penghasilan/beban lain 

d. Laba/rugi sebelum pajak: Dikurangi Beban pajak 

e. Laba/rugi bersih 

4. Penyajian Laporan Laba Rugi 

Menurut PSAK No. 31 (revisi tahun 2000), terdapat 

ketentuan urutan penyajian laporan laba rugi sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan bunga; 

b. Beban bunga; 

c. Pendapatan provisi dan komisi; 

d. Beban provisi dan komisi; 

e. Keuntungan atau kerugian penjualan efek; 

f. Keuntungan atau kerugian investasi efek; 

g. Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing; 

h. Pendapatan deviden; 

i. Pendapatan operasional lainnya; 

j. Beban penyisihan keuangan kredit dan aktiva 

produksi lainnya; 
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k. Beban administrasi umum; 

l. Beban opersional lain. 

D. Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan jenis laporan 

keuangan yang  berisi informasi mengenai modal yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan serta  berisi pula informasi 

atau hal-hal apa saja yang menyebabkan modal  tersebut 

berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada 

akhir  periode akuntansi. Laporan perubahan modal 

memiliki beberapa unsur,  yaitu:  

1. Laba tidak dibagi 

Laba tidak dibagi atau retained earnings merupaka 

sebagian laba atau seluruh laba yang diperoleh 

perusahaan. Laba ini tidak  dibagikan sebagai deviden ke 

pemegang saham perusahaan. Laba  tidak dibagi ini bisa 

digunakan oleh perusahaan sebagai modal atau  sebagai 

tambahan modal perusahaan. Keputusan untuk membagi  

laba atau tidak diambil ditentukan saat rapat umum 

pemegang saham atau (RUPS). 

2. Laba netto 

Biasa disebut dengan laba bersih yang berarti 

penghasilan  bersih yang diperoleh oleh perusahaan baik 

dari usaha pokok (Net  Operating Income ) ataupun diluar 

usaha pokok perusahaan (Non Operating Income) selama 

satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan.  



42  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

3. Dividen  

Dividen adalah pembagian laba kepada tiap 

pemegang saham  berdasarkan banyaknya saham yang 

dimiliki. Pembagian ini akan  mengurangi laba ditahan dan 

kas yang tersedia bagi perusahaan,  tetapi distribusi 

keuntungan kepada para pemilik saham memang  adalah 

tujuan utama suatu bisnis.  

4. Laba tidak di bagi per akhir periode akuntansi  

Pada poin pertama, laba tidak dibagi di awal 

periode akuntansi,  sedangkan poin ini, laba tidak dibagi 

di akhir periode akuntansi.  Pada dasarnya pengertiannya 

sama. Hanya saja periodenya yang  sedikit berbeda.  

Perubahan modal yang terjadi di perusahaan memang 

tidak dapat dihindari.Setiap unsur-unsur perubahan modal 

di atas merupakan bagian  dari laporan keuangan 

perubahan modal.Unsur tersebut penting untuk karena 

setiap unsur berperan untuk hasil yang akurat. Laporan 

perubahan modal memiliki beberapa tujuan yaitu:  

1. Laporan keuangan perubahan modal ini dibuat untuk 

dapat mendokumentasikan aktivitas – aktivitas 

transaksi pembiayaan serta investasi dan juga dana 

yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut 

selama kurun waktu atau periode yang bersangkutan.  

2. Laporan keuangan perubahan modal ini dibuat untuk 

dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari 
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modal kerja yang terjadi di perusahaan dalam 

periode akuntansi yang bersangkutan.  

Laporan ini merupakan salah satu rangkaian dari 

pelaporan keuangan yang juga termasuk didalamnya adalah 

laporan laba rugi, neraca, dan laporan keuangan. Laporan 

keuangan ini dibuat perusahaan untuk menyatakan bahwa 

terjadi perubahan modal dalam periode akuntansi tersebut 

dan nominal perubahannya juga jelas tertulis dengan tepat 

dan akurat.  

Komponen dalam Laporan Perubahan Modal Ada 

beberapa hal yang terdapat di dalam laporan perubahan 

modal, yaitu:  

1. Modal awal, yaitu saldo pada awal periode pelaporan 

komparatif sebagaimana tercermin dalam laporan 

posisi keuangan periode sebelumnya.  

2. Modal investasi pemilik, yaitu jumlah modal yang 

berasal dari pemilik sepanjang satu periode akuntansi.  

3. Perolehan laba atau rugi, yaitu hasil laba bersih 

ataupun rugi bersih perusahaan sepanjang satu periode 

akuntansi.  

4. Pengambilan pribadi, yaitu pengambilan uang untuk 

kepentingan pribadi oleh pemilik perusahaan 

sepanjang satu periode akuntansi.  

5. Modal akhir, yaitu modal yang didapat pada akhir 

tahun.  
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6. Laba bersih yang terkandung pada laporan perubahan 

modal harus sama dengan jumlah laba bersih yang 

didapat pada laporan laba/rugi. 

7. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, penyesuaian 

diperlukan pada cadangan pemegang saham di awal 

periode pelaporan komparatif untuk menyajikan 

ekuitas awal ke jumlah yang ditentukan pada kebijakan 

akuntansi baru.  

8. Pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, efek 

koreksi kesalahan periode sebelumnya harus disajikan 

secara terpisah sebagai bentuk penyesuaian.  

9. Saldo yang disajikan kembali, ekuitas yang dapat 

diberikan kepada pemegang saham pada awal periode 

komparatif setelah penyesuaian sehubungan dengan 

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 

periode sebelumnya.  

10. Dividen, Pembayaran dividen yang dikeluarkan atau 

diumumkan selama periode tersebut harus dikurangkan 

dari ekuitas pemegang saham.  

11. Perubahan dalam Cadangan Revaluasi, keuntungan dan 

kerugian revaluasi yang diakui selama periode tersebut 

harus disajikan.  

Laporan perubahan modal harus dilakukan 

perusahaan setiap terdapat perubahan karena dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika modal yang 
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didapat oleh perusahaan bertambah, maka perusahaan bisa 

memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan kualitas 

produk atau bahkan menambah variasi produk. Tetapi jika 

perubahan modal yang didapat perusahaan sedikit, maka 

perusahaan harus mengambil tindakan yang sesuai. 

Misalnya dengan fokus memperbaiki produk yang ada 

terlebih dahulu dan tidak mengambil keputusan riskan 

untuk langsung riset terhadap produk baru karena akan 

membutuhkan modal yang lebih besar. 

E. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas adalah laporan yang 

menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode 

akuntansi, pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari 

kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Terdapat dua 

metode dalam menyajikan arus kas yaitu metode langsung 

dan metode tidak langsung, pada metode langsung 

pemisahannya dilakukan dua kali sebab pemisahannya 

masih mewajibkan untuk menentukan dan melaporkan 

jumlah yang sama untuk arus kas neto dan aktifitas operasi 

secara tidak langsung.  

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial 

yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran 

kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 

transitoris.  
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6. Aktivitas Operasi  

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan 

operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. 

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakaan indikator 

yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam 

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas 

operasionalnya di masa yang akan datang tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar.  

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama 

diperoleh dari:  

a. Penerimaan Perpajakan;  

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);  

c. Penerimaan Hibah;  

d. Penerimaan Bagian Laba Perusahaan negara/daerah 

dan Investasi Lainnya;  

e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan 

Luar Biasa;  dan  

f. Penerimaan Transfer.  

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama 

digunakan untuk:  

a. Pembayaran Pegawai;  

b. Pembayaran Barang;  

c. Pembayaran Bunga;  

d. Pembayaran Subsisdi;  
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e. Pembayaran Hibah;  

f. Pembayaran Bantuan Sosial;  

g. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan  

h. Pembayaran Transfer.  

7. Aktivitas Investasi  

Perolehan dan penjualan aset tetap dan investasi lain 

yang tidak dianggap setara kas merupakan Aktivitas 

Investasi. 

Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan arus kas 

masuk dan pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan 

dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk 

meningkatkan dan mempertahankan layanan pemerintah di 

masa depan kepada masyarakat. Aktivitas investasi 

menghasilkan arus kas yang meliputi: 

a. Penjualan Aset Tetap;  

b. Penjualan Aset Lainnya;  

c. Pencairan Dana Cadangan;  

d. Penerimaan dari Divestasi;  

e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.  

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:  

a. Perolehan Aset Tetap;  

b. Perolehan Aset Lainnya;  

c. Pembentukan dana Cadangan;  

d. Penyertaan Modal Pemerintah;  

e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.  
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8. Aktivitas Pendanaan  

Perubahan volume dan komposisi piutang dan utang 

jangka panjang diakibatkan oleh kegiatan pendanaan, 

yang terdiri dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas yang berkaitan dengan penyediaan piutang jangka 

panjang dan pelunasan utang jangka panjang. Arus kas 

masuk dan arus keluar yang terkait dengan peminjaman 

dan peminjaman uang dalam jangka panjang merupakan 

arus kas aktivitas pendanaan. Dana yang diterima dari 

berbagai bentuk pembiayaan antara lain: 

a. Penerimaan utang luar negeri;  

b. Penerimaan dari utang obligasi;  

c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah 

daerah;  

d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan 

negara.  

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:  

a. Pembayaran pokok utang luar negeri;  

b. Pembayaran pokok utang obligasi;  

c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada 

pemerintah daerah;  

d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada 

perusahaan negara.  
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9. Aktivitas Transitoris  

Pengejaran sementara Penerimaan dan pembayaran 

kas yang tidak termasuk dalam operasi, investasi, atau 

pendanaan dianggap sebagai aktivitas sementara. 

Penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari 

aktivitas tidak berulang yang tidak berdampak pada 

pendapatan, belanja, atau pendanaan pemerintah 

dimasukkan dalam arus kas dari aktivitas tidak berulang. 

Transaksi yang melibatkan Kalkulator Pihak Ketiga (PFK), 

transfer dana persediaan ke dan dari bendahara 

pengeluaran, dan pembayaran semuanya termasuk dalam 

kategori arus kas sementara. Dana yang diterima secara 

tunai dari pihak ketiga seperti potongan Taspen dan Askes 

disebut “Dana Pembayaran Disimpan” (PFK). Pengiriman 

uang adalah transaksi moneter antara rekening 

perbendaharaan umum di tingkat negara bagian dan 

regional. 

Pengiriman uang yang masuk, uang yang 

dikembalikan dari pembelian inventaris, dan arus kas 

masuk serupa lainnya merupakan contoh arus kas masuk 

sementara. Pengeluaran untuk hal-hal seperti PFK, 

pengiriman uang ke luar negeri, dan pemberian uang tunai 

kepada bendahara pengeluaran merupakan contoh arus 

kas keluar dari aktivitas cepat. 
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F. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan Badan tidak akan lengkap tanpa 

adanya catatan yang menyertainya. Gambaran umum 

instansi atau perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, 

penjelasan item laporan keuangan, dan informasi terkait 

lainnya, semuanya dapat dilihat pada bagian catatan 

laporan keuangan. Catatan yang menyertai laporan 

keuangan harus disusun secara konsisten. Seluruh data yang 

disajikan dalam laporan keuangan, baik neraca, laporan 

laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, laporan 

rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan penyaluran 

dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan, harus 

diikat kembali pada catatan. ke laporan keuangan. 

Jika suatu item tidak memenuhi persyaratan yang 

diakui dalam laporan keuangan, CaLK akan menjelaskan 

mengapa item tersebut tidak melakukan pemotongan dan 

memberikan rincian mengenai hal tersebut. Tujuan 

pencantuman catatan dalam laporan keuangan adalah 

untuk memastikan bahwa catatan tersebut dapat dipahami 

oleh banyak pihak yang berkepentingan, tidak hanya oleh 

manajemen entitas pelapor. Meskipun laporan keuangan 

melengkapi informasi nominal, laporan tersebut mungkin 

berisi rincian yang dapat menimbulkan kebingungan bagi 

pembaca atau pihak yang terlibat. Bagian catatan dalam 

laporan keuangan dapat menjadi bagian integral dari 
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laporan itu sendiri dan tidak boleh diabaikan. Selain itu, 

catatan atas akun keuangan dapat memuat penjelasan 

mengenai hal-hal yang tidak dapat dibahas secara 

mendalam dalam laporan keuangan itu sendiri karena sifat 

nilai nominalnya. 

1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan 

kebijakan akuntansi yang diterapkan. 

2. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai 

urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam 

laporan keuangan dan urutan penyajian komponen 

laporan keuangan 

3. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, 

dan pengungkapan keuangan lain serta pengungkapan 

yang bersifat nonkeuangan 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara Laporan Laba 

Rugi Pemerintah Daerah (LRL-PD) dan Neraca 

Pemerintah Daerah (NP-PD). Bagaimana informasi dari 

LRL-PD dapat tercermin dalam NP-PD? 

2. Sebutkan beberapa komponen yang biasanya terdapat 

dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (LAK-PD) 

dan jelaskan bagaimana LAK-PD berkaitan dengan 

Laporan Laba Rugi Pemerintah Daerah (LRL-PD). 

3. Bagaimana Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah 

Daerah (LP-EPD) terkait dengan Neraca Pemerintah 

Daerah (NP-PD)? Jelaskan bagaimana perubahan 

ekuitas dapat tercermin dalam NP-PD. 

4. Jelaskan bagaimana Laporan Operasional Pemerintah 

Daerah (LOPD) dapat digunakan untuk memahami 

kinerja keuangan pemerintah daerah dan bagaimana 

LOPD berkaitan dengan Laporan Laba Rugi Pemerintah 

Daerah (LRL-PD). 

5. Mengapa keterkaitan antara Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LK-PD) yang mencakup LP-EPD, 

NP-PD, LRL-PD, LAK-PD, dan LOPD sangat penting 

dalam memberikan gambaran lengkap tentang 

keuangan pemerintah daerah? Jelaskan. 
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6. Bagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK-

PD) dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, 

seperti warga, legislator, dan pihak eksternal, untuk 

mengambil keputusan yang tepat terkait dengan 

alokasi sumber daya dan pengawasan terhadap 

pemerintah daerah? 

7. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LK-PD) dan Laporan 

Kepatuhan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (LKPP-

PD) dalam konteks akuntabilitas dan transparansi. 
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BAB  V 

STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Akuntansi dikelompokan dalam beberapa konsentrasi 

keilmuan, Kusnadi, dkk (1999) mengelompokan akuntansi 

menjadi 11 bidang, yaitu : Akuntansi Keuangan, 

Pemeriksaan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, 

Akuntansi Perpajakan, Sistem Akuntansi, Akuntansi 

Anggaran, Akuntansi Internasional, Akuntansi Non Profit, 

Akuntansi Sosial, Instruksi Akuntansi. 

Berapapun banyaknya pembagian konsentrasi 

akuntansi, sebenarnya hanya bermuara pada 2 kelompok 

akuntansi, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi 

pemerintahan. Sebagian orang mengelompokkannya 

sebagai akuntansi sektor publik, tetapi untuk konsistensi 

bahasa dalam artikel ini penulis hanya akan menyebutnya 

dengan istilah akuntansi pemerintahan. 

Standar akuntansi pemerintahan telah dibahas cukup 

lama namun tidak pernah dikodifikasikan menjadi undang-

undang. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (1994) merupakan momen 
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penting dalam evolusi akuntansi di sektor swasta. Sejak itu, 

kebutuhan akan standar akuntansi tingkat pemerintah 

semakin meningkat. Oleh karena itu, Badan Akuntansi 

Keuangan Negara (BAKUN) Kementerian Keuangan mulai 

menyusun pedoman baru dalam pelaporan keuangan. 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, yang 

diterbitkan tanggal 13 Juni 2005, mencakup Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PP SAP), yang digantikan oleh PP 

No. 71 tahun 2010, yang mengkodifikasikan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama ditunggu-

tunggu. Berkat PP SAP, Indonesia untuk pertama kalinya 

memiliki standar akuntansi resmi pemerintahan. Pada 

tanggal 6 Juli 2005, Wakil Presiden Republik Indonesia 

secara resmi meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan 

di Istana Wakil Presiden, menandai dimulainya 

penerapannya. Standar Akuntansi Pemerintahan 

disampaikan kepada Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri 

Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Toli-Toli, dan 

Walikota Pangkal Pinang dalam upacara tersebut. Dalam 

pidatonya, Wakil Presiden menekankan pentingnya adopsi 

SAP oleh pemerintah pusat dan daerah. 

Standar Akuntansi Pemerintahan telah diperbarui 

pada PP 71 Tahun 2010, yang diterbitkan menggantikan PP 

24 Tahun 2005. Diharapkan Peraturan Menteri Keuangan 

untuk pemerintah federal dan Peraturan Menteri Dalam 



56  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

Negeri untuk negara bagian dan kotamadya akan segera 

diterbitkan setelahnya. diterbitkannya PP ini. PP 71 Tahun 

2010 berbeda dari PP sebelumnya. 

B. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Sebagai Regulasi 

Terkini di Indonesia 

Menurut Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-

Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, konsep 

pendapatan dan belanja negara/daerah didasarkan pada 

akuntansi akrual. Hal ini terlihat dari definisi yang 

diberikan, yang menyatakan bahwa pendapatan 

negara/daerah adalah hak Pemerintah pusat/provinsi yang 

diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih. Sedangkan 

belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah 

daerah/daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan 

bersih. Namun demikian, pergeseran diperbolehkan karena 

adanya konvensi penggunaan basis kas pada periode 

tersebut. Dalam pendekatan ini, pendapatan dan 

pengeluaran hanya diakui pada saat dana diterima atau 

dikeluarkan dari kas umum negara atau daerah. 

Ayat di atas dapat ditemukan dalam Pasal 36 ayat 1 

UU 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan penerapan 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 

berbasis akrual dalam jangka waktu paling lama lima tahun, 

khususnya pada tahun 2008. Pada masa transisi, 

Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Publik 24 Tahun 
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2005 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Kebijakan ini mengamanatkan penggunaan Cash to Accrual 

basis, dimana Laporan Realisasi Anggaran disusun 

berdasarkan cash basis, sedangkan Neraca disusun 

berdasarkan accrual basis. Sejak masa berlakunya PP 24 

Tahun 2005 hingga pemeriksaan Laporan Keuangan 

Pemerintah Tahun 2008, diketahui bahwa pendapat 

Pemerintah pada saat itu masih kurang baik. Atas dasar 

pemikiran tersebut, Pemerintah akhirnya melakukan 

konsultasi dengan pimpinan DPR sehingga menghasilkan 

kesepakatan bersama untuk menerapkan basis akrual yang 

dimulai pada tahun 2014. 

Terbitnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan merupakan penerus PP 24 Tahun 

2005. Diharapkan setelah terbitnya kertas kebijakan ini, 

akan ada peraturan berikutnya yang diterbitkan dalam 

bentuk Peraturan Menteri. Peraturan Keuangan untuk 

Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

untuk pemerintah daerah. Terdapat perbedaan yang 

mencolok antara Keputusan Presiden (PP) 71 Tahun 2010 

dengan Keputusan Presiden lainnya. Pada halaman 71 

dokumen tahun 2010, terdapat dua lampiran yang 

menyertainya. 
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PP No 24 Tahun 2005 
(Basis Kas Menuju Akrual) 

PP No 71 Tahun 2010 
(Basis Akrual) 

- Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) 

- Neraca 

- Laporan Arus Kas 

- Catatan atas Laporan 
keuangan 

- Laporan Realisasi Anggaran 

- (LRA) 

- Laporan Perubahan Saldo 

- Anggaran Lebih (LSAL) 

- Neraca 

- Laporan Arus kas 

- Laporan Operasional (LO) 

- Laporan Perubahan Ekuitas 

- Catatan Atas Laporan Keuangan 

Lampiran I mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual yang rencananya akan 

diterapkan pada tahun 2014. Sedangkan Lampiran terkait 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas 

Menuju Akrual akan tetap berlaku sampai dengan tahun 

2014. Lampiran I berlaku efektif pada saat ketentuan dan 

dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing badan. 

Tahapan pelaksanaan strategi ini selanjutnya ditentukan 

oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 

Sebaliknya, Lampiran II berlaku pada masa transisi bagi 

entitas yang belum siap menerapkan SAP Berbasis Akrual. 

Untuk lebih jelasnya, Lampiran II merupakan lampiran yang 

memuat keseluruhan peraturan yang dituangkan dalam PP 

24 Tahun 2005 tanpa ada perubahan atau modifikasi apa 

pun. 

Perbedaan mendasar klasifikasi laporan keuangan 

antara Lampiran I dan Lampiran II dapat diringkas sebagai 

berikut: 
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Lampiran I : 

Lampiran ini mencakup berbagai dokumen keuangan 

yang penting untuk memantau dan menganalisis kinerja 

keuangan suatu organisasi. Makalah ini dikategorikan 

menjadi dua bagian utama: laporan anggaran dan 

keuangan. Laporan Anggaran:  

1. Laporan Realisasi Anggaran: Laporan ini memberikan 

gambaran kinerja keuangan sebenarnya dari jumlah 

yang dianggarkan. Ini membantu dalam menilai 

efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran: Laporan ini 

menyoroti setiap perubahan signifikan dalam saldo 

yang dianggarkan, secara eksplisit berfokus pada 

kasus-kasus di mana pengeluaran aktual melebihi 

jumlah yang dianggarkan.  

Lampiran II : 

Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area 

pengeluaran berlebihan dan potensi penyesuaian anggaran. 

Laporan Keuangan:  

1. Neraca: Neraca menyajikan posisi keuangan suatu 

organisasi pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini 

memberikan gambaran singkat tentang aset, 

kewajiban, dan ekuitas, sehingga memungkinkan 

pemangku kepentingan menilai stabilitas keuangan dan 

solvabilitas organisasi.  
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2. Laporan Operasional: Laporan ini memberikan analisis 

komprehensif mengenai aktivitas dan kinerja 

operasional suatu organisasi. Ini mencakup informasi 

tentang pendapatan, pengeluaran, profitabilitas, dan 

efisiensi, yang memberikan wawasan tentang 

efektivitas operasional secara keseluruhan.  

3. Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan ini menguraikan 

perubahan ekuitas suatu organisasi selama periode 

tertentu. Ini mencakup rincian tentang kontribusi, 

distribusi, dan laba ditahan, memberikan pandangan 

komprehensif tentang perubahan struktur kepemilikan 

organisasi.  

4. Laporan Arus Kas: Laporan arus kas menyajikan arus 

masuk dan arus keluar 

Lampiran II berisi laporan keuangan yang meliputi 

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 

menjelaskan setiap Laporan Keuangan, yang mungkin 

berbeda-beda tergantung pada jenis laporan tertentu yang 

dihasilkan. 

 

Perbedaan daftar isi pada Lampiran I dan Lampiran II 

adalah sebagai berikut: 
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1. Lampiran I Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan 

a. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan; 

b. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

Berbasis Kas; 

c. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 

d. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan 

Keuangan; 

e. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 

f. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 

g. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 

h. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam 

Pengerjaan; 

i. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 

j. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan,  

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 

Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; 

a. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan 

Konsolidasian. 

b. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. 

c. Lampiran II 

d. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

e. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan; 
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f. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 

g. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 

h. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan 

Keuangan; 

i. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 

j. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 

k. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 

l. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam 

Pengerjaan; 

m. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 

n. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, 

Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar 

Biasa; 

o. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan 

Konsolidasian; 

Kedua daftar isi tersebut menunjukkan tingkat 

kemiripan yang tinggi karena pendekatan yang diterapkan 

oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam 

merumuskan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 

akrual. Pendekatan ini awalnya mengacu pada PP 24 tahun 

2005 sebagai landasan dan kemudian melakukan modifikasi 

pada dokumen aslinya. Teknik ini bertujuan untuk 

memitigasi potensi kesalahpahaman di kalangan pembaca 

PP 71 Tahun 2010 dengan memberikan pemahaman yang 

lebih jelas mengenai perubahan dibandingkan transisi 
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langsung dari penyesuaian ke Standar Akuntansi Sektor 

Publik Internasional (IPSAS) yang diacu oleh KSAP. 

C. Proses Penyusunan SAP 

Menteri Keuangan membentuk kelompok standar 

yang beroperasi hingga pertengahan tahun 2004. Komite ini 

mengembangkan Pernyataan Prinsip Akuntansi (SAP) awal 

dengan kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar. 

Penyusunan kerangka kerja ini mengikuti Proses yang ketat. 

Penerapan proses hukum merupakan prosedur yang 

diakui secara luas dan diakui secara internasional, 

meskipun dengan penyesuaian untuk mengakomodasi 

keadaan khusus yang berlaku di Indonesia. Modifikasi dan 

faktor lainnya diterapkan sebagai respons terhadap 

persyaratan mendesak dan kapasitas pengguna untuk 

memahami dan melaksanakan kriteria yang ditentukan. 

Tahapan persiapan SAP diuraikan sebagai berikut: 

1. Menentukan bidang studi untuk elaborasi lebih lanjut 

ke dalam kerangka standar. 

2. Kolaborasi dengan panitia pengarah untuk membahas 

berbagai mata pelajaran. 

3. Pembentukan unit fungsional yang disebut Kelompok 

Kerja (Pokja) dalam organisasi KSAP. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh panitia kerja terbatas 

cakupannya. 

5. Kelompok kerja melakukan penyusunan draft SAP. 
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6. Pembahasan versi awal oleh panitia kerja. 

7. Proses penentuan draft mana yang sebaiknya dipilih 

untuk dipublikasikan. 

8. Pelepasan rancangan penerbitan SAP, juga dikenal 

sebagai dokumen pemaparan, telah dimulai 

9. Ruang lingkup dengar pendapat sering kali dibatasi, 

dan dengar pendapat publik mungkin juga dibatasi. 

10. Analisis dan pemeriksaan atas masukan dan 

kontribusi yang diterima mengenai draf naskah. 

11. Permintaan musyawarah secara formal oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 

12. Analisis dan evaluasi respon BPK 

13. Menyimpulkan penetapan standar. 

14. Penerapan dan pemeliharaan kriteria atau pedoman 

yang telah ditetapkan. 

Sosialisasi awal standar mengacu pada proses di mana 

individu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan 

perilaku yang diperlukan untuk berinteraksi dan 

berintegrasi secara efektif ke dalam masyarakat selama 

tahap awal perkembangan mereka. 

Tim Pengkaji Standar Akuntansi Pemerintahan BPK, 

melakukan pembahasan mengenai standar tersebut 

sebelum dan sesudah dengar pendapat. Standar-standar 

tersebut diselesaikan setelah pembicaraan ekstensif yang 

menggabungkan masukan dari Panel Pengetahuan, 
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Keterampilan, dan Kemampuan (KSAP). Selanjutnya, KSAP 

meminta pertimbangan Badan Pemeriksaan dan 

Pengawasan Keuangan (BPK) melalui Menteri Keuangan. 

Meski demikian, rancangan SAP (Rencana Aksi Strategis) 

belum disetujui oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 

karena belum adanya komite yang belum dibentuk melalui 

penerbitan Keputusan Presiden. Pembentukan Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan difasilitasi oleh Keputusan 

Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Komite ini segera 

menyempurnakan rancangan awal Rencana Aksi Strategis 

(SAP) yang disampaikan kepada Badan Pengetahuan 

Masyarakat (BPK) untuk mempercepat penerapannya pada 

awal tahun 2005. 

Rancangan Sistem Aplikasi dan Produk (SAP) telah 

diserahkan kembali kepada Badan Pemeriksa dan 

Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada bulan November 2004 

dan diperiksa oleh BPK pada bulan Januari 2005. Badan 

Pemeriksa dan Pengendalian Keuangan (BPK) secara resmi 

meminta kepada Presiden Negara Republik Indonesia agar 

segera menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan 

dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP). Standar 

Prosedur Akuntansi (SAP) Kerja Sama Pemerintah Swasta 

(KPS) ditetapkan melalui kerja sama antara Sekretariat 

Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, serta pemangku kepentingan terkait 
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lainnya. Upaya kerjasama ini terus berlanjut hingga 

Presiden secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan pada tanggal 13 Juni 2005. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan terdiri dari: 

1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan. 

2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran. 

3. PSAP 03: Laporan Arus Kas. 

4. PSAP 04: Catatan Atas Laporan Keuangan. 

5. PSAP 05: Akuntasi Persediaan. 

6. PSAP 06: Akuntasi Investasi. 

7. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap. 

8. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

9. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban. 

10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa. 

11. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.\  

PP No 71 Tahun 2010 (Basis Akrual) 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2. Neraca 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan atas Laporan keuangan 

5. Laporan Realisasi Anggaran 

6. (LRA) 

7. Laporan Perubahan Saldo 
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8. Anggaran Lebih (LSAL) 

9. Neraca 

10. Laporan Arus kas 

11. Laporan Operasional (LO) 

12. Laporan Perubahan Ekuitas 

13. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pemanfaatan SAP diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas 

pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa mereka 

memiliki atribut seperti pemahaman, relevansi, keandalan, 

dan komparabilitas. Informasi tersebut akan menjalani 

pemeriksaan awal oleh BPK untuk mendapatkan opini 

sehingga meningkatkan kredibilitas laporan. Selanjutnya, 

pesan tersebut akan disebarluaskan ke berbagai pemangku 

kepentingan, seperti pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD 

(legislatif), investor, kreditor, dan masyarakat umum. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

D. Penerapan SAP Berbasis Akrual 

Pemerintah menganut Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Berbasis Akrual (SAP) yang mengakui 

pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas dalam 

pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akrual. Selain itu, 

sistem ini mencatat pendapatan, pengeluaran, dan 

keuangan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran, dengan 

mengikuti pedoman yang dituangkan dalam Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan (SAP) berbasis akrual 

biasa disebut PSAP dan disertai dengan Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Lampiran I Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memuat PSAP (Standar 

Akuntansi Sektor Publik) dan Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan, yang keduanya berada dalam 

kerangka SAP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan) Berbasis 

Akrual. 

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan KSAP 

melalui proses persiapan yang terstandarisasi yang dikenal 

dengan istilah due process. Penyusunan SAP (Surat 

Pernyataan Sanksi Administratif) merupakan tugas yang 

menjadi tanggung jawab profesional KSAP (Komite Standar 

Administrasi Pajak), sebagaimana diatur dalam Lampiran III 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

E. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual 

Implementasi SAP Berbasis Akrual secara bertahap 

berlangsung dari implementasi pertama SAP Berbasis Kas 

hingga implementasi selanjutnya dari SAP Berbasis Akrual. 

Pendekatan yang diusulkan melibatkan transisi dari sistem 

berbasis uang tunai di SAP ke sistem berbasis akrual. Hal ini 

memerlukan pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan 

aktivitas pendanaan berdasarkan kas, sedangkan aset, 
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utang, dan dana ekuitas diakui berdasarkan basis akrual. 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur ketentuan 

tambahan mengenai penggunaan SAP Berbasis Akrual 

secara progresif di lingkungan pemerintah pusat. Peraturan 

Menteri Dalam Negeri ini mengatur ketentuan tambahan 

mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara progresif 

pada pemerintahan daerah. 

Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara 

bertahap, dengan pertimbangan cermat terhadap 

pengembangan berurutan dan cakupan laporan. Peralihan 

dari SAP (System Analysis and Program Development) 

berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual difasilitasi melalui 

penggunaan Prinsip Akuntansi Sektor Publik (PSAP) dan 

didukung oleh Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan yang komprehensif. Pencantuman PSAP dan 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam 

Rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dapat dilihat pada 

Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Dahulu pemanfaatan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual 

diterapkan pada SAP, sesuai dengan ketentuan yang 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka 

tidak adanya pengakuan dan pengukuran pendapatan 

berbasis akrual dan pengeluaran, pengakuan dan 

pengukuran berbasis kas harus digunakan. Pengakuan dan 
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pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus diselesaikan dalam 

jangka waktu paling lama lima tahun. Oleh karena itu, 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

F. PSAP Dalam Dua Basis SAP 

 SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Lampiran I untuk SAP 

Berbasis Akrual dan Lampiran II untuk SAP Berbasis Kas 

Menuju Akrual. 

PSAP 
No. 

Tentang 
SAP 

Berbasis 
Akrual 

SAP 
Berbasis 

Kas 
Menuju 
Akrual 

– 
Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan 
Lampiran 

I.01 
Lampiran 

II.01 

PSAP 
01 

Penyajian Laporan 
Keuangan 

Lampiran 
I.02 

Lampiran 
II.02 

PSAP 
02 

Laporan Realisasi 
Anggaran 

(LRA) Berbasis Kas 

Lampiran 
I.03 

Lampiran 
II.03 
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PSAP 
03 

Laporan Arus Kas 
Lampiran 

I.04 
Lampiran 

II.04 

PSAP 
04 

Catatan atas Laporan 
Keuangan 

(CALK) 

Lampiran 
I.05 

Lampiran 
II.05 

PSAP 
05 

Akuntansi Persediaan 
Lampiran 

I.06 
Lampiran 

II.06 

PSAP 
06 

Akuntansi Investasi 
Lampiran 

I.07 
Lampiran 

II.07 

PSAP 
07 

Akuntansi Aset Tetap 
Lampiran 

I.08 
Lampiran 

II.08 

PSAP 
08 

Akuntansi Konstruksi 
Dalam Pengerjaan 

Lampiran 
I.09 

Lampiran 
II.09 

PSAP 
09 

Akuntansi Kewajiban 
Lampiran 

I.10 
Lampiran 

II.10 

PSAP 
10 

Koreksi Kesalahan, 
Perubahan Kebijakan 
Akuntansi, Perubahan 

Estimasi Akuntansi, dan 

Lampiran 
I.11 

Lampiran 
II.11 
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Operasi yang Tidak 
Dilanjutkan 

PSAP 
11 

Laporan Keuangan 
Konsolidasian 

Lampiran 
I.12 

Lampiran 
II.12 

PSAP 
12 

Laporan Operasional 

(LO) 

Lampiran 
I.13 

– 

 
G. Perubahan PSAP 

Penerapan perubahan PSAP tunduk pada peraturan 

Menteri Keuangan yang telah melalui evaluasi menyeluruh 

oleh BPK. Key Stakeholder merumuskan usulan revisi 

Prinsip Akuntansi Sektor Publik (PSAP) pada Profesi 

Akuntansi (KSAP) sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan dalam penyusunan Pernyataan Prinsip Akuntansi 

(SAP). Usulan revisi Prinsip Akuntansi Sektor Publik (PSAP) 

disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan oleh 

Korean Society of Accounting Professionals (KSAP). Usulan 

rancangan perubahan Prinsip Akuntansi Sektor Publik 

(PSAP) disampaikan Menteri Keuangan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dibahas. "perubahan" 

mengacu pada pengenalan, penghapusan, atau penggantian 

satu atau lebih Poin Jawaban Keamanan Publik (PSAP). 
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H. Tantangan yang dihadapi Akuntansi Pemerintahan 

1. Komitmen dari pimpinan 

Keberhasilan suatu transformasi bergantung pada 

dukungan kuat dari kepemimpinan. Disahkannya tiga 

paket keuangan negara dan peraturan daerah ini 

menunjukkan komitmen kuat partai eksekutif dan 

parlemen dalam membenahi sistem keuangan negara, 

termasuk kemajuan di bidang akuntansi pemerintahan. 

Tantangan saat ini terletak pada pelaksanaan modifikasi 

praktik akuntansi pemerintah secara efektif untuk 

kegiatan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh 

departemen/lembaga di pemerintah pusat dan 

provinsi/kabupaten/kota di pemerintah daerah. Sistem 

akuntansi pemerintah pusat mengacu pada pedoman yang 

dirumuskan oleh Menteri Keuangan. 

Penetapan sistem akuntansi pemerintahan daerah 

bergantung pada kewenangan pengambilan keputusan 

Gubernur/Bupati/Walikota yang mempertimbangkan 

peraturan daerah yang mengatur pengelolaan keuangan 

provinsi. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah pusat 

dan daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang jelas dalam 

undang-undang tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

akuntansi pemerintah kemungkinan besar akan 

mendapatkan dukungan yang signifikan dari kepala 
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Departemen/Lembaga utama dan 

Gubernur/Bupati/Walikota di daerah. 

2. Tersedianya SDM yang kompeten 

Pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan 

keuangan secara sistematis dan menyampaikannya 

kepada BPK dalam jangka waktu paling lama tiga bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, dalam jangka 

waktu paling lama enam bulan setelah penetapan tahun 

anggaran, Presiden bertanggung jawab menyampaikan 

laporan keuangan yang telah diperiksa kepada DPR, 

sedangkan Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab 

menyampaikan kepada DPRD. 

Penyusunan dan pembuatan laporan keuangan 

memerlukan keterlibatan individu yang memiliki keahlian 

di bidang akuntansi pemerintahan. Terdapat permintaan 

yang signifikan terhadap persyaratan ini, khususnya pada 

tahap awal penerapan akuntansi pemerintahan. Oleh 

karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus 

memprioritaskan pengembangan perencanaan sumber 

daya manusia yang komprehensif dalam akuntansi 

pemerintahan. Hal ini memerlukan kinerja kerangka 

insentif dan remunerasi yang lengkap untuk memitigasi 

praktik korupsi di bidang akuntansi pemerintahan yang 

dilakukan oleh personel yang terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Selain itu, universitas memainkan peran penting 
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dalam memenuhi permintaan akan tenaga profesional 

yang terampil di bidang akuntansi pemerintahan. 

3. Resistensi terhadap perubahan 

Seperti halnya transformasi lainnya, mungkin 

terdapat pemangku kepentingan internal yang telah 

terbiasa dengan sistem sebelumnya dan menunjukkan 

penolakan terhadap usulan modifikasi tersebut. Oleh 

karena itu, mengembangkan kebijakan yang beragam dan 

melakukan inisiatif penjangkauan yang luas sangat 

penting untuk memastikan penerapan praktis akuntansi 

pemerintahan. 

4. Lingkungan/masyarakat 

Apresiasi masyarakat sangat penting dalam 

menunjang keberhasilan penerapan akuntansi 

pemerintahan. Pentingnya menumbuhkan keterlibatan 

masyarakat dalam memahami laporan keuangan 

pemerintah, sehingga masyarakat dapat memperoleh 

wawasan mengenai pemanfaatan uang pajak yang 

diperoleh dari masyarakat dan distribusi sumber daya 

yang ada. Memberikan dukungan positif dari masyarakat 

dapat menciptakan lingkungan yang mendorong 

pemerintah untuk menunjukkan transparansi dan 

akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik 

pemerintahannya. 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP)? Jelaskan pentingnya SAP dalam 

konteks akuntansi pemerintah. 

2. Sebutkan beberapa prinsip dasar yang menjadi 

landasan utama SAP dalam penyusunan laporan 

keuangan pemerintah. 

3. Bagaimana SAP mengatur penyusunan Laporan Laba 

Rugi Pemerintah Daerah (LRL-PD)? Jelaskan prinsip-

prinsip yang harus diikuti dalam pengakuan dan 

pengukuran pendapatan dan beban dalam LRL-PD. 

4. Jelaskan prinsip-prinsip yang diatur oleh SAP terkait 

dengan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah 

(LP-EPD) dan mengapa LP-EPD memiliki peran penting 

dalam LK-PD. 

5. Bagaimana SAP mengatur penyusunan Laporan Arus Kas 

Pemerintah Daerah (LAK-PD)? Jelaskan perbedaan 

antara metode langsung dan tidak langsung dalam 

penyusunan LAK-PD. 

6. Apa yang diatur oleh SAP terkait dengan pengukuran 

liabilitas dalam NP-PD? Jelaskan prinsip pengakuan dan 

pengukuran liabilitas yang diatur dalam SAP. 

7. Jelaskan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

atau auditor eksternal menggunakan SAP dalam 
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melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK-PD). 

8. Bagaimana penerapan SAP dapat meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah? Jelaskan 

dengan contoh konkret. 
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BAB  VI  

AKUNTANSI PENDAPATAN  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Pemerintah merupakan organisasi sector public yang 

mana kegiatan operasionalnya tidak berorientasi pada laba. 

Namun, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, pemerintahan tetap membutuhkan 

dana. Akun pendapatan merupakan akunakun yang 

berkaitan dengan dana yang masuk ke dalam kas 

pemerintahan daerah, maka kami sebagai calon akuntan 

professional harus mampu untuk memahami sistem 

akuntasi pendapatan pada pemerintahan daerah. 

Sesuai PSAK No. 23, pendapatan mengacu pada total 

manfaat ekonomi yang diterima perusahaan melalui operasi 

rutin selama waktu tertentu. Masuknya manfaat ini 

menyebabkan peningkatan ekuitas, tidak termasuk 

kontribusi yang diberikan oleh investor. Sesuai pedoman 

PSAP No.2 Ayat 22-23, pengakuan pendapatan terjadi pada 

saat diterima di rekening kas umum negara atau daerah. 

B. Akuntansi Pendapatan 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

dituangkan dalam Kebijakan Publik Nomor 24 Tahun 2005, 
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pendapatan didefinisikan sebagai jumlah seluruh dana yang 

diterima dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekuitas dana 

lancar pada tahun anggaran yang bersangkutan. 

Pendapatan ini dianggap sebagai milik sah pemerintah dan 

tidak memerlukan pembayaran kembali dalam bentuk apa 

pun. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006, penghasilan diartikan sebagai hak sah 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai 

kekayaan bersih. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

nomor. 21 Tahun 2011, pendapatan daerah merupakan hak 

prerogratif pemerintah daerah yang diakui dan 

memberikan kontribusi terhadap nilai kekayaan bersih 

secara keseluruhan. 

Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa pendapatan 

merupakan hak prerogatif pemerintah, yang berkontribusi 

terhadap penilaian ekuitas sumber daya pemerintah secara 

keseluruhan. Sesuai dengan Kebijakan Publik Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

pendapatan dikelompokkan menjadi dua kelompok 

berbeda. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan LRA mengacu pada dana yang diterima 

oleh rekening kas umum Negara/Daerah, yang 
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berkontribusi terhadap surplus anggaran selama tahun 

anggaran yang bersangkutan. Pendapatan ini dianggap 

sebagai milik sah pemerintah dan tidak memerlukan 

pembayaran kembali. 

2. Subsidi Pendapatan Rendah (LO) merupakan hak 

pemerintah di tingkat daerah, yang diakui sebagai 

peningkatan kesetaraan dalam jangka waktu tahun 

anggaran yang bersangkutan, dan tidak memerlukan 

penggantian biaya. 

C. Klasifikasi Pendapatan 

Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, 

secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah 

(PP No. 71 Tahun 2010, yaitu : 

1. Pendapatan asli daerah (PAD) 

Kelompok pendapatan asli daerah menurut 

Permendagri No.21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis 

pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

a. Pendapatan transfer 

PSAP No. 3 Paragraf 8 menyebut bahwa pendapatan 

transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang 

atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan 

dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 
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b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah 

dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut 

jenis pendapatan yang mencakup : 

1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah 

lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam 

negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan 

lembaga luar negeri yang tidak mengikat. 

2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka 

penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana 

alam. 

3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada 

kabupaten/kota. 

4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya. 

Permendagri No. 64 Tahun 2013 dalam bagan akun 

standar, pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut : 

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 

 Retribusi Daerah 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan 

 Lain-lain PAD yang sah 

Pendapatan dana 
perimbangan/pendapatan 
transfer 

Bagi hasil/DAUK/DAK/Pendapatan 
transfer pemerintah pusat 
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 Pendapat transfer pemerintah 
lainnya 

 Pendapatan transfer pemerintah 
daerah lainnya 

Lain-lain pendapatan 
daerah yang sah 

Pendapatan hibah 

 Dana darurat 

 Pendapatan lainnya 

 
D. Pengakuan Pendapatan 

Pendapatan LRA menggunakan basis kas, sehingga 

pendapatan LRA diakui pada saat : 

1. Diterima di rekening kas umum daerah 

2. Diterima oleh SKPD atau diterima entitas lain diluar 

pemerintah daerah atas nama BUD 

PP 71 Tahun 2010 PSAP 12, Pendapatan LO diakui 

pada saat : 

1. Timbulnya hak atas pendapatan 

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk 

sumber daya ekonomi baik sudah diterima 

pembayaran secara tunai 

Dengan memperhatikan kriteria pengakuan 

pendapatan diatas , ada beberapa alternatif klasifikasi 

pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, yaitu : 

1. Pengakuan pendaatan ketika pendapatan didahului 

dengan adanya penetapan terlebih dahulu (official 

assessment). Misalnya pendapatan diakui pada saat 
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SKPD menetapkan surat pemberitahuan pajak 

terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

2. Pengakuan pendapatan yang di dahului dengan 

penghitungan sendiri oleh wajib pajak dan 

dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak 

berdasarkan perhitungan tersebut. Misalnya 

pendapatan diakui pada saat wajib pajak menghitung 

sendiri dan bayar pajak hotel. 

3. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya 

dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban selama beberapa period eke depan. 

Misalnya pendapatan diakui saat SKPD menerima uang 

muka pajak reklame. 

4. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan 

penghitungan sendiri oleh wajib pajak dan 

pembayaran diterima di muka untuk memenuhi 

kewajiban selama beberapa periode kedepan. 

Misalnya pendapatan diakui pada saat wajib pajak 

menghitung sendiri dan membayar uang muka pajak 

reklame. 

5. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada 

pendapatn terlebih dahulu. Misalnya pendapatan 

diakui pada waktu kas untuk ijin trayek kendaraan 

diterima. 
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E. Pengukuran Pendapatan 

Pengukuran mengacu pada penetapan nilai numerik 

untuk mengidentifikasi dan menggabungkan item individual 

dalam laporan keuangan. Menurut definisi di atas, ukuran 

mengacu pada memastikan kuantitas atau besaran yang 

disajikan dalam akun keuangan. Data-data di atas, yang 

dibuktikan melalui analisis, belum tentu dimasukkan dalam 

laporan keuangan. Informasi selanjutnya berkaitan dengan 

metrik yang digunakan untuk mengukur pendapatan. 

1. Pendapatan LRA dinilai dengan menggunakan prinsip 

bruto, yaitu pencatatan penerimaan bruto. Tindakan 

mengukur dengan mendokumentasikan jumlah 

bersihnya dilarang. Misalkan pengurangan pendapatan 

kotor LRA bergantung pada pembayaran dan tidak 

dapat diprediksi sebelumnya karena sifat prosedur 

yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, mungkin tepat 

untuk mengecualikan prinsip kasar. 

2. Pengukuran pendapatan rendah didasarkan pada 

prinsip bruto, yaitu dengan mendokumentasikan 

penghasilan bruto. Tindakan mengukur dengan 

melaporkan jumlah bersihnya dilarang. Misalkan 

besarnya penurunan pendapatan kotor LO bergantung 

pada pembayaran spesifik yang dipertimbangkan dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya karena proses yang 
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sedang berlangsung. Dalam hal ini, boleh saja 

mengabaikan prinsip kasarnya. 

3. Pendapatan hibah dalam mata uang asing dinilai dan 

didokumentasikan pada tanggal transaksi dengan 

menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

Penyajian : 

1. Laporan Operasional 

 



86  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

2. Laporan Realisasi Anggaran 

 

F. Pencatatan Akuntansi Pendapatan 

1. Pendapatan Akuntansi di PPKD 

a. Pendapatan asli daerah 

Penerimaan pajak di kas daerah 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Kas di kas daerah xxx  

 Pendapatan pajak-LO  xxx 
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Terdapat surat ketetapan pajak yang belum dibayar oleh 

masyarakat 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Piutang pajak daerah xxx  

 Pendapatan pajak-LO  xxx 

 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Estimasi perubahan SAL xxx  

 Pendapatan pajak-LRA  xxx 

 
b. Hasil Eksekusi Jaminan 

Pihak ketiga melakukan pembayaran utang jaminan 

kemudian menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Kas di kas daerah xxx  

 Utang jaminan  xxx 

 
Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Kas di kas daerah xxx  

 Pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO  xxx 

 
Laporan Realisasi Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredi

t  Estimasi perubahan SAL xxx  

 Pendapatan hasil eksekusi jaminan-LRA  xxx 
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c. Pendapatan transfer 

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan 

dengan diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Kas di kas daerah xxx  

 Pendapatan transfer-LO  xxx 

 
Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya 

dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu 

terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan 

pengakuan pendapatan 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Piutang pendapatan xxx  

 Pendapatan transfer-LO  xxx 

 
Apabila pemerintah daerah telah menerima dana 

transfer dari pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, 

maka rekening kas umum daerah akan mengeluarkan nota 

kredit untuk PPKD. 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Kas di kas daerah xxx  

 Piutang pendapatan  xxx 

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Estimasi perubahan SAL xxx  
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 Pendapatan Transfer-LRA  xxx 

 
2. Pencatatan akuntansi di SKPD 

a. Pencatatan  pajak diterima SKPD 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Kas di bendahara penerimaan xxx  

 Pendapatan Pajak Daerah-LO  xxx 

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Estimasi Perubahan SAL xxx  

 Pendapatan Pajak Daerah-LRA  xxx 

 
b. Penyetoran pendapatan pajak daerah dengan 

menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) 

Laporan Oprasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 RK-PPKD xxx  

 Kas di bendahara penerimaan  xxx 

 
c. Pencatatan pendapatan retribusi yang diterima di 

SKPD 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Kas di bendahara penerimaan xxx  

 Pendapatan Retribusi Daerah-LO  xxx 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Estimasi Perubahan SAL xxx  

 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA  xxx 
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d. Penyetoran pendapatan retribusi daerah dengan 

menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) 

Laporan Oprasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 RK-PPKD xxx  

 Kas di bendahara penerimaan  xxx 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Apa yang dimaksud dengan pendapatan dalam konteks 

akuntansi? Jelaskan perbedaan antara pendapatan 

operasional dan pendapatan non-operasional. 

2. Perusahaan ABC memperoleh pendapatan dari 

penjualan produk sebesar Rp.500.000 dalam bulan 

Januari. Bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat 

pendapatan ini dalam buku besar perusahaan? 

3. Jelaskan prinsip pengakuan pendapatan (revenue 

recognition) dalam akuntansi. Kapan pendapatan 

diakui dalam laporan keuangan? 

4. Perusahaan XYZ menerima pembayaran di muka 

sebesar Rp.5.000.000 dari pelanggan untuk layanan 

yang akan mereka berikan dalam 3 bulan ke depan. 

Bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat 

pembayaran di muka ini? 

5. Seorang konsultan mendapatkan proyek konsultasi 

senilai Rp.100.000.000 yang akan diselesaikan dalam 6 

bulan. Bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat 

pendapatan proyek ini pada bulan pertama? 

6. Bagaimana perusahaan mengelola pendapatan yang 

belum direalisasi (unearned revenue) dalam laporan 

keuangan mereka? Jelaskan dengan contoh. 
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7. Jelaskan bagaimana dampak pengakuan pendapatan 

yang tidak tepat dapat memengaruhi laporan keuangan 

dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap 

perusahaan. 
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BAB  VII  

AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN  

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Undang - Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara mengamanatkan negara untuk menyusun 

anggaran dan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara. Penganggaran dan pelaporan keuangan harus 

disusun secara cermat agar dapat merepresentasikan arah 

kebijakan pemerintah pada periode pengaggaran disusun. 

Selain pendapatan,  bagian penting lainnya dalam 

pengelolaan keuangan negara adalah belanja. Prinsip 

penganggaran mengatur kewajiban pemerintah untuk 

mengalokasikan belanja secara tepat, efektif dan efisien 

dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan 

belanja harus dipertimbangkan secara seksama melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam UU dan melibatkan 

berbagai pihak antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga 

terkait, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan 
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Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). 

Sama halnya dengan penganggaran, laporan 

pertanggungjawaban belanja juga harus disusun secara 

benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar 

dapat menyajikan laporan belanja yang informatif. Oleh 

karena itu, standar akuntansi belanja pemerintah harus 

disusun secara seksama sebagai acuan penyusunan 

anggaran dan laporan keuangan pemerintah yang baik. 

Ketentuan standar teknis mengenai belanja negara 

yang saat ini digunakan merujuk pada beberapa dasar 

peraturan yang telah ditetapkan antara lain International 

Public Sector Accounting Standards (IPSAS), Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas 

PMK 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Pusat. Adapun yang diatur di dalamnya antara 

lain definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian 

hingga contoh kasus. Di dalam PP 71 Tahun 2010, telah 

diatur penggunaan standar akuntansi berbasis akrual 

sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No. 17 tahun 2003. 

Saat ini, basis akrual digunakan untuk menyusun Laporan 

Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pada 

praktiknya, dalam mencatat pendapatan dan belanjanya, 

pemerintah menggunakan dua basis yakni kas dan akrual 
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untuk dua laporan yang berbeda. Laporan Operasional (LO) 

yang berbasis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

untuk pelaporan berbasis kas. Kedua laporan tersebut 

mencatat belanja dengan nomenklatur yang berbeda. Pada 

Laporan Operasional, digunakan istilah beban, sedangkan 

pada Laporan Realisasi Anggaran digunakan istilah belanja. 

B. Definisi Belanja dan Beban 

1. Definisi Beban berdasarkan SAP  

Menurut PP No.71 Tahun 2010, yang dimaksud 

dengan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan 

ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi 

aset atau timbulnya kewajiban.  

2. Definisi Beban berdasarkan IPSAS 

IPSAS 1 mendefinisikan beban sebagai penurunan 

manfaat ekonomi atau layanan yang potensial yang 

terjadi selama periode pelaporan dalam bentuk arus 

keluar atau konsumsi aset atau terjadinya kewajiban yang 

menyebabkan turunnya nilai bersih aset atau ekuitas, 

selain yang berhubungan dengan kepemilikan pemilik 

(distribution of owners). Definisi ini berbeda dengan 

pengertian beban pada akuntansi sektor swasta. Beban 

pada akuntansi sektor swasta terjadi karena konsumsi 

aset atau terjadinya beban yang disebabkan oleh produksi 

atau pengantaran barang atau penyerahan jasa. Dengan 
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kata lain, beban pada akuntansi sektor swasta 

berhubungan langsung dengan perolehan pendapatan. Ini 

juga bersesuaian dengan prinsip revenue matching cost. 

Prinsip ini tidak diketemukan dalam akuntansi beban di 

sektor publik terutama sektor pemerintah. Salah satu 

penyebabnya karena sulitnya menelusuri beban-beban 

yang berkaitan dengan perolehan pendapatan pemerintah 

dan tujuan kegiatan operasional pemerintah untuk 

melayani masyarakat. 

3. Definisi belanja berdasarkan SAP 

Menurut SAP, belanja adalah semua pengeluaran 

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi 

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh pemerintah. 

C. Klasifikasi Belanja dan Beban 

1. Klasifikasi Belajan 

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (5), 

belanja dirinci menurut organisasi, fungsi dan jensi 

belanja. Klasifikasi tersebut dipertegas dalam PSAP 02 

tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang 

membagi belanja berdasarkan organisasi, fungsi, dan 

ekonomi (jenis belanja). Sedangkan rincian klasifikasi 

anggaran belanja diatur dalam PMK No. 127/PMK.02/2015 

tentang Klasifikasi Anggaran. Dalam buletin teknis SAP 
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nomor 04 dinyatakan bahwa klasifikasi tersebut memiliki 

tujuan, yaitu: 

a. klasifikasi organisasi diperlukan untuk keperluan 

akuntabilitas 

b. klasifikasi fungsi digunakan untuk analisis historis dan 

formulasi kebijakan 

c. klasifikasi ekonomi (jenis belanja) diperlukan untuk 

tujuan statistik dan obyek (jenis belanja), ketaatan 

(compliance), pengendalian (control) dan analisis 

ekonomi. 

2. Klasifikasi Beban  

Pembagian beban menurut klasifikasi ekonomi (jenis 

belanja) diatur dalam PSAP 12 tentang Laporan Operasional 

serta PMK No. 224/PMK.05/2016. Namun di dalam PMK 

tidak disebutkan definisi per jenis beban, sedangkan PSAP 

hanya mendefiniskan beberapa jenis beban. Klasifikasi 

beban untuk pemerintah pusat yaitu: 

a. beban pegawai 

b. beban persediaan 

c. beban barang dan jasa 

d. beban pemeliharaan 

e. beban perjalanan dinas 

f. beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat 

g. beban bunga 

h. beban subsidi 
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i. beban hibah 

j. beban bantuan sosial 

k. beban transfer 

l. beban lain-lain 

m. beban penyusutan dan amortisasi 

n. beban penyisihan piutang tidak tertagih 

Sebagai pembanding, International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS) tidak membedakan antara 

belanja atau beban. Dalam IPSAS, hanya dikenal istilah 

expense (beban) yang merujuk pada basis akrual. IPSAS 

juga tidak mengatur secara rinci klasifikasi beban 

melainkan hanya memaparkan garis besar klasifikasinya 

yang terdiri atas beban berdasarkan sifat (nature ) dan 

fungsi (function ). Klasifikasi beban dijelaskan dalam bagian 

presentation of financial statement dalam Handbook IPSAS 

volume I. 

a. Klasifikasi beban berdasarkan nature  

Klasifikasi berdasarkan sifat memiliki pencatatan 

yang sama dengan klasifikasi ekonomi (jenis belanja) 

karena dicatat sesuai tujuan pengeluaran. Contohnya 

antara lain: 

1) wages, salaries, and employee benefits  

2) purchases of materials  

3) transport costs  

4) advertising costs 
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5) supplies and consumable used 

6) impairment of property, plant, and equipment  

7) grants and other transfer payments  

8) depreciation and amortization expense  

9) finance costs 

10) other expense 

b. Klasifikasi berdasarkan function 

Klasifikasi beban berdasarkan fungsi menggolongkan 

beban berdasarkan program atau tujuan atas beban 

tersebut, antara lain: 

1) general public services  

2) education 

3) housing and community amenities  

4) environmental protection  

5) defense 

6) health  

7) recreational, cultural, and religion  

8) public order and safety  

9) social protection  

10) economic affairs  

11) finance costs  

12) other expense  

Pemerintah dapat memilih penggunaan klasifikasi 

yang sesuai dengan latar belakang dan peraturan tiap 

negara. Sehubungan dengan hal tersebut, IPSAS 
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mensyaratkan pilihan yang paling relevan dan handal dalam 

pelaporan. Namun, karena klasifikasi sifat diperlukan untuk 

penyusunan perkiraan cash flow, negara yang memilih 

klasifikasi fungsi diminta untuk menambahkan 

pengungkapan yang diperlukan. 

D. Pengakuan Belanja dan Beban 

1. Pengakuan Beban Menurut  Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 

Menurut paragraf 88 Lampiran 1 Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

kriteria pengakuan biasanya didasarkan pada nilai uang 

yang dihasilkan dari peristiwa atau kejadian yang dapat 

diukur secara akurat. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, 

pelaporan estimasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

sudah cukup. Pengukuran terkadang mengandalkan 

estimasi yang masuk akal. Keterlambatan pengakuan dapat 

terjadi pada paragraf setelahnya jika persyaratan 

pengakuan baru telah terpenuhi atau jika tidak terjadi 

peristiwa lebih lanjut. 

Komponen materialitas harus dipertimbangkan ketika 

memutuskan apakah suatu insiden atau kejadian memenuhi 

kriteria pengakuan. Persyaratan berikut harus dipenuhi 

agar suatu peristiwa atau kejadian dapat dikenali: a. 

terdapat kemungkinan keuntungan finansial yang terkait 
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dengan peristiwa atau peristiwa tersebut akan keluar atau 

masuk ke dalam entitas pelapor yang bersangkutan; B. 

peristiwa atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau 

biaya yang dapat diukur dan dapat diestimasi secara andal. 

Selain itu, dalam paragraf 96, beban diakui pada saat 

liabilitas menjadi kenyataan, aset habis dipakai, manfaat 

ekonomi hilang, atau potensi jasa berkurang (informasi 

tambahan disajikan dalam PMK-224). Berdasarkan ayat 97, 

pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau lembaga pelapor menjadi dasar 

pengakuan pengeluaran. Ketika unit yang memiliki fungsi 

perbendaharaan menyetujui pertanggungjawaban 

pengeluaran, yaitu pengeluaran yang dilakukan melalui 

bendahara pengeluaran, maka terjadilah pengakuan. 

a. Metode Pengakuan Beban: Pendekatan biaya, dimana 

setiap perolehan barang dan jasa diakui atau dicatat 

sebagai beban jika dimaksudkan untuk segera 

digunakan atau dikonsumsi. 

b. Pendekatan Aset: Jika pembelian produk atau jasa 

dilakukan untuk segera digunakan atau sebagai 

tindakan pencegahan, maka akan diakui sebagai 

persediaan dan dicatat. 

Pendapatan belanja tahun fiskal berjalan dicatat 

sebagai pengurangan dari pengeluaran tahun fiskal 
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berjalan. Pendapatan belanja tahun sebelumnya dicatat 

sebagai pendapatan lain-lain (LRA). 

2. Pengakuan Belanja Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor PMK-224/PMK.05/2016 

Beban diakui pada saat: 

a. Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi 

Jasa 

Ketika nilai suatu aset menurun karena penggunaan 

atau berlalunya waktu, hal ini mengurangi potensi 

keuntungan atau manfaat ekonomi. Contohnya termasuk 

penyusutan aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, 

dan penyisihan piutang. 

b. Terjadi Konsumsi Aset (B) 

Konsumsi aset mengacu pada transfer uang tunai 

kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menciptakan 

kewajiban atau menggunakan aset non-moneter saat 

menjalankan pemerintahan. Beberapa contohnya adalah 

pembayaran perbekalan, biaya perjalanan dinas, 

pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan gaji 

pegawai. 

c. Memperoleh Kewajiban 

Ketika suatu kewajiban timbul, hak-hak dialihkan 

dari satu pihak ke pihak lain tanpa ada uang yang keluar 

dari dompet umum negara bagian atau teritori. 

Menerima keuntungan finansial yang tidak dibayar dari 
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pihak lain, perjanjian dengan pihak lain, atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan hanyalah beberapa 

contoh bagaimana kewajiban berkembang. Salah satu 

contohnya adalah tagihan telepon dari rekening listrik 

yang belum dibayar pemerintah. 

Bagi Badan Layanan Umum, pengeluarannya diakui 

oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

pada badan tersebut. 

Ketika beban yang berkaitan dengan aset yang 

dimiliki diakui, aset bersejarah diperbolehkan 

pengecualian. Biaya perolehan, pembangunan, 

perbaikan, dan rekonstruksi harus dilaporkan sebagai 

biaya dalam Laporan Operasional pada tahun terjadinya. 

Semua biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan 

benda bersejarah ke keadaan dan lokasinya saat ini 

sudah termasuk dalam biaya ini. Oleh karena itu, tidak 

ada penyusutan yang dikaitkan dengan biaya perolehan 

aset historis ini. 

3. Pengakuan Beban Menurut  IPSAS 

International Federation of Accountants  (IFAC) Study 

10 mengacu ke IASC framework dalam hal pengakuan 

beban. Pada prinsipnya terdapat 3 pendekatan pengakuan 

beban yaitu: 

a. Pengakuan Langsung (Recognize Immediately) 
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Beban langsung diakui pada periode terjadinya 

beban meliputi seluruh beban yang dikeluarkan. Biaya 

yang diakui dengan metode pengakuan ini adalah biaya 

pinjaman (borrowing cost ) yang lebih lanjut diatur 

dalam IPSAS 5 dan beban atas perlengkapan. 

b. Alokasi Rasional dan Sistematis 

Pengalokasian sejumlah beban yang sebenarnya 

terjadi terkait dengan perolehan pendapatan namun 

tidak memenuhi kriteria sebab akibat diatur 

menggunakan metode ini. Pada perusahaan swasta, 

pengakuan beban jenis ini dilakukan pada alokasi beban 

penyusutan atas peralatan dan gedung.  

c. Pertautan Antara Pendapatan dan Beban 

Metode ini juga dikenal dengan istilah hubungan 

sebab-akibat. Metode ini menjelaskan bahwa dalam 

memperoleh pendapatan pasti ada biaya yang 

dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan secara umum 

dapat diasosiasikan pada suatu pendapatan.  

IPSAS pada dasarnya tidak memperboehkan offset 

antara akun pendapatan dan beban kecuali dinyatakan 

demikian dalam standard lainnya. Hal ini menyebabkan 

pengakuan beban pada sektor pemerintahan tidak 

memenuhi prinsip revenue matching concept. Dalam 

akuntansi pemerintah pun, jenis pengakuan ini sebenarnya 

tidak diperbolehkan namun tetap dimungkinkan. Ini terkait 
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kegiatan pemerintah dalam memproduksi barang atau jasa 

yang dibutuhkan masyarakat dengan membayar sejumlah 

uang. Namun pengakuan ini tetap dilakukan modifikasi 

sesuai tujuan kegiatan pemerintah tersebut.  

Contoh penggunaan metode pengakuan beban ini 

adalah biaya yang dikaitkan dengan produksi persediaan 

yang diatur dalam IPSAS 12. Biaya-biaya yang dikeluarkan 

terkait produksi barang atau jasa seluruhnya 

dikapitalisasikan ke nilai persediaan. Biaya tersebut antara 

lain biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ketika 

persediaan dijual, dipertukarkan atau didistribusikan, nilai 

tercatat (carrying amount ) diakui sebagai beban pada 

periode dimana pendapatan terkait diakui. Jika tidak ada 

pendapatan terkait, beban diakui pada saat barang atau 

jasa terkait telah diberikan. Selanjutnya penurunan nilai 

realisasi bersih (net realizable value) diakui sebagai beban 

pada periode kerugian atau penurunan terjadi. Pembalikan 

yang timbul dari kenaikan nilai realisasi bersih diakui 

sebagai pengurang beban persediaan pada periode dimana 

mereka terjadi. Penggunaan metode ini agaknya hanya 

terbatas pada transaksi penyerahan barang atau jasa 

kepada masyarakat. 

Terkait dengan penyusutan, dalam akuntansi sektor 

pemerintahan, standar yang digunakan adalah IPSAS 17 

yang menerangkan bahwa beban penyusutan dibebankan 
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secara sistematis selama masa manfaat aset. Adanya 

tambahan kata sistematis mengharuskan bahwa penyusutan 

dilakukan dengan suatu metode tertentu yang sistematis 

untuk mengalokasikan beban. Tujuan pembebanan ini tidak 

berkaitan dengan perolehan pendapatan sebagaimana yang 

terjadi disektor swasta tetapi ditujukan untuk mengetahui 

dan mencerminkan manfaat ekonomis atau layanan 

potensial aset di masa depan. 

E. Pengukuran Belanja dan Beban 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan 

pengukuran sebagai proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos ke dalam laporan 

keuangan. Oleh sebab itu, setelah sebuah 

aktivitas/transaksi dikategorikan dan diakui sebagai 

beban/belanja entitas, perlu dilakukan pengukuran 

nilainya untuk selanjutnya dapat dimasukkan dalam 

laporan keuangan. 

1. Pengukuran Beban dan Belanja menurut PP Nomor 71 

Tahun 2010 

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

(berbasis akrual) 

1) Proses mengkuantifikasi elemen-elemen dalam 

laporan keuangan, seperti pengeluaran dan 

pengeluaran, dengan memanfaatkan biaya 
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historis. Nilai historis, juga dikenal sebagai biaya 

historis, mengacu pada nilai moneter dari kas atau 

setara kas yang dipertukarkan atau dianggap 

setara dengan nilai wajar imbalan selama 

perolehan suatu aset. Masalah sejarah lebih 

diutamakan dibandingkan penilaian lainnya karena 

keandalannya yang lebih tinggi serta objektivitas 

dan kemampuan verifikasi yang lebih besar. 

2) Kuantifikasi komponen laporan keuangan seperti 

pengeluaran dan pengeluaran dengan mata uang 

rupiah Indonesia. Transaksi mata uang asing pada 

awalnya dikonversikan dan selanjutnya dalam 

mata uang rupiah. Ketentuan mengenai transaksi 

yang dilakukan dalam mata uang asing diuraikan 

sebagai berikut: 

a) Perlunya mendokumentasikan transaksi yang 

dilakukan dalam mata uang asing dalam mata uang 

lokal, khususnya rupiah. 

b) Apabila tersedia dana dalam mata uang asing yang 

sama dengan yang digunakan dalam transaksi, 

transaksi dalam mata uang asing tersebut 

didokumentasikan dengan mengkonversikannya ke 

dalam rupiah menggunakan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal transaksi. 
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c) Apabila terdapat kekurangan dana dalam mata 

uang asing yang diperlukan untuk transaksi, dan 

mata uang asing tersebut diperoleh dengan 

menggunakan rupiah, maka perdagangan mata 

uang asing tersebut didokumentasikan dalam 

rupiah. Hal ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan kurs transaksi yang berlaku 

yang menentukan besarnya rupiah yang digunakan 

untuk pengadaan mata uang asing tersebut. 

d) Dalam hal terjadi kekurangan dana dalam mata 

uang asing yang terlibat dalam transaksi, dan mata 

uang asing tersebut diperoleh dengan 

menggunakan mata uang asing yang berbeda, 

maka dilakukan tindakan sebagai berikut: (1) 

Penjabaran transaksi mata uang asing ke dalam 

mata uang asing lainnya dilakukan dengan 

menggunakan kurs transaksi, dan (2) Transaksi 

dalam mata uang asing lainnya dicatat dalam 

rupiah, menggunakan kurs tengah bank sentral 

pada tanggal transaksi.Transaksi beban dalam 

bentuk barang/jasa pengukurannya dilakukan 

dengan cara menaksir nilai wajar (fair value) atas 

barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. 

Transaksi semacam ini dilaporkan dalam Laporan 

Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas 
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Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan 

semua informasi yang relevan mengenai semua 

bentuk beban. 

b. Pengeluaran persediaan didokumentasikan sebesar 

nilai konsumsi persediaan, yang kemudian 

dimodifikasi sesuai dengan metodologi pencatatan 

yang dipilih. Misalkan persediaan dicatat dengan 

menggunakan sistem perpetual. 

c. Konsumsi persediaan ditentukan dengan mengalikan 

jumlah unit yang tercatat yang digunakan dengan 

nilai per unit, sebagaimana ditentukan oleh metode 

penilaian yang dipilih.Dalam hal persediaan dicatat 

secara perpetual, maka pengukuran pemakaian 

persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit 

yang dipakai dikalikan nilai  per unit sesuai metode 

penilaian yang digunakan. 

d. Apabila persediaan dicatat secara berkala, 

penggunaan persediaan ditentukan melalui penilaian 

fisik persediaan, yaitu dengan mempertimbangkan 

saldo persediaan awal, pembelian atau perolehan 

persediaan, dan mengurangkan saldo persediaan 

akhir. Hasil ini kemudian dikalikan dengan nilai per 

unit, sebagaimana ditentukan oleh metode penilaian 

yang dipilih. 
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e. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka 

pengukuran pemakaian persediaan dihitung 

berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu 

dengan cara saldo awal persediaan ditambah 

pembelian atau perolehan persediaan dikurangi 

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit 

sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. 

f. Beban Penyusutan merupakan nilai penyusutan untuk 

masing-masing periode yang diakui sebagai 

pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan 

beban penyusutan dalam laporan operasional. 

Besarnya beban penyusutan diukur secara 

sistematik berdasarkan metode penyusutan yang 

digunakan. Metode penyusutan yang digunakan harus 

dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau 

kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir 

ke pemerintah. 

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara 

lain: 

1) Metode garis lurus (straight line method); 

2) Metode saldo menurun ganda (double declining 

balance method); 

3) Metode unit produksi (unit of production method) 
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Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, 

seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan 

karakteristik aset tersebut. 

2. Pengukuran Beban dan Belanja menurut PMK Nomor 

224/PMK.05/2016 

a. Pengukuran Beban 

1) Beban Pegawai 

Pencatatan pengeluaran pegawai didasarkan pada 

berbagai dokumen seperti catatan kepegawaian, daftar 

penggajian, peraturan perundang-undangan, dan 

dokumen terkait lainnya. Dokumen-dokumen tersebut 

menjadi landasan pencairan dana negara kepada 

pegawai dan harus mendapat persetujuan dari instansi 

yang berwenang, seperti KPA/PPK. 

2) Beban Persediaan 

Beban persediaan didokumentasikan dengan 

mencatat nilai persediaan yang dikonsumsi melalui 

transaksi transfer. Pada akhir tahun fiskal, penyesuaian 

dilakukan terhadap biaya persediaan jika ditemukan 

perbedaan antara tingkat persediaan yang tercatat dan 

jumlah fisik persediaan yang sebenarnya. 

3) Beban Barang dan Jasa 

Pencatatan pengeluaran barang dan jasa meliputi 

pendokumentasian total nilai tagihan pengeluaran, 

kewajiban pembayaran barang dan jasa yang disahkan 
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oleh KPA/PPK, dan penghitungan akuntansi belanja 

modal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset. 

4) Beban Pemeliharaan 

Biaya pemeliharaan didokumentasikan dengan 

menggunakan faktur pengeluaran pemeliharaan, 

kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan yang 

disetujui oleh pihak ketiga, dan penggunaan persediaan 

untuk pemeliharaan melalui transaksi transfer. 

5) Beban Perjalanan Dinas 

Biaya perjalanan dinas didokumentasikan dengan 

menyerahkan tagihan pengeluaran perjalanan dinas dan 

tagihan kewajiban pembayaran terkait biaya perjalanan 

dinas yang telah disahkan oleh KPA/PPK. 

6) Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat 

Pendokumentasian tanggung jawab 

pemindahtanganan barang kepada masyarakat 

dituangkan melalui catatan inventarisasi, faktur 

pembelian barang yang akan dipindahtangankan, faktur 

kewajiban pembayaran sehubungan dengan perolehan 

barang yang dialihkan kepada masyarakat, yang 

KPA/PPK yang berwenang, dan pemanfaatan persediaan 

barang yang dialihkan kepada masyarakat berdasarkan 

transaksi pemindahtanganan atas pemanfaatan 

perbekalan yang diberikan kepada masyarakat. 

7) Beban Bunga 
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Beban bunga didokumentasikan berdasarkan 

penjumlahan faktur pengeluaran bunga dan perhitungan 

akuntansi atas beban bunga yang masih harus dibayar 

yang belum dibayar namun telah disahkan oleh 

KPA/PPK. 

8) Beban Subsidi 

Pencatatan belanja subsidi didasarkan pada 

pendokumentasian tagihan belanja subsidi dan tagihan 

kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga 

yang disahkan oleh KPA/PPK. 

9) Beban Hibah 

Pencatatan belanja hibah mencakup 

pendokumentasian jumlah total tagihan belanja hibah 

dan tagihan kewajiban pembayaran terkait belanja 

hibah, yang telah disahkan oleh KPA/PPK. 

10) Beban Bantuan Sosial 

Pengeluaran terkait bantuan sosial 

didokumentasikan dengan mencantumkan faktur 

belanja bantuan sosial dan faktur kewajiban 

pembayaran atas biaya bantuan sosial yang disahkan 

oleh KPA/PPK. 

11) Beban Transfer 

Pencatatan biaya transfer mencakup 

pendokumentasian total nilai tagihan belanja transfer 

untuk daerah dan dana desa serta membuat perkiraan 
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perkiraan jika saluran transfer tidak tersedia dan 

undang-undang serta ketentuan khusus untuk situasi 

tersebut belum ditetapkan. 

12) Beban Lain-lain 

Pengeluaran tambahan didokumentasikan sebagai 

penjumlahan dari berbagai kuitansi belanja dan tagihan 

pelunasan berbagai kewajiban belanja sepanjang diberi 

wewenang oleh KPA/PPK. 

13) Beban Penyusutan dan amortisasi 

Perhitungan akuntansi beban penyusutan dan 

amortisasi mencakup perlakuan terhadap berbagai aset 

tetap operasional dan non operasional (kecuali tanah) 

dan amortisasi aset tidak berwujud. 

14) Beban Penyisihan piutang tak tertagih 

Perlakuan akuntansi atas penyisihan piutang tak 

tertagih melibatkan penghitungan dan pencatatan 

anggaran, yang mempertimbangkan kualitas setiap 

piutang. 

b. Pengukuran Belanja 

Belanja dinilai berdasarkan konsep nilai nominal 

bruto yang dituangkan dalam SPM/SP2D atau dokumen 

belanja negara yang dipersamakan, serta dokumen 

persetujuan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara 

Umum Negara atau wakilnya yang ditunjuk. 
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3. Pengukuran Beban dan Belanja menurut IPSAS 

a. Pengukuran Beban 

Konsep pengukuran beban tidak diatur secara 

khusus dalam standar yang ditetapkan IPSAS. IPSAS 

menyebutkan bahwa beban diukur dan dicatat sebesar 

beban yang terjadi selama periode pelaporan dan harus 

dapat diukur secara andal. 

b. Pengukuran Belanja 

Konsep pengukuran belanja tidak terdapat dalam 

IPSAS. Hal ini  dapat dipahami karena IPSAS merupakan 

standar akuntansi berbasis akrual penuh, sedangkan 

belanja dicatat menggunakan basis kas. 

F. CONTOH JURNAL STANDAR BEBAN DAN BELANJA 

Proses pendokumentasian jurnal pengeluaran dan 

pengeluaran dilakukan pada buku besar kas dan buku besar 

akrual, baik oleh satuan kerja (SAI) maupun Kuasa BUN 

(SAKUN). Dalam manajemen keuangan, tim kerja 

menggunakan sistem dimana pengeluaran 

didokumentasikan dalam buku kas pada saat pencairan kas. 

Pada saat yang sama, biaya dicatat dalam buku besar akrual 

ketika kewajiban timbul, konsumsi aset terjadi, atau ketika 

ada pengurangan manfaat ekonomi atau potensi layanan. 

Sebaliknya, Otoritas BUN mendokumentasikan pengeluaran 

dan pengeluarannya dalam buku besar kas sekaligus 

mengakui akrual pada saat pencairan dana. 
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1. Jurnal Beban Sehubungan dengan Timbulnya 

Kewajiban 

Pengakuan beban terjadi ketika timbul kewajiban 

akibat pemanfaatan produk atau jasa yang disediakan oleh 

pihak luar yang belum dilakukan pembayaran. Transaksi di 

atas akan mengakibatkan terciptanya kewajiban yang 

dikenal sebagai “Biaya yang Masih Harus Dibayar”. 

Transaksi-transaksi tersebut akan secara eksklusif 

didokumentasikan dalam buku besar akrual dan bukan 

dalam buku kas oleh SAI. Publikasi di atas adalah sebagai 

berikut: 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Beban… (sesuai jenisnya) XXX  

 Beban yang Masih Harus 

Dibayar  

 XXX 

Contoh: Pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat 

tagihan listrik sebesar Rp36.000.000,00 yang belum 

dibayar. Jurnal yang dibuat SAI dalam buku besar akrualnya 

adalah: 

Tgl Uraian Debit Kredit 

31 Des Beban Jasa 36.000.000  

 Beban yang Masih 

Harus Dibayar  

 36.000.000 
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2. Transaksi Beban/Belanja Operasional 

Dokumen sumber transaksi Beban/ Belanja 

Operasional adalah SPM/SP2D. Terhadap SPM/SP2D 

tersebut satuan kerja melakukan perekaman tran saksi 

belanja. Kemudian setelah dilakukan validasi dan proses 

posting maka akan terbentuk jurnal sebagai berikut: 

 

Contoh 1:  

Dibayar belanja pegawai sebesar Rp750.000 dengan 

menerbitkan SPM dan SP2D. Berdasarkan SPM/ SP2D satuan 

kerja memproses dokumen tersebut sehingga terbentuk 

jurnal sebagai berikut: 

 

 

 



118  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

Contoh 2: 

Dibayar belanja langganan daya dan jasa listrik 

sebesar Rp l00.000 dengan menerbitkan SPM dan SP2D. 

Berdasarkan SPM/SP2D maka satuan kerja memproses 

dokumen tersebut sehingga terbentuk jurnal sebagai 

berikut: 

 

Contoh 3: 

Dibayar belanja pemeliharaan kendaraan operasional 

sebesar Rp200.000 dengan menerbitkan SPM dan oleh KPPN 

diterbitkan SP2D. Berdasarkan SPM/SP2D maka satuan 

kerja memproses dokumen tersebut, sehingga terbentuk 

jurnal sebagai berikut: 
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3. urnal Belanja Modal 

Pengeluaran untuk membeli aset tetap atau aset 

lainnya harus dicatat dalam buku besar kas di SAI maupun 

SAKUN. Pembelian aset tetap/aset lainnya tidak akan 

dilaporkan sebagai beban modal dalam Laporan 

Operasional sehingga tidak dibukukan sebagai beban dalam 

buku besar akrual. Buku besar akrual hanya mencatat 

perolehan/penambahan aset tetapnya saja.  

Transaksi Belanja Modal terjadi dengan adanya 

pengadaan Aset Non Lancar dan diikuti dengan penerbitan 

SPM dan SP2D. Terhadap dokumen sumber tersebut satuan 

kerja melakukan perekaman dan posti ng, sehingga 

terbentuk jurnal sebagai berikut: 

 

Contoh:  

Satuan kerja membeli peralatan dan mesm berupa 

printer sebanyak 1 unit seharga Rp6.000.000. Barang sudah 

diterima dan telah diterbitkan SPM dan SP2D sejumlah 

tersebut. Berdasarkan SPM/SP2D tersebut, maka satuan 

kerja merekam dokumen tersebut sehingga terbentuk 

jurnal sebagai berikut: 
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Setelah dilakukan perekaman pembelian Peralatan 

dan Mesin melalui Aplikasi SIMAK BMN dan dikirimkan 

datanya ke Aplikasi SAIBA maka terbentuk jurnal sebagai 

berikut: 

 

4. Jurnal beban persediaan 

Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan di SAI 

dalam buku besar akrual saja dengan jurnal sebagai 

berikut. 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Beban Persediaan XXX  

 Persediaan   XXX 

 
Contoh: Pada tanggal 30 Juni 2023 diketahui 

pemakaian persediaan semester I sebesar Rp50.000.000,00. 

Jurnal yang akan dibuat oleh SAI dalam buku besar 

akrualnya adalah: 
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Tgl Uraian Debit Kredit 

30 Jun Beban Persediaan 50.000.000  

 Persediaan   50.000.000 

 
Sedangkan Penyerahan / penjualan persediaan 

kepada masyarakat  akan membentuk jurnal akrual sebagai 

berikut: 

 

Dan terakhir penyerahan barang yang dilakukan 

dalam rangka bantuan sosial akan membentuk jurnal akrual 

sebagai berikut: 

 

5. Jurnal beban penyisihan piutang 

Pencatatan beban penyisihan piutang hanya 

dilakukan di SAI dalam buku besar akrual saja dengan jurnal 

sebagai berikut. 

 

 

 



122  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Beban Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih 

XXX  

 Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih 

 XXX 

 
Contoh: Berdasarkan analisis piutang, ditaksir bahwa 

jumlah beban penyisihan piutang pada tahun anggaran 2023 

adalah Rp5.000.000,00. Jurnal yang akan dibuat oleh SAI 

dalam buku besar akrualnya adalah: 

Tgl Uraian Debit Kredit 

31 Des Beban Penyisihan 

Piutang Tak Tertagih 

5.000.000  

 Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih 

 5.000.000 

 
6. Jurnal Persediaan 

a. Transaksi Penyediaan Uang Persediaan / Tambahan 

Uang Persediaan  (UP/TUP) 

Transaksi UP /TUP terjadi dengan adanya 

permintaan UP /TUP kepada KPPN melalui SPM, dan 

diterbitkan SP2D oleh KPPN. Pada saat terbit SP2D, 

setelah dilakukan perekaman SP2D akan terbentuk jurnal 

sebagai berikut: 
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Contoh: 

Satuan kerja mengajukan SPM Penyediaan Uang 

Persediaan sebesar Rp40.000.000 dan diterbitkan SP2D 

pada hari yang sama. Berdasarkan SPM/ SP2D tersebut, 

satuan kerja merekam dokumen tersebut dan akan 

terbentuk jurnal sebagai berikut: 

 

Jurnal di Buku Besar Kas dan Akrual SAKUN 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Pengeluaran Transito 40 juta  

 Kas di KUN  40 Juta 

 
b. Transaksi Penggantian Uang Persediaan (GU) 

Transaksi penggantian uang persediaan (GU) hanya 

mencatat  pengeluarannya saja, tidak mencatat mutasi 

uang persediaan yang ada. Sehingga akan terbentuk jurnal 

sebagai berikut: 
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Contoh: 

Satuan kerja mengajukan penggantian UP atas 

belanja barang langganan daya dan jasa sebesar Rp3 

.000.000 dengan menerbitkan SPM GU dan diterbitkan SP2D 

oleh KPPN. Berdasarkan SPM/SP2D tersebut, maka satuan 

kerja memproses dokumen tersebut dan terbentuk jurnal 

sebagai berikut: 

 

c. Transaksi Pengembalian Uang Persediaan 

Transaksi Pengembalian Uang Persediaan terjadi 

apabila satuan kerja  mengajukan SPM GU Nihil dan 

Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) 

atau menyetor kembali sisa UP /TUP ke Kas Negara. Atas 

transaksi diatas akan mengurangi jumlah kas yang ada di 

Bendahara Pengeluaran. 
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Contoh 1:  

Satuan kerja mengajukan penggantian belanja 

pemeliharaan kendaraan operasional sebesar Rp350.000 

dengan menerbitkan SPM GU Nihil dan KPPN menerbitkan 

SP2D GU Nihil. Berdasarkan SPM/ SP2D Nihil maka Satuan 

kerja memproses dokumen terse but dan terbentuk jurnal 

sebagai berikut: 

 

Apabila pengembalian uang persediaan dilakukan 

dengan penyetoran ke kas negara, akan dijurnal dengan 

mengurangi akun kas di Bendahara Pengeluaran dan uang 

muka dari KPPN saja. 

 

Contoh: 

Satuan kerja melakukan penyetoran sisa uang 

persediaan dengan BPN  sebesar Rp50.000. Atas pere kaman 

tran saksi tersebut dihasilkan jurnal sebagai berikut: 
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Jurnal di Buku Besar Kas dan Akrual SAKUN 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Kas di KUN 50.000   

 Penerimaan 

Transito 

  50.000 

 
7. Jurnal Beban Penyusutan Aset Tetap 

Pencatatan beban penyusutan aset tetap hanya 

dilakukan di SAI dalam buku besar akrual saja dengan jurnal 

sebagai berikut. 

 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Beban Penyusutan… 

(sesuai akunnya) 

XXX  

 Akumulasi Penyusutan  XXX 

Contoh: Berdasarkan perhitungan, jumlah 

penyusutan aset tetap mesin dan peralatan pada tahun 

anggaran 2023 adalah sebesar Rp45.000.000,00. Jurnal 

yang akan dibuat oleh SAI dalam buku besar akrualnya 

adalah: 
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Tgl Uraian Debit Kredit 

31 Des Beban Penyusutan 

Mesin dan Peralatan 

45.000.000  

 Akumulasi Penyusutan 

Mesin dan Peralatan 

 45.000.000 

 

8. Jurnal Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 

Pencatatan beban amortisasi aset tak berwujud 

hanya dilakukan di SAI dalam buku besar akrual saja dengan 

jurnal sebagai berikut. 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Beban Amortisasi Aset 

Tak Berwujud 

XXX  

 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 

 XXX 

Contoh: Berdasarkan perhitungan, jumlah 

penyusutan aset tak berwujud pada tahun anggaran 2023 

adalah sebesar Rp37.000.000,00. Jurnal yang akan dibuat 

oleh SAI dalam buku besar akrualnya adalah: 

Tgl Uraian Debit Kredit 

31 Des Beban Amortisasi Aset Tak 

Berwujud 

37.000.000  

 Akumulasi Amortisasi 

Aset Tak Berwujud 

 37.000.000 
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9. Jurnal Koreksi Belanja 

Pengembalian belanja adalah kelebihan pembayaran 

atas belanja/beban yang menimbulkan hak untuk 

menerima kembali kelebihan pembayaran tersebut. Koreksi 

pengembalian belanja yang terjadi pada periode berjalan 

atau sebelum laporan keuangan diterbitkan dilakukan 

sebagai pengurang belanja/beban pada periode tersebut 

dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal di Buku Besar Kas SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX  

 Belanja… (sesuai MAK-nya)  XXX 

Jurnal di Buku Besar Akrual SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Ditagihkan ke Entitas Lain XXX  

 Beban … (sesuai MAK-nya)  XXX 

Jurnal di Buku Besar Kas dan Akrual SAKUN 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Kas di KUN XXX  

 Ditagihkan ke Entitas Lain  XXX 

Contoh: Pada tanggal 17 November 2017, Satker ABC 

membayar biaya perbaikan mesin absen sebesar 

Rp6.500.000,00 padahal jumlah seharusnya adalah 

Rp5.600.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut sudah 

diterima kembali tanggal 29 November 2017 tahun berjalan 
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di Kas Negara. Jurnal yang akan dibuat oleh SAI dalam buku 

besar akrualnya adalah: 

Jurnal di Buku Besar Kas SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

29 Nov Ditagihkan ke Entitas Lain 900.000  

 Belanja Barang  900.000 

 
Jurnal di Buku Besar Akrual SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

29 Nov Ditagihkan ke Entitas Lain 900.000  

 Beban Jasa  900.000 

Jurnal di Buku Besar Kas dan Akrual SAKUN 

Tgl Uraian Debit Kredit 

29 Nov Kas 900.000  

 Ditagihkan ke Entitas Lain  900.000 

Adapun Koreksi pengembalian belanja yang terjadi 

pada periode anggaran sebelumnya atau setelah laporan 

keuangan diterbitkan dicatat sebagai pendapatan lain-lain 

dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal di Buku Besar Kas SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Diterima dari Entitas Lain XXX  

 Pendapatan Lain-lain - LRA  XXX 
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Jurnal di Buku Besar Akrual SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Diterima dari Entitas Lain XXX  

 Pendapatan Lain-lain – LO  XXX 

 
Jurnal di Buku Besar Kas dan Akrual SAKUN 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Kas XXX  

 Diterima dari Entitas Lain  XXX 

Contoh: Pada tanggal 15 Desember 2017, Satker ABC 

membayar biaya pemeliharaan taman sebesar 

Rp5.400.000,00 padahal jumlah seharusnya adalah 

Rp4.500.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut baru 

diterima tanggal 30 Maret 2018 di Kas Negara setelah 

laporan keuangan diterbitkan. Jurnal yang akan dibuat oleh 

SAI dalam buku besar akrualnya adalah 

Jurnal di Buku Besar Kas SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

30 Mar Diterima dari Entitas Lain 900.000  

 Pendapatan Lain-lain - LRA  900.000 

Jurnal di Buku Besar Akrual SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

30 Mar Diterima dari Entitas Lain 900.000  

 Pendapatan Lain-lain – LO  900.000 
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Jurnal di Buku Besar Kas dan Akrual SAKUN 

Tgl Uraian Debit Kredit 

30 Mar Kas 900.000  

 Diterima dari Entitas Lain  900.000 

 

Koreksi Kurang Bayar Belanja/Beban Setelah Laporan 

Keuangan Terbit 

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (yang 

mengakibatkan penambahan belanja) yang tidak berulang 

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan 

pada akun Saldo Anggaran Lebih (PASP 10 Par. 14). 

Jurnal koreksi ini hanya dibukukan dalam Buku Besar 

Kas SAKUN karena SAI tidak memliki akun SAL. Jurnal yang 

dibuat SAKUN dalam Buku Besar Kas 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Saldo Anggaran Lebih xxx  

 Kas di KUN  xxx 

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, 

sehingga mengakibatkan penambahan beban, yang terjadi 

pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi 

posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi 
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aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut 

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

ekuitas (PSAP 10 Paragraf 18). Jurnal koreksi ini dibuat di 

SAI dan SAKUN dalam buku besar akrual, dengan jurnal 

sebagai berikut. 

Jurnal di Buku Besar Akrual SAI 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Ekuitas xxx  

 Ditagihkan ke Entitas Lain  xxx 

 

Jurnal di Buku Besar Akrual SAKUN 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Ditagihkan ke Entitas Lain xxx  

 Kas di KUN  xxx 

 

10. Jurnal Standar Transfer Keluar 

Transfer keluar dicatat dalam buku besar kas dan 

buku besar akrual di satker pengelola transfer maupun 

SAKUN. Jurnal yang dibuat ketika terjadi transfer dana 

perimbangan ke daerah adalah sebagai berikut. 

Jurnal Ketika SPM Transfer Terbit 

Ketika SPM transfer terbit, transaksi ini hanya 

dibukukan dalam Buku Besar Akrual satker pengelola 

transfer saja, dengan jurnal sebagai berikut. 
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Tgl Uraian Debit Kredit 

 Beban Transfer ke Daerah xxx  

 Beban Transfer yang Masih 

Harus Dibayar 

 xxx 

Jurnal Ketika SP2D atas SPM Transfer Terbit 

Ketika SP2D atas SPM transfer terbit, maka satker 

pengelola transfer akan membukukannya dalam buku besar 

kas maupun buku besar akrual. Di sisi lain, SAKUN juga akan 

membukukan SP2D tersebut dalam Buku Besar Kas dan 

Akrualnya. Jurnal yang dibuat satker pengelola transfer 

dalam Buku Besar Kasnya: 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Transfer ke Daerah xxx  

 Ditagihkan ke Entitas Lain  xxx 

dan dalam Buku Besar Akrualnya: 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Beban Transfer yang Masih 

Harus Dibayar 

xxx  

 Ditagihkan ke Entitas Lain  xxx 

 

Di sisi lain SAKUN akan membuat jurnal berikut 

dalam Buku Besar Kas dan Akrualnya. 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Ditagihkan ke Entitas Lain xxx  
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 Kas di KUN  xxx 

 
11. Transaksi Pengembalian Belanja 

Pengembalian belanja adalah transaksi pengembalian 

atas belanja  satuan kerja yang telah terjadi sebelumnya, 

yang dilakukan oleh satuan kerja atau pihak ketiga atas 

nama satuan kerja, karena satu atau beberapa sebab 

sehingga harus dikembalikan ke kas negara. Dokumen yang 

digunakan untuk pengembalian belanja adalah Bukti 

Penerimaan Negara (BPN). Akun yang digunakan untuk 

pengembalian belanja tahun anggaran berjalan sama 

dengan akun yang digunakan untuk belanj anya. Sedangkan 

akun yang digunakan untuk pengembalian belanja tahun 

anggaran yang lalu adalah akun Penerimaan Kembali 

Belanja TAYL, yang terdiri atas : 

a. 423951, untuk Penerimaan Kembali Belanja Pegawai 

TAYL 

b. 423952, untuk Penerimaan Kembali Belanja Barang 

TAYL  

c. 423953, untuk Penerimaan Kembali Belanja Modal 

TAYL 

d. 423956, untuk Penerimaan Kembali Belanja Subsidi 

TAYL (khusus untuk BA 999.07) 

e. 423957, untuk Penerimaan Kembali Belanja Bantuan 

Sosial TAYL  
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f. 423958, untuk Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain 

TAYL (khusus untuk BA 999.08)  

 

Contoh: 

Pada satuan kerja ABC terdapat kelebihan belanja 

perjalanan dinas bulan Maret 20 16, yang kemudian 

dikembalikan pada tanggal 10 April 20 16 sebesar 

Rp200.000 dengan BPN. Atas perekaman BPN tersebut, 

akan terbentuk jurnal sebagai berikut: 

 

 

Jurnal di Buku Besar Akrual SAKUN 

Tgl Uraian Debit Kredit 

 Kas di KUN 200.000  

 Pengembalian Belanja Barang   200.000 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Apa yang dimaksud dengan "belanja" dalam konteks 

akuntansi pemerintah daerah? Sebutkan jenis-jenis 

belanja yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah. 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan "belanja pegawai" 

dalam akuntansi pemerintah daerah. Bagaimana cara 

menghitung dan mencatat belanja pegawai dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

3. Bagaimana pemerintah daerah menghitung dan 

mencatat beban depresiasi aset tetap seperti fasilitas 

umum atau armada kendaraan? Mengapa beban 

depresiasi penting dalam akuntansi pemerintah 

daerah? 

4. Apa yang dimaksud dengan "belanja hibah" dalam 

akuntansi pemerintah daerah? Jelaskan bagaimana 

pemerintah daerah menganggarkan dan mencatat 

belanja hibah. 

5. Sebuah pemerintah daerah mengalami surplus 

anggaran pada akhir tahun. Bagaimana surplus ini akan 

memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah, 

terutama dalam konteks belanja dan beban? 

6. Sebuah pemerintah daerah menganggarkan dana 

sebesar $100.000 untuk membangun infrastruktur 

jalan. Bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat 
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anggaran ini sebagai belanja dalam anggaran 

pemerintah daerah? 

7. Pemerintah daerah membayar biaya sewa untuk 

gedung kantor sebesar $10.000 per bulan. Bagaimana 

pencatatan jurnal untuk mencatat pembayaran sewa 

ini sebagai beban dalam laporan keuangan? 
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BAB  VIII  

AKUNTANSI PEMBIAYAAN  

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Prosedur akuntansi akan memudahkan pencatatan 

dan pengelolaan seluruh transaksi dan operasional 

keuangan di setiap instansi Pemerintah Pusat/Daerah. 

Sistem di atas selanjutnya menghasilkan laporan keuangan 

yang akan digunakan dalam proses penilaian dan 

pengambilan keputusan manajerial, yang pada akhirnya 

berdampak pada pelaksanaan pengelolaan keuangan 

negara/daerah di kemudian hari. Proses akuntansi 

menerima transaksi sebagai masukan dan menghasilkan 

laporan keuangan sebagai keluaran. 

Proses akuntansi melibatkan dua entitas berbeda: 

entitas akuntansi dan entitas pelapor. Entitas akuntansi 

mengacu pada unit organisasi tertentu yang berfungsi 

sebagai pengguna anggaran dan bertanggung jawab untuk 

melakukan aktivitas akuntansi dan menyiapkan laporan 

keuangan. Laporan-laporan ini didasarkan pada catatan 

akuntansi yang dikelola oleh entitas dan kemudian 

dikonsolidasikan ke dalam entitas pelapor secara 
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keseluruhan. Dalam hal ini, istilah "entitas akuntansi" 

mengacu pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan 

PPKD (Pusat Pengembangan Kompetensi Daerah). 

B. Definisi Akuntansi Pembiayaan 

Pembiayaan mencakup seluruh transaksi keuangan 

pemerintah, termasuk aliran dana masuk dan keluar, yang 

memerlukan pembayaran atau diharapkan dapat diganti. 

Dalam konteks penganggaran pemerintah, tujuan utama 

pembiayaan adalah untuk mengatasi defisit dan 

menggunakan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan 

dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pinjaman 

dan hasil pelepasan, serta sumber-sumber potensial 

lainnya. Selain tujuan lain, membiayai pengeluaran, 

melunasi pokok pinjaman, memberikan pinjaman kepada 

usaha lain, dan memfasilitasi penyertaan modal 

pemerintah. 

C. Klasifikasi Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan mencakup seluruh 

penerimaan yang berasal dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah, yang meliputi penerimaan pinjaman, 

penjualan obligasi pemerintah, privatisasi perusahaan 

negara/daerah, pelunasan pinjaman kepada pihak ketiga, 

penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan 

cadangan. dana. Pengeluaran pembiayaan mencakup 

seluruh penyaluran yang dilakukan dari Rekening Kas Umum 
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Negara/Daerah, yang meliputi pemberian pinjaman kepada 

pihak eksternal, partisipasi dalam usaha modal 

pemerintah, pembayaran pokok pinjaman dalam jangka 

waktu tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana 

cadangan. Pembiayaan bersih adalah selisih antara total 

dana yang diterima melalui aktivitas pendanaan dan biaya 

terkait yang dikeluarkan dalam periode fiskal tertentu. 

D. Pengakuan Transaksi Pembiayaan 

• Penerimaan  pembiayaan  diakui  pada  saat  diterima  

pada  Rekening  Kas  Umum Negara/Daerah.  

• Pengeluaran  pembiayaan  diakui  pada saat  

dikeluarkan  dari  Rekening  Kas  Umum 

Negara/Daerah.  

• Selisih  lebih/kurang  antara  penerimaan  dan  

pengeluaran  pembiayaan  selama  satu periode 

pelaporan dicatat (diakui sebagai) dalam Pembiayaan 

Neto. 

E. Pengukuran Pembiyaan 

• Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

• Dalam hal pembiayaan yang terkait dengan LRA, 

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan 
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pengeluaran pembiayaan selama satu periode 

pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 

• Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir 

periode pelaporan dipindahkan ke Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

F. Pencatatan Akuntansi Pembiyaan 

Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan dilakukan 

dua kali karena transaksi ini akan dilaporkan di Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) 

Dalam akuntansi keuangan pemda, pembiayaan 

dibagi menjadi dua, yakni penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan 

memiliki saldo normal “Kredit”. Artinya, jika terjadi 

transaksi yang menambah penerimaan pembiayaan, maka 

akan dicatat di sisi “Kredit”. Sebaliknya jika terjadi 

transaksi yang mengurangi penerimaan pembiayaan, maka 

akan dicatat di sisi “Debit”. Sedangkan, pengeluaran 

pembiayaan memiliki saldo normal “Debit”. Artinya, jika 

terjadi transaksi yang menambah pengeluaran pembiayaan, 

maka akan dicatat di sisi “Debit”. Sebaliknya jika terjadi 

transaksi yang mengurangi pengeluaran pembiayaan, maka 

akan dicatat di sisi “Kredit”. 
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G. Contoh Kasus: 

1. Penerimaan Pembiayaan 

Pada 1 Juni 2015 pemda Kota Batang Garing 

menerima pinjaman jangka panjang dari Bank BPD senilai 

Rp 800.000.000,-. Maka jurnal yang harus dibuat saat uang 

diterima di SKPKD adalah: 

 

Utk Laporan Operasional (Basis 
Akrual) 

Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis 
Kas) 

Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit 

1 Jun Kas BUD-LO 700.000  1 Jun Kas BUD-LRA 700.000  

2023 Utang   2023 Pinjaman  700.000 

 Jangka  700.000  Dalam   

 Panjang-    Negeri-   

 BPD    Lembaga   

     Keuangan   

     Bank   

 
2. Pengeluaran Pembiayaan 

Pada 1  Juli  2015 pemda Kota Batang Garing  

membayar pokok  pinjaman jangka panjang ke bank BPD 

senilai Rp 10.000.000,-. Maka jurnal yang harus dibuat saat 

uang dibayarkan ke bank BPD oleh SKPKD adalah: 
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Utk Laporan Operasional (Basis 
Akrual) 

Utk  Laporan  Realisasi  Anggaran  
(Basis Kas) 

Tgl Keterangan Debit Kredit Tgl Keterangan Debit Kredit 

1 Jul Utang 10.000.  1 Pembayaran   
Pokok 

10.000  

2015 Jangka   Jul Pinjaman       
Dalam 

  

 Panjang-  10.000 2015 Negeri-Lembaga   

 BPD   5 Keuangan Bank   
10.000 

 Kas BUD-LO    Kas BUD-LRA   
 

 
H. Pengungkapan Pembiyaan 

Pembiayaan  diklasifikasikan  menurut  sumber  dan  

peruntukkan  aktivitas  pembiayaan. Analisis  mengenai  

hal-hal  yang  menyebabkan  terjadinya  selisih  antara  

anggaran  dengan realisasinya sangat disarankan untuk 

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan 
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A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  145 
 

CONTOH SOAL : 

 

1. Sebuah pemerintah daerah mengambil pinjaman 

senilai Rp. 550.000.000 juta dari bank untuk 

membiayai proyek pembangunan jalan. Jelaskan 

langkah-langkah pencatatan jurnal untuk mencatat 

pinjaman ini dalam buku besar pemerintah daerah. 

2. Bagaimana pemerintah daerah mencatat penerimaan 

hibah dari pemerintah pusat sebesar $500.000 untuk 

mendukung program kesehatan masyarakat sebagai 

bagian dari pembiayaan dalam buku besar? 

3. Sebutkan jenis-jenis pembiayaan yang biasa digunakan 

oleh pemerintah daerah untuk mendukung proyek dan 

kegiatan mereka. Jelaskan perbedaan antara 

pembiayaan internal dan eksternal. 

4. Pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar $1 

juta untuk membiayai proyek pembangunan fasilitas 

umum. Bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat 

anggaran pembiayaan ini dalam buku besar pemerintah 

daerah? 

5. Bagaimana pemerintah daerah menghitung dan 

mencatat bunga yang terkait dengan pinjaman yang 

diambil sebagai bagian dari pembiayaan? Jelaskan 

peran bunga dalam penghitungan biaya proyek. 
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6. Jelaskan perbedaan antara metode akrual dan metode 

kas dalam mencatat pembiayaan dalam buku besar 

pemerintah daerah. Kapan masing-masing metode 

digunakan? 

7. Sebuah pemerintah daerah mengalami surplus 

anggaran pada akhir tahun anggaran. Bagaimana 

surplus ini akan memengaruhi pencatatan pembiayaan 

dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

8. Bagaimana penggunaan informasi tentang pembiayaan 

dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

membantu pemangku kepentingan, seperti warga, 

legislator, dan pihak eksternal, dalam mengawasi dan 

mengevaluasi pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah? 
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BAB  IX  

AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN 
AKUNTANSI INVESTASI  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Mengingat keberhasilan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan memerlukan alokasi sumber daya yang besar, 

dapat dilihat bahwa hampir setiap upaya yang dilakukan 

oleh lembaga pemerintah memerlukan ketergantungan 

yang signifikan pada berbagai pasokan. Oleh karena itu, 

mengingat tanggung jawab mereka untuk menyediakan 

barang dan jasa publik, lembaga pemerintah harus 

mengelola sumber daya mereka secara efektif. Persediaan, 

yang diklasifikasikan sebagai aset lancar, menghadirkan 

tantangan dalam akuntansi akhir tahun karena sifatnya 

sebagai barang habis pakai. Oleh karena itu, pengelolaan 

persediaan barang harus terlaksana dengan baik, khususnya 

mengacu pada PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan 

yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Pengelolaan dan tanggung jawab perbekalan dalam 

kegiatan operasional pemerintah cenderung kurang 

mendapat perhatian, mengingat perbekalan tersebut pada 

umumnya bersifat habis pakai. Kurangnya referensi standar 
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mengenai manajemen inventaris dan praktik pencatatan di 

berbagai organisasi pemerintah, mengakibatkan perbedaan 

dalam metodologi dan teknik pencatatan yang digunakan. 

Terdapat beragam pilihan investasi, sehingga 

memerlukan evaluasi yang bijaksana terhadap sektor di 

mana pemerintah dan individu berada. Partisipasi aktif 

masyarakat berperan penting dalam memitigasi kenaikan 

harga barang sehingga fluktuasi harga tidak terkendali. 

Kebutuhan pemerintah untuk menetapkan peraturan yang 

komprehensif mengenai investasi terlihat jelas, karena 

desentralisasi kekuasaan mengharuskan pemerintah pusat 

mengeluarkan keputusan presiden yang jelas. Langkah ini 

merupakan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi 

calon investor dalam mendirikan usaha di berbagai daerah, 

khususnya terkait pengurusan izin usaha. Investor sering 

kali menghadapi prosedur birokrasi rumit yang memerlukan 

waktu lama dan biaya tambahan yang besar. 

B. Deskripsi Persediaan 

Menurut C.Rollin Niswonger, Philip E. Fess, dan & Carl 

S.Warren Persediaan (inventoris) digunakan untuk 

mengartikan barang dagang yang disimpan untuk dijual 

dalam operasi normal perusahaan, dan bahan yang 

terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk 

tujuan itu. 

Menurut Mulyadi (2001) dalam perusahaan 

manufaktur , persediaan terdiri dari persediaan produk 
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jadi, persediaan produk dalam proses persediaan bahan 

baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis 

pakai pabrik, persediaan suku cadang. Dalam perusahaan 

dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan , yaitu 

persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang 

dibeli untuk dijual kembali. 

Akuntansi persediaan adalah bagian dari sistem 

akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat, 

mengendalikan, dan melaporkan informasi keuangan 

terkait dengan persediaan atau stok barang yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Persediaan ini bisa berupa barang 

jadi yang siap dijual, bahan baku yang akan digunakan 

dalam proses produksi, atau barang dalam proses yang 

masih dalam tahap produksi. 

C. Tujuan Akuntansi Persediaan 

Tujuan akuntansi persediaan adalah untuk mencatat, 

mengukur, mengendalikan, dan melaporkan informasi 

keuangan terkait dengan persediaan suatu perusahaan 

dengan tujuan memberikan informasi yang akurat, relevan, 

dan berguna kepada pihak yang berkepentingan. Berikut 

adalah beberapa tujuan khusus dari akuntansi persediaan: 

1. Mengukur Nilai Persediaan: Salah satu tujuan utama 

akuntansi persediaan adalah untuk mengukur nilai 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini 

penting untuk menentukan jumlah aset yang terikat 



150  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

dalam bentuk persediaan. Perusahaan menggunakan 

berbagai metode penilaian persediaan, seperti harga 

pokok rata-rata, FIFO (First -In-First -Out), atau LIFO 

(Last-In-First -Out), untuk mencapai tujuan ini. 

2. Pemantauan Pergerakan Persediaan: Akuntansi 

persediaan mencatat semua transaksi yang terkait 

dengan persediaan, termasuk pembelian, produksi, 

penjualan, pengembalian, dan penyesuaian. 

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang 

jelas tentang pergerakan barang dalam perusahaan. 

3. Pengambilan Keputusan: Informasi akuntansi 

persediaan digunakan oleh manajemen dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan pengadaan 

persediaan, manajemen stok, penentuan harga jual, 

dan perencanaan produksi. Dengan informasi yang 

tepat, manajemen dapat mengoptimalkan persediaan 

untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas maksimal. 

4. Penyusunan Laporan Keuangan: Informasi akuntansi 

persediaan digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan perusahaan, seperti neraca dan laporan laba 

rugi. Ini memungkinkan pihak internal dan eksternal 

untuk memahami nilai dan dampak persediaan 

terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. 

5. Kepatuhan Perpajakan dan Hukum: Akuntansi 

persediaan juga memiliki tujuan untuk memenuhi 
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kewajiban perpajakan dan hukum terkait persediaan. 

Perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang 

mengatur cara persediaan diakuntansi dan dilaporkan 

kepada otoritas pajak. 

6. Evaluasi Kinerja dan Efisiensi: Dengan membandingkan 

nilai persediaan dengan penjualan dan laba, 

perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dan efisiensi 

operasi mereka. Informasi ini juga membantu dalam 

peramalan dan perencanaan bisnis di masa depan. 

7. Perlindungan Aset: Akuntansi persediaan membantu 

melindungi aset perusahaan dari pencurian, kerusakan, 

atau kehilangan. Dengan mencatat secara cermat dan 

mengendalikan persediaan, perusahaan dapat 

meminimalkan risiko yang terkait dengan persediaan 

mereka. 

8. Transparansi dan Akuntabilitas: Akuntansi persediaan 

menciptakan transparansi dalam pengelolaan 

persediaan, yang penting untuk akuntabilitas kepada 

pemegang saham, kreditor, dan pihak terkait lainnya. 

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, akuntansi 

persediaan membantu perusahaan dalam pengelolaan 

sumber daya mereka dengan lebih baik, meningkatkan 

pengambilan keputusan, dan memastikan kepatuhan 

terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. 
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D. Metode Pencatatan Persediaan 

Ada dua macam metode pencatatan biaya persediaan 

yang dipakai dalam produksi: 

1. Metode mutasi persediaan (perpetual inventory 

method ).  

Disebut sistem perpetual karena pencatatan 

akuntansinya dilakukan secara kontinyu (perpetual) baik 

untuk pencatatan jumlahnya maupun biayanya atau harga 

pokoknya. Dengan demikian jumlah maupun biaya 

persediaan dapat diketahui setiap saat. Sistem ini 

seringkali diterapkan oleh perusahaan yang menjual barang 

dagangan dengan harga per unit relatif mahal dan setiap 

unit barang dimungkinkan memiliki variasi spesifikasi sesuai 

dengan keinginan konsumen. Contoh perusahaan yang 

menerapkan misalnya perusahaan mobil, perusahaan 

pesawat terbang, mebel, dan peralatan rumah tangga. 

Sistem perpetual ini juga bisa diterapkan oleh perusahaan 

selain yang dicontohkan di atas dikarena penggunaan wide 

spreadsheet yang disediakan oleh computer dan 

penggunaan scanner untuk mengidentifikasi setiap item 

persediaan. 

2. Metode persediaan fisik (physical inventory method ). 

Disebut sistem periodik karena penghitungan jumlah 

dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir 

periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan 
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keuangan. Setiap terjadi transaksi pembelian barang 

maupun penjualan barang akun persediaan tidak pernah 

dimutasi atau tidak pernah didebit jika adapembelian atau 

dikredit jika ada penjualan. Akun persediaan akan 

diperbaharui nilainya hanya pada akhir periode saja 

sebelum penyusunan laporan keuangan melalui 

penghitungan fisik persediaan (stock opname) di gudang. 

Saat ini sangat sedikit perusahaan yang menerapkan system 

periodik kecuali untuk perusahaan kecil yang menjual 

barang barang tertentu secara eceran dengan harga yang 

murah missal permen, korek api, dan lain lain. 

E. Definisi Investasi 

Investasi adalah upaya pemerintah yang melibatkan 

pengalokasian dana melalui penyertaan modal atau 

perolehan instrumen utang untuk memperoleh keuntungan 

ekonomi atau sosial. Menurut Paragraf 6 PSAP No. 6, 

investasi mengacu pada aset yang dikembangkan untuk 

mencapai imbalan finansial, seperti bunga, dividen, 

royalti, atau manfaat sosial, untuk meningkatkan kapasitas 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pengejaran manfaat ekonomi dapat digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan pemerintah. Berinvestasi pada 

saham biasanya memerlukan ekspektasi untuk menerima 

pendapatan dividen, sedangkan berinvestasi pada surat 
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utang biasanya memerlukan ekspektasi untuk menerima 

pendapatan bunga. Sebaliknya manfaat sosial yang 

disebutkan dalam PSAP No. 6 Ayat 6 bersifat intangible dan 

tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Namun, mereka 

tetap meningkatkan layanan pemerintah bagi masyarakat 

luas dan kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana 

disampaikan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

dalam Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(2009), salah satu contohnya adalah dengan memberikan 

lapangan kerja bagi masyarakat setempat atau merangsang 

perekonomian masyarakat. 

Menurut publikasi bertajuk “Modul Sistem Akuntansi 

Pemerintahan Daerah” oleh Direktorat Jenderal Keuangan 

Daerah Kementerian Dalam Negeri (2014), terbukti bahwa 

investasi merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk 

memanfaatkan surplus anggaran dan menghasilkan 

pendapatan jangka panjang secara efektif. . Selain itu, hal 

ini memungkinkan pemanfaatan dana yang tidak digunakan 

untuk investasi jangka pendek, khususnya dalam 

pengelolaan kas. 

F. Bentuk Investasi 

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

sebagaimana disebutkan dalam Modul Pelatihan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (2009), peran pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan 
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sumber daya keuangan yang memadai. Oleh karena itu, 

pemerintah memperoleh pajak dan retribusi tambahan dari 

masyarakat umum. Selain ketergantungannya pada 

keuangan publik, pemerintah dapat mencari sumber 

pendapatan alternatif dengan mengelola dananya. 

Pendanaan pemerintah yang tidak mencukupi dapat 

menimbulkan tantangan keuangan, sedangkan jumlah yang 

berlebihan dapat menyebabkan surplus likuiditas. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk menerapkan praktik 

pengelolaan kas yang efektif untuk memastikan pasokan 

kas yang memadai dan memaksimalkan pemanfaatan dana 

menganggur. Dalam jangka waktu yang lama, kelebihan 

uang dapat dialokasikan untuk tujuan investasi, baik 

melalui instrumen hutang, yang mencakup pemberian 

pinjaman, atau melalui instrumen saham, yang melibatkan 

pembelian saham atau pembentukan organisasi komersial 

milik negara/daerah. 

Dalam hal praktik investasi, pemerintah berbeda 

dengan swasta. Investasi pemerintah tunduk pada 

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang 

menentukan bentuk, sifat, dan jenis investasi yang 

diperbolehkan. Aset dapat dialokasikan untuk jangka waktu 

pendek atau jangka panjang. Investasi jangka pendek 

umumnya diberikan pada pasar uang, sedangkan investasi 

jangka panjang umumnya diberikan pada pasar modal. 



156  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

Investasi pemerintah pada umumnya berbentuk berbagai 

instrumen keuangan, antara lain deposito, Sertifikat Bank 

Indonesia, surat utang, dan obligasi yang diterbitkan oleh 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) serta penyertaan 

pada BUMN/BUMD dan badan hukum korporasi lainnya. 

Menurut Paragraf 8 PSAP No.6, berbagai bentuk 

investasi dapat dibuktikan dengan memberikan sertifikat 

atau dokumentasi yang sebanding. Sifat fundamental suatu 

aset terletak pada perolehan surat utang, baik obligasi 

jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen 

ekuitas dalam bentuk saham. 

G. Klasifikasi Akuntansi Investasi 

Menurut Modul Pelatihan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang diterbitkan oleh Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (2009), kerangka akuntansi dan 

pelaporan investasi pemerintah mengkategorikan investasi 

menjadi dua klasifikasi utama: jangka pendek dan jangka 

panjang. Investasi jangka pendek mencakup kumpulan aset 

lancar, sedangkan investasi jangka panjang mencakup 

kumpulan aset tidak lancar. Investasi jangka pendek 

mengacu pada aset keuangan yang dapat segera dilikuidasi 

dan dirancang khusus untuk disimpan selama 12 bulan atau 

kurang. Investasi jangka panjang mengacu pada investasi 

dengan jangka waktu yang direncanakan lebih dari 12 

bulan. 
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1. Investasi Jangka Pendek 

PSAP No.6 Paragraf 10 menyatakan bahwa aset jangka 

pendek harus memiliki atribut tertentu, termasuk dapat 

diperdagangkan atau dapat diuangkan dalam waktu dekat. 

Investasi ini terutama ditujukan untuk pengelolaan kas, 

sehingga pemerintah dapat melikuidasi investasi tersebut 

jika diperlukan uang tunai. Selain itu, mereka dicirikan oleh 

tingkat risiko yang rendah. 

Paragraf berikutnya dalam PSAP No. 6 menjelaskan 

bahwa penyertaan aset-aset yang mempunyai profil risiko 

tinggi bagi pemerintah karena rentan terhadap perubahan 

harga pasar, tidak termasuk dalam kategori investasi 

jangka pendek. Investasi jangka pendek tidak mengandung 

beberapa jenis aset, yaitu: 

a. Akuisisi pemerintah atas surat berharga untuk 

melakukan pengendalian terhadap suatu 

perusahaan korporasi, seperti pembelian surat 

berharga untuk menambah kepemilikan modal 

saham pada entitas tersebut. 

b. Pemerintah memperoleh aset untuk membina 

hubungan kelembagaan yang positif dengan entitas 

lain. Hal ini mungkin melibatkan pembelian surat 

berharga yang diterbitkan oleh lembaga dalam atau 

luar negeri sebagai cara untuk menunjukkan 

keterlibatan pemerintah. 
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c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk 

segera dilikuidasi bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan kas jangka pendek. 

Paragraf 12 PSAP No.6 menyebutkan bahwa investasi 

jangka pendek mencakup banyak jenis investasi. 

a. Deposito biasanya berkisar antara tiga hingga dua 

belas bulan dan mungkin juga menawarkan opsi 

perpanjangan otomatis (penyelesaian deposito). 

b. Pemerintah pusat dan daerah memperoleh Surat 

Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI). 

2. Investasi Jangka Panjang 

Paragraf 13-19 Pengumuman Akuntansi Sektor Publik 

No. 6 memberikan penjelasan komprehensif mengenai 

investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang 

dikategorikan berdasarkan karakteristik investasinya, yaitu 

permanen dan tidak permanen. Aset permanen mengacu 

pada investasi jangka panjang yang dirancang untuk 

dipertahankan terus menerus tanpa ada niat untuk 

divestasi. Di sisi lain, investasi non-permanen juga bersifat 

jangka panjang, namun dimaksudkan untuk dimiliki 

sementara tanpa strategi holding yang berkelanjutan. 

Istilah "berkelanjutan" mengacu pada strategi 

investasi yang ditandai dengan tujuan kepemilikan jangka 

panjang, tanpa rencana untuk diperdagangkan atau ditarik. 
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Dalam konteks yang sedang dipertimbangkan, kata “tidak 

berkelanjutan” mengacu pada kepemilikan investasi yang 

melebihi 12 bulan, dengan tujuan eksplisit untuk tidak 

mempertahankan kepemilikan berkelanjutan atau rencana 

untuk menjual atau menghapus investasi tersebut. 

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah 

mengacu pada aset yang tidak dimaksudkan untuk tujuan 

perdagangan melainkan untuk memperoleh dividen, 

memberikan pengaruh besar dalam jangka waktu yang 

lama, dan memelihara hubungan kelembagaan. Selain 

dalam bentuk lain, investasi permanen juga dapat 

diwujudkan dalam bentuk berikut: 

a. Penyertaan modal pemerintah pada badan usaha 

negara/daerah, organisasi internasional, dan badan 

usaha bukan milik negara. Penyertaan modal 

pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) 

pada perseroan terbatas dan non surat berharga yang 

dimaksud dengan kepemilikan modal pada badan 

bukan korporasi yang tidak berbentuk saham. 

b. Penanaman modal permanen lainnya yang dimiliki 

oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan 

atau meningkatkan pelayanan publik. Investasi ini 

tidak termasuk dalam kategori penyertaan modal, 

obligasi jangka panjang yang dibeli pemerintah, dan 

penanaman modal pada proyek pembangunan yang 

dapat dialihkan kepada pihak ketiga,  
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seperti investasi properti yang tidak termasuk dalam 

pernyataan ini. 

a. Salah satu bentuk investasi nonpermanen yang 

dilakukan pemerintah antara lain pembelian obligasi 

atau instrumen utang jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo oleh 

pemerintah. 

b. Penanaman modal pada proyek pembangunan yang 

dapat dialihkan kepada pihak ketiga. 

c. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk kebutuhan 

pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja 

yang diberikan secara berkelanjutan kepada 

kelompok masyarakat. 

d. Investasi non-permanen lainnya yang tidak 

dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah secara 

berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang 

dirancang untuk revitalisasi/penguatan 

perekonomian. 

H. Prosedur Akuntansi Investasi 

Saldo normal rekening buku besar investasi adalah 

saldo debit. Artinya rekening ini akan bertambah apabila 

ada transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan 

berkurang bila ada transaksi yang mengkreditnya. 

1. Fungsi-fungsi yang terkait 
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Berikut fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur 

akuntansi investasi jangka Panjang berdasarkan 

permendagri No 13 Tahun 2006 

a. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

b. Pejabat pelaksana teknis kegiatan  

c. Bendahara pengeluaran/pembantu bendahara 

pengeluaran 

d. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD 

e. Bagian penanggungjawab investasi  

f. Bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum 

daerah  

2. Dokumen yang digunakan  

Berikut dokumen yang digunakan dalam akuntansi 

asset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset 

berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 

a. Surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah 

pencairan dana (SP2D) 

b. Dokumen investasi  

c. Memo penyesuaian  

d. Laporan posisi investasi daerah 

3. Jurnal standar  

a. Investasi nonpermanen 

1) Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah 

Pusat/Pemerintah daerah lainnya  
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Pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada 

BUMN / BUMD / Pemerintah pusat/pemerintah daerah 

lainnya dimasukkan ke dalam kelompok investasi, yakni 

pinjaman kepada BUMN / BUMD/ Pemerintah pusat 

/pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman tersebut 

dikembalikan atau di bayar dalam jangka Panjang. 

Transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN / BUMD / 

Pemerintah pusat/ pemerintah daerah lainnya termasuk 

transaksi pengeluaran pembiayaan.  

Berikut jurnal atas transaksi pemberiaan pinjaman 

kepada BUMN/BUMD/Pemerintah pusat/pemerintah 

daerah lainnya. 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Pinjaman kepada BUM 
         Kas di kas daerah  

xxx  
xxx 

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Pengeluaran 
pembiayaan pinjaman 
kepada BUMD 
        Estimasi 
perubahan SAL  

 
xxx 

 
 

xxx 

 
2) Investasi dalam obligasi/surat utang negara (SUN)  

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 2 tentang 

Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, yang 

dimaksud dengan “penanaman modal pada obligasi” 
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adalah perolehan obligasi untuk ditahan dalam jangka 

waktu lebih dari 12 bulan. Misalnya, jika suatu 

pemerintah daerah membeli obligasi yang diterbitkan 

oleh pemerintah pusat, maka pemerintah provinsi 

tersebut akan memiliki investasi pada pemerintah pusat 

yang setara dengan nilai nominal obligasi yang 

diperoleh. Transaksi investasi dalam bentuk Obligasi 

Negara dan Surat UTNAG (SUN) mencakup kegiatan 

pengeluaran pembiayaan. 

Berikut jurnal atas transaksi investasi dalam 

obligasi/surat utang negara (SUN)  

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Investasi dalam surat utang 
negara 
         Kas di kas daerah  

 
xxx 

 
 

xxx 

  

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Pengeluaran 
pembiayaan pembelian 
SUN 
      Estimasi 
perubahan SAL  

 
xxx 

 
 

xxx 

3) Investasi dalam proyek pembangunan  

Menurut Buletin Teknis No. 2 tentang perumusan 

neraca sementara pemerintah daerah, konsep 

penyertaan modal dalam upaya pembangunan mengacu 

pada agregasi sumber daya keuangan yang dialokasikan 
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untuk inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan yang pada 

akhirnya mengalihkan kepemilikan penuh atau sebagian 

proyek kepada suatu negara. pihak ketiga setelah tahap 

kemajuan tertentu tercapai. Salah satu ilustrasi inisiatif 

pembangunan adalah proyek yang berfokus pada 

pendirian perkebunan inti masyarakat. 

Pencatatan penyertaan modal dalam proyek 

pembangunan didasarkan pada harga perolehan, yang 

mencakup biaya tambahan yang diperlukan untuk 

mendapatkan kepemilikan sah atas investasi tersebut. 

Berdasarkan prinsip akuntansi, harga perolehan awal 

aset dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam 

mata uang lokal, khususnya rupiah, berdasarkan nilai 

tukar yang berlaku pada hari transaksi. 

Berikut jurnal atas transaksi investasi dalam 

proyek pembangunan 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Investasi dalam proyek 
pembangunan 
        Kas di kas daerah   

 
xxx 

 
 

xxx 

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Pengeluaran 
Pembiayaan – Investasi 

dalam Proyek 
Pembangunan 

XXX  

Estimasi Perubahan 
SAL 

 XXX 
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4) Investasi Nonpermanen Lainnya 

Investasi nonpermanen lainnya merupakan 

investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah 

daerah secara tidak berkelanjutan seperti penyertaan 

modal yang dimaksudkan untuk upaya penyehatan / 

penyelamatan perekonomian. 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Invesatsi Nonpermanen 
lainnya 

XXX  

Kas di Kas Daerah  XXX 

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Pengeluaran Pembiayaan – 

Investasi Nonpermanen lainnya 
XXX  

Estimasi Perubahan 

SAL 
 

X

XX 

 
I. Ilustrasi Akuntansi Investasi 

1. Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi 

Pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD. 

Perncanaan akuntansi untuk investasi terdiri dari dua kali 

pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan 

laporan operasional serta penyusunan LRA. Pencatatan 

untuk investasi,diawali pada saat terjadi pengeluaran 
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pembiayan investasi. Pencatatan untuk keperluan 

penyusunan neraca dan laporan operasional adalah 

investasi bertambah di sisi debit dan Kas di Kas Daerah 

berkurang di sisi kredit. Sementara pencatatan untuk 

keperluan penyusunan LRA adalah pengeluaran pembiayaan 

– investasi bertambah di sisi debit dan estimasi perubahan 

SAL berkurang di sisi kredit. 

Misalnya, pada tanggal 5 Juni 2014, pemerintah 

daerah menginvestasikan dananya di salah satu perusahaan 

daerah sebesar Rp 12.000.000,- 

Berikut jurnal atas transaksi investasi di PPKD. 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

5 Juni 
2014 

Investasi Rp 12.000.000,-  

Kas di Kas 
Daerah 

 
Rp 

12.000.000,- 

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

5 Juni 
2014 

Pengeluaran 
Pembiayaan – 
Investasi  

Rp 
12.000.000,- 

 

Estimasi 
Perubahan SAL 

 Rp 12.000.000,- 

 
2. Penerimaan Hasil Investasi Jangka Panjang 

Pada tanggal 5 Juni 2014, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cakrawala Dirgantara menginvestasikan dana di 

salah satu perusahaan daerah sebesar Rp 12.000.000,- Pada 
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tanggal 31 Desember 2014, perusahaan daerah tersebut 

mengumumkan laba sebesar Rp 1.000.000,- dan 

membagikan dividen tunai sebesar Rp 60.000,- Dengan 

asumsi kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Cakrawala Dirgantara di perusahaan daerah tersebut 

adalah 50%, maka berikut jurnal yang diperlukan : 

a. Metode Ekuitas 

Berikut jurnal atas aktivitas pengumuman laba di 

PPKD. 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

31 Des 

2014 

Investasi di Perusahaan Derah Rp 

500.000, 
 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan-LO *Rp 500.000 = 
50% x Rp 1.000.000 

 Rp 500.000 

 
Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Tidak Ada Jurnal 

 
Berikut jurnal atas aktivitas pembagian dividen di 

PPKD 
Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

31 Des 2014 Kas di Kas Daerah Rp 30.000,- *  

Investasi 

 

 

*Rp 30.000 = 50% x     

           Rp 60.000 

 Rp 30.000,- 

* 
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Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

31 Des 
2014 

Estimasi Perusahan SAL  Rp 30.000,-   

Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan-LRA 
*Rp 30.000 = 50% x Rp 60.000 

 Rp 30.000,- 
* 

 
b. Metode Biaya 

Berikut junal atas aktivitas pengumuman laba di 

PPKD. 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

31 Des 2014 Piutang Lainnya Rp 500.000,  

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan-LO 
 
*Rp 500.000 = 50% x  
Rp 1.000.000 

 Rp 500.000,- 
* 

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

 Tidak Ada Jurnal 

 
Berikut junal atas aktivitas pembagian dividen di 

PPKD. 
Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

31 Des 2014 Kas di Kas Daerah Rp 30.000,- *  

Piutang Lainnya 
*Rp 30.000 = 50% 
x Rp 60.000 

 
Rp 30.000,- * 
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Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

31 Des 
2014 

Estimasi Perusahan SAL  Rp 30.000,- *  

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan-LRA 
*Rp 30.000 = 50% x Rp 60.000 

 

Rp 30.000,- * 

 
3. Pelepasan Investasi 

Melanjutkan contoh sebelumnya, apabila pada awal 

tahun 2015 semua investasi di perusahaan daerah ditarik 

kembali dengan harga pasar Rp 12.000.000,- 

Berikut jurnal atas transaksi pelepasan investasi di 

PPKD. 

Laporan Operasional 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

2 Jan 
2015 

Kas di Kas Daerah Rp 12.000.000,  

Defisit Pelepasan 
Aset 

Rp 470.000,  

Investasi  Rp 12.470.000,- ** 

 
Laporan Realisasi Anggaran 

Tanggal Uraian Debit Kredit 

2 Jan 
2015 

Estimasi Perusahan 
SAL  

Rp 12.000.000,  

Penerimaan 
Pembiayaan – Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang 
Dipisahkan - LRA 

 Rp 12.000.000,- * 
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Ketetangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Harga pasar investasi = Rp 12.000.000,- 

** Nilai buku investasi = Rp 12.000.000,- + Rp 
500.000,- -  

Rp 30.000,- = Rp 
12.470.000,- 

*** Defisit penjualan aset = Nilai buku investasi – Harga 
pasar investasi 
= Rp 12.470.000,- - Rp 
12.000.000,- 
= Rp 470.000,- 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Apa yang dimaksud dengan "akuntansi pembiayaan" 

dalam konteks pemerintah daerah? Jelaskan perbedaan 

antara akuntansi pembiayaan dan akuntansi anggaran. 

2. Sebuah pemerintah daerah mengambil pinjaman 

senilai Rp.1.000.000.000 juta dari bank untuk 

membiayai proyek infrastruktur besar. Bagaimana 

pencatatan jurnal untuk mencatat pinjaman ini dalam 

buku besar pemerintah daerah? 

3. Jelaskan prinsip pengakuan pembiayaan (recognition 

of financing ) dalam akuntansi pemerintah daerah. 

Kapan pembiayaan diakui dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah? 

4. Sebuah pemerintah daerah menerima hibah federal 

senilai Rp.250.000.000 untuk mendukung program 

pendidikan. Bagaimana pencatatan jurnal untuk 

mencatat penerimaan hibah ini sebagai pembiayaan? 

5. Bagaimana perusahaan pemerintah daerah menghitung 

dan mencatat beban bunga yang terkait dengan 

pinjaman yang diambil? Jelaskan pentingnya 

pencatatan bunga dalam akuntansi pembiayaan. 

6. Jelaskan perbedaan antara pembiayaan internal dan 

eksternal dalam akuntansi pemerintah daerah. Berikan 

contoh untuk masing-masing. 
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7. Pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar 

Rp.300.000.000 untuk membiayai proyek 

pembangunan sekolah. Bagaimana pencatatan jurnal 

untuk mencatat anggaran pembiayaan ini dalam buku 

besar pemerintah daerah? 

8. Bagaimana penggunaan analisis pembiayaan (financing 

analysis) dapat membantu pemerintah daerah dalam 

mengelola dan mengontrol sumber daya finansial? 
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BAB  X  

AKUNTANSI ASET TETAP  

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Secara umum akuntansi mencakup kegiatan 

pendapatan dimulai dari transaksi dicatat untuk pertama 

kali dalam jurnal hingga menjadi laporan keuangan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi sangatlah 

penting dalam kegiatan sehari-hari terutama bagi operasi 

perusahaan dalam satu periode. Suatu perusahaan tertentu 

pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan 

didirikannya perusahaan tersebut. Untuk menunjang 

tercapainya tujuan itu, setiap perusahaan mempunyai 

aktiva (harta/asset) tertentu guna memperlancar kegiatan 

yang dilaksanakan perusahaan. 

 Aktiva tetap merupakan komponen yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. 

Aktiva tetap tersebut merupakan salah satu komponen 

dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan aktiva 

tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaian 

dalam laporan keuangan. Kewajaran penilaian aktiva tetap 

suatu perusahaan dapat disesuaikan dengan PSAK 
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(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 16 Tahun 

2009 yang menyatakan bahwa asset tetap adalah asset 

berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalamproduksi 

atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan 

kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan digunakan 

selamasatu periode. 

 Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang 

lebih dari setahun, sehingga diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang relatif 

lama. Namun, manfaat yang diberikan aktiva tetap 

umumnya semakin lama semakin menurun manfaatnya dan 

menyebabkan terjadinya penyusutan (depreciation). 

Seiring berjalannya waktu, aktiva tetap mengalami 

penyusutan (kecuali tanah). 

 Dengan demikian, kita perlu mengetahui tentang 

apa saja yang dibahas dari Aktiva Asset Tetap, sehingga kita 

mampu mengaplikasikan apa saja yang terdapat didalam 

aktiva tetap sebuah perusahaan. 

B. Pengertian Aktiva Tetap 

 Aktiva ialah kekayaan perusahaan yang berwujud 

dan tidak berwujud, serta pengeluaran yang belum 

dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada 

penghasilan yang akan datang. 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IKI), Aktiva 

Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk 
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siappakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan 

dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual 

dalam  rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu tahun. 

 Jadi, Aktiva Tetap ialah aktiva yang berwujud dan 

mempunyai nilai guna ekonomi jangka panjang, dimilki 

perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang 

perusahaan dalam mencapai tujuan dan dimiliki 

perusahaan tidak untuk dijual kembali agar memperoeh 

laba atas penjualan tersebut. 

1. Jenis-Jenis Aktiva Tetap 

Menurut S.Munawir (2007) jenis-jenis aktiva tetap 

sebagai berikut : 

a. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat 

berdirinya gedung perusahaan. 

b. Perbaikan Tanah, seperti jalan diseputar lokasi 

perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air 

bawah tanah. 

c. Gedung/Bangunan, seperti gedung yang digunakan 

untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. 

d. Peralatan, seperti perlatan kantor, peralatan pabrik, 

mesin-mesin, kendaraan, dan meubel. 

e. Kendaraan merupakan fasilitas yang digunkan untuk 

transportasi perusahaan. 
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2. Karakteristik Asset Tetap 

 Sifat umum dari aktiva/asset tetap adalah relatif 

digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal dan 

memiliki umur ekonomis berjangka ppanjang. Menurut 

PSAK No. 16 Butir 5, Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud 

yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara 

dibangun yang digunakan dalam operasional perusahaan 

dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Suatu 

aktiva dapat dikatakan termasuk dalam aktiva tetap 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

• Mempunyai bentuk fisik. 

• Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan 

bukanuntuk dijual kembai atau investasi. 

• Dapat dipakaiatau digunakan secara berulang-ulang. 

• Masa manfaatnya lebih dari satu tahun atau satu 

siklus operasi normal perusahaan. 

• Mempunyai nilai yang cukup material artinya nilai 

atau harga aktiva tersebut cukup tinggi. 

a. Karakteristik Aktiva/asset Tetap Menurut Jerry. 

Weygandt (2007) 

• Memiliki bentuk fisik (bentukdan ukuran yang 

jelas). 

• Digunakan dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 

• Tidak untuk dijual ke konsumen. 
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b. Karakteristik Aktiva/asset Tetap Menurut Soemarso S. 

R (2005) 

• Mas manfaatnya lebih dari satu tahun. 

• Digunakan dalamkegiatan perusahaan. 

• Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam 

kegiatan normal perusahaan. 

• Nilainya cukup besar. 

 Contoh dari asset tetap adalah Kendaraan (Mobil). 

Mobil mempunyai masa lebih dari satu tahun dan digunakan 

untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti 

mengirimbarang ke pembeli, mobil inventarisdireksi 

perusahaan. Mobil dikategorikan sebagai asset tetap tidak 

untuk dijual kembali, karena apabila dijual kembali, 

misalnya bagi perusahaan dealer mobil, maka mobil dalam 

hal ini termasuk kelompok persediaan. Peralatan yang 

nilainya relatif kecil, seperti sendok, piring, gelas meskipun 

manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dikelompokkan ke 

dalam asset tetap. 

Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan 

yang relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan 

menghasilkan revenue, maka investasi dalam asset tetap 

(Capital Budgeting) harus diperhitungkan dengan matang. 

C. Harga Perolehan 

Harga Perolehan ialah harga yang dipakai sebagai 

dasar pelaporan nilai harta tetap dalam neraca tetap dan 
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akan dijadikan sebagai dasar perhitungan penyusutan harta 

tetap yang bersangkutan. PSAK No. 16 butir 14 Biaya 

Perolehan suatu Aktiva Tetap adalah terdiri dari harga 

belinya, termasuk Bea Impor dan PPN/PPN BM dan biaya 

lain yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aktiva tetap yang bersangkutan dapat bekerja 

dan dipergunakan. Biaya yang dimaksud adalah biaya 

persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya 

pemasangan, dan biaya konsultan. 

Berikut adalah contoh biaya perolehan tanah. 

Harga beli tanah Rp 100.000.000,- 

Biaya pembuatan akta jual beli 
tanah 

Rp     7.500.000,- 

Biaya baliknama ke Perusahaan Rp     2.500.000,- 

Biaya pengurugan tanah Rp    10.000.000,- 

Biaya perataan tanah sampai 
siap dibangun 

Rp    15.000.000,- 

JUMLAH Rp 135.000.000,- 

 
Berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan diatas, 

maka biaya perolehan untuk tanah adalah Rp 135.000.000,-

. Sementara untuk mesin (peralatan) biaya perolehan dapat 

terdiiri dari harga beli, biaya kirim, biaya inslatasi 

(pemasangan), biaya training untuk operator, dan biaya set 

up. 
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Perolehan asset tetap dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Biasanya melalui Pembelian Tunai, 

Pembelian Kredit, Pembelian dengan Angsuran, maupun 

Leasing. 

D. Perbedaan Pengeluaran Modal Dan Pengeluaran 

Pendapatan 

1. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure ) 

Merupakan pengeluaran-pengeluaran yang harus 

dicatat sebagai asset (dikapitalisasi). Pengeluaran jenis ini 

dapat menambah kapasitas output aktiva tetap, menambah 

tingkat keefesienan aktiva tetap, juga memperpanjang 

umur ekonomis suatu aktiva tetap (manfaat ekonomisnya 

lebih dari satu tahun buku). 

Apabila dilihat dari tingkat material, biasanya biaya-

biaya ini dikeluarkan dalam nominal yang cukup material. 

Selain itu, tingkat pengeluaran modal ini jarang terjadi. 

Misalnya, pembelian mesin produksi, pembelian komponen 

mesin produksi, meng-upgrade kapasitas mesin produksi, 

yang umumnya jumlah yang dikeluarkan itu sangat 

material. 

Jadi, pengeluaran modal merupakan pengeluaran 

yang tidak dibebankan pada saat periode pengeluaran itu 

terjadi melainkan di Kapitalisasi sebagai asset tetap dalam 

neraca. Kemudian, secara periodik asset tetap ini 
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dialokasikan sebagai beban penyusutan pada periode 

mendatang 

2. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) 

Merupakan pengeluaran/biaya-biaya yang hanya 

memberikan manfaat ekonomispada saat Periode Berjalan 

terjadinya pengeluaran. Pengeluaran ini tidak di 

Kapitalisasi sebagai asset tetap pada neraca, tetapi 

Langsung Dibebankan pada laporan laba/rugi periode 

berjalan. Oleh karena itu, pengeluaran ini dicatat sebagi 

Beban. 

Dilihat dari nilai materialitasnya, pengeluaran 

pendapatan ini nilainya cenderung kecil, alias tidak 

material bagi perusahaan. Manfaat ekonomisnya tidak lebih 

dari satu tahun. Pengeluaran ini biasanya juga sering 

terjadi dalam operasional perusahaan dan berulang-ulang. 

Contohnya seperti pengeluaran pemeliharaan mesin, 

pembersihan mesin, melumasi mesin agar bisa beroperasi 

seperti biasanya. 

Pengeluaran seperti ini berulang terjadi dan 

pencatatannya langsung dibebankan pada periode 

tersebut. Namun, jika seandainya ada salah satu komponen 

mesin yang masih rusak, misalnya ada beberapa kabel yang 

harus diganti atau plank yang harus di las dan kerusakannya 

tidak sampai membuat turun mesin, nilainya tidak 
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material. maka, pengeluaran ini dicatat sebagai Beban 

Perbaikan, tidak dikapitalisasi. 

E. Penyusutan 

Berdasarkan PSAK No. 16 Penyusutan atau Depresiasi 

adalah Pembebanan biaya terhadap pemakaian harta tetap 

selama umur manfaatnya. Semua jenis asset tetap (kecuali 

tanah) akan semakin berkurang kemampuannya untuk 

memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi menurunnya 

kemmpuan ini adalah karena pemakaian, keausan, 

ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan diminta 

dan ketetinggslsn teknologi. 

Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai 

asset tetap yang bersangkutan.hal ini perlu dicatat dan 

dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai asset tetap 

berwujud disebut Penyusutan (depresiasi/depreciation). 

Penyusutan dapat dihitug tiap-tiap bulan atau ditumda 

sampai akhir tahun.  

Nilai asset tetap yang digunakan dalam perhitungan 

penyusutan (dasar penyusutan), dapat berupa harga 

perolehan atau nilai buku. Taksiran 

manfaat,mencerminkan besarnya kapasitas/manfaat asset 

tetap selama dipakai. Untuk menghitung penyusutan, 

taksiran manfaat dinyatakan dlam tariff penyusutan. 
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Dari uraian diatas, maka secara umum penyusutan ast 

tetap dapat dihitung dengan rumus : 

Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Pensusutan 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Beban 

Penyusutan 

Ada 2 faktor yang menyebabkan asset tetap 

mengalamipenyusutan antara lain sebagai berikut : 

1. Faktor Fisik 

Asset tetap yang dipakai perusahaan mempunyai daya 

tahanyang terbatas. Asset tetapa yang bersangkutan akan 

mengalami aus karena umur dan kerusakan-kerusakan 

seiring berjalannya waktu. 

2. Faktor Fungsional 

Faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap 

antara lain : Ketidakmampuan aktiva memenuhi 

keburtuhan produksi sehingga perlu diganti Adanya 

perubahan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan 

Adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tetap yang 

bersangkutan tidak ekonomis lagi dipakai 

Besar kecilnya nilai penyusutan ditentukan oleh harga 

perolehan dari asset tetap yang bersangkutan,nilai sisa 

atau nilairesidu, perkiraan umur ekonomis, dan metode 

perhitungan yang digunakan. 
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G. Metode Perhitungan Penyusutan 

Berikut adalah metode yang lazim digunakan untuk 

penyusutan asset tetap antar lain : 

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method ) 

 Metode garis lurus menghasilkan jumlah 

bebanpenyusutan yang sam setiap tahun sepanjang umur 

manfaat suatu asset tetap. 

 

 

 

Contoh : 

Sebuah trik dibeli oleh PT. Suka Maju pada tanggal 1 

Februari dengan harga beli Rp12.000.000, biaya perbaikan 

Rp1.000.000 dan taksiran nilai residu Rp1.000.000. 

mempunyai masa manfaat selama 5 tahun. Tentukan Biaya 

perolehan/depresiasi dari truk tersebut! 

Diketahui : 

Harga perolehan = Rp12.000.000  +  Rp1.000.000 

   =  Rp13.000.000 

Residu/Nilai sisa = Rp1.000.000 

Umur ekonomis = 5 tahun 

Jawab 

Biaya Depresiasi = 
Ȣ Ȣ  Ȣ Ȣ

 
 

   ὙὴςȢτππȢπππ 

Biaya Penyusutan  =  Harga Perolehan Aset  –  Nilai Sisa Tetap 

    Umur Ekonomis 
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Tahun 
Jumlah 

Terdepresiasi 

Biaya 

Depresiasi 

Akumulasi 

Depresiasi 
Nilai Buku 

1 12.000.000 2.400.000 2.400.000 10.600.000 

2 12.000.000 2.400.000 4.800.000 8.200.000 

3 12.000.000 2.400.000 7.200.000 5.800.000 

4 12.000.000 2.400.000 9.600.000 3.400.000 

5 12.000.000 2.400.000 12.000.000 1.000.000 

 
Contoh lain :  

Suatu aktiva yang berharga Rp10.000.000 yang dibeli 

pada tanggal 5 Januari memiliki manfaat umur selama 10 

tahun dengan nilai sisa Rp2.000.000. maka hitunglah : 

a. Tarif depresiasi 

b. Depresiasi pertahun 

c. Nilai buku selama 5 tahun 

Jawab 

a. Tarif depresiasi  = 
Ϸ

 
 

      = 
Ϸ

 
   ρπϷ 

 

b. Depresiasi =  (Harga Perolehan  -  Nilai Sisa) x Tarif 

depresiasi 

  = (Rp10.000.000 – Rp2.000.000) x 10%     

= Rp800.000/tahun 

 

c. Nilai Buku selama 5 tahun = Depresiasi x tahun ke-n  

 = Rp800.000 x 5 tahun 

 =  Rp4.000.000 

Nilai Buku = Harga Perolehan – Akumulasi depresiasi 
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   = Rp10.000.000  -  Rp4.000.000 

= Rp6.000.000 

2. Metode Saldo Menurun Ganda 

Merupakan bentuk yang populer untuk mempercepat 

depresiasi.tingkat yang digunakan biasanya dua kali dari 

tingkat yang digunakan oleh metode garis lurus. Oleh 

karena itu, metode saldo menurun dikenal juga sebagai 

metode saldo menurun ganda. Jadi, saldo menurun ganda 

adalah saldomenurun yang menggunakan tarif penyusutan 

dua kali dari yang digunakan metode garis lurus. 

Metode ini tidak memperhitungkan adanya nilai 

sisa/residu. Depresiasi tiapperiode menggunakan 

prosentasi yang samaakan tetapi menghasilkan nilai yang 

berbeda karena nilai depresiasi pertama mengurangi nilai 

aktiva pada periode kedua dan seterusnya. Artinya nilai 

aktiva setiap periode selalu berbeda karena nilai aktiva 

menurun. 

Rumus : 

 

 

 

 
Keterangan: 

Persen garis lurus = 1:  Umur Ekonomis x 100 % 

Nilai Buku : Harga Perolehan 

Penyusutan pertahun : 

Persen garis lurus x Nilai Buku x 2 
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Contoh :  

Sebuah mobil dibeli oleh PT Bromo pada tanggal 1 

Januari dengan harga beli Rp12.000.000, biaya perbaikan 

Rp1.000.000 dengan taksiran nilai sisa/residu Rp1.000.000 

dan umur manfaatnya selama 5 tahun. Tentukan biaya 

depresiasi mobil tersebut! 

Jawab 

Biaya Depresiasi =  Rp13.000.000  x 
Ϸ
 x 2 

 = Rp 13.000.000  x  (20%  x  2) 

 = Rp13.000.000   x  40%  

 = Rp5.200.000   

Tahun 
Jumlah 
Terdepresiasi 

Tarif 
Biaya 
Depresiasi 

Akumulasi 
Depresiasi 

Nilai Buku 

1 13.000.000 40% 5.200.000  5.200.000 7.800.000 

2  7.800.000 40% 3.120.000  8.320.000 4.680.000 

3  4.680.000 40% 1.872.000 10.192.000 2.808.000 

4  2.808.000 40% 1.123.000 11.315.000 1.685.000 

5  1.685.000 40%    685.000 12.000.000 1.000.000 

 
Jika suatu aktiva mempunyai nilai sisa, maka 

depresiasi untuk tahun terakhir dihitung dsb : 

Depresiasi =  Nilai buku awal taun akhir  -  Nilai 

sisa 

3. Metode Unit Produksi 

Merupakan metode perhitungan penyusutan harta 

tetap yang di dasari pada perkiraan kemapuan produksi 

barang yang dihasilkan selama umur manfaat dari harta 

tetap yang bersangkutan. Metode ini bergantung kepada 
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banyaknya produksi yang sudah dihasilkan oleh aktiva 

tersebut (biasanya berupa mesin produksi). 

Penyusutan pertahun : 

 

 

Atau dengan rumus 

 

 

 

Contoh : 

PT. Kita membeli mobil bekas seharga Rp 600.000 dan 

mengeluarkan Rp 150.000 sebagai biaya reparasi. Berapa 

depresiasinya dan nilai buku pada akhir tahun kedua mobil 

tersebut mempunyai nilai sisa Rp 150.000 dan taksiran 

umur manfaat 85.000 km lagi, pada tahun pertama mobil 

dipakaisejauh 12.000 km dan tahun kedua menempuh 

14.000km. 

Jawab  

Depresiasi perunit  = 
 Ȣ   Ȣ

Ȣ  
   Ὑὴ χȾὯά 

Depresiasi Tahun 1  = 7  x  12.000 km   =  84.000 

Depresiasi Tahun 2  = 7  x  14.000 km   =  98.000 

Akumulasi depresiasi = 84.000   +  98.000    = 182.000  

Nilai Buku akhir tahun ke-2 750.000 - 182.000 =  568.000 

 

 

Total Produksi = Unit Produksi Tahun ke-n  x  (Harga 

Perolehan – Residu) 

Total Produksi = Produksi yang dihasilkan tahun ke-

n x Nilai Terdepresi 
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4. Metode Jam Kerja 

Merupakan metode perhitungan penyusutan harta 

tetap yang di dasari pada perkiraan kemampuan harga 

tetap yang bersangkutan bekerja selama umur manfaatnya. 

Penyusutan pertahun : 

 

 

Ataupun dengan rumus  

 

 

5. Metode Jumlah Angka Tahunan 

Dalam metode ini depresiasi pada periode pertama 

jumlahnya paling besar dan pda periode terakhir 

depresiasinya paling kecil. Jadi, depresiasi setiapperiode 

berkurang sesuai denganjumlah angka tahunan taksiran 

umur manfaatnya. Jika taksiran umur manfaatnya = n 

tahun, maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Depresiasi tahun ke-1 =   x  Nilai Terdepresiasi 

Depresiasi tahun ke-2 =   x Nilai Terdepresiasi 

Depresiasi tahun ke-3 =   x Nilai Terdepresiasi 

Total Jam Kerja = Jam Kerja tahun ke-n x (Harga Perolehan – Residu) 

Total Jam Kerja = Harga Perolehan – Residu  x  (Jam Kerja tahun ke-n) 

ἡ  
ἶἶ
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Seterusnya sampai habis taksiran umur manfaatnya.  

Contoh : 

Sebuah mesin dibeli oleh PT. Texmaco, berapa 

depresiasinya untuk 2 tahun pertamajika mesin punya nilai 

sisa Rp192.000 dan taksiran umur manfaatnya 25 tahun 

dengan harga mesin tersebut adalah Rp1.350.000? 

Jawab 

S  =   = 325 

 

Jumlah terdepresiasi =  Rp1.350.000  -  Rp192.000 

   = Rp1.158.000 

Depresiasi Tahun ke-1=   x  Rp1.158.000 =  89.077 

Tahun ke-2 =   x Rp1.158.000 = 85.513 dan 

seterusnya 
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CONTOH SOAL :  

 

1. Apa yang dimaksud dengan "aset tetap" dalam 

akuntansi pemerintah daerah? Jelaskan perbedaan 

antara aset tetap dan aset non-tetap dalam konteks 

pemerintah daerah. 

2. Sebuah pemerintah daerah membeli tanah dan 

bangunan senilai Rp100.000.000 untuk digunakan 

sebagai kantor pemerintah. Bagaimana pencatatan 

jurnal untuk mencatat akuisisi aset tetap ini dalam 

buku besar pemerintah daerah? 

3. Jelaskan prinsip pengakuan aset tetap (recognition of 

fixed assets) dalam akuntansi pemerintah daerah. 

Kapan aset tetap diakui dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah? 

4. Bagaimana perusahaan pemerintah daerah menghitung 

nilai buku bersih (book value) dari aset tetap yang 

telah mengalami depresiasi? Jelaskan peran depresiasi 

dalam mengurangi nilai aset tetap. 

5. Sebuah pemerintah daerah menerima donasi berupa 

peralatan komputer senilai $50.000 dari seorang 

sponsor. Bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat 

penerimaan peralatan komputer ini sebagai aset tetap? 

6. Jelaskan perbedaan antara biaya perolehan 

(acquisition cost) dan nilai riil (fair value) saat menilai 
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aset tetap. Bagaimana nilai riil dapat memengaruhi 

penilaian aset tetap dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah? 

7. Pemerintah daerah memiliki armada kendaraan yang 

digunakan untuk layanan umum. Bagaimana 

perusahaan pemerintah daerah menghitung dan 

mencatat depresiasi kendaraan ini dalam laporan 

keuangan? 

8. Bagaimana penggunaan analisis aset tetap (fixed asset 

analysis) dapat membantu pemerintah daerah dalam 

mengelola inventaris dan mengidentifikasi kebutuhan 

pemeliharaan atau penggantian? 
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BAB  XI  

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM 
PENGERJAAN  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Penerbitan awal Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 

terjadi pada tanggal 13 Juni 2005, dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Indonesia 

pertama kali menerapkan aturan akuntansi pemerintahan 

sejak kemerdekaannya. . Penerbitan SAP semakin 

memperkuat pentingnya peran akuntansi dalam pelaporan 

keuangan pemerintah. Penerapan SAP ini sudah sangat 

dinantikan menyusul adanya penegasan yang dituangkan 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000, 

pada angka 35, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus 

berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah 

provinsi terkait. 

Akuntansi Konstruksi dalam industri konstruksi 

dirancang untuk meningkatkan pemahaman Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk 

memberikan analisis akademis akuntansi konstruksi dalam 



A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  193 
 

konteks standar akuntansi pemerintahan. Ini akan 

mencakup tinjauan komprehensif paragraf standar dan 

penjelasan dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan. 

Tujuannya adalah untuk menawarkan referensi berharga 

untuk penerapan praktis Standar Akuntansi Pemerintahan 

dalam industri konstruksi. Penelitian kali ini 

mengungkapkan bahwa SAP yang dituangkan dalam PP 

Nomor 24 Tahun 2005 telah menjadi usang dan digantikan 

oleh SAP yang dituangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. 

SAP revisi ini didasarkan pada prinsip akuntansi akrual dan 

resmi didirikan pada tanggal 22 Oktober. 2010. 

Implementasinya bergantung pada diundangkannya 

peraturan pemerintah terkait. 

B. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Aset tetap pemerintah, seperti bangunan, struktur, 

dan infrastruktur, biasanya diperoleh selama 

pembangunan. Pelaksanaan proyek konstruksi ini dapat 

dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga atau manajemen 

mandiri. Proses pembangunan aset tetap secara alami 

terjadi dalam jangka waktu tertentu. Standar ini wajib 

digunakan oleh entitas akuntansi yang bergerak di bidang 

pembangunan aset tetap, baik untuk kegiatan pemerintah 

maupun masyarakat, terlepas dari apakah pembangunan 

tersebut dilakukan secara internal atau dialihdayakan 

kepada pihak ketiga. 
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Aset dalam pembangunan mengacu pada aset yang 

sedang dalam proses konstruksi. Pembangunan aset 

tersebut dapat dilakukan secara mandiri (swakelola) atau 

diserahkan kepada pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. 

Kontrak konstruksi mengacu pada perjanjian formal yang 

dilaksanakan dengan tujuan eksplisit untuk membangun 

suatu aset atau kombinasinya, yang saling berhubungan 

erat atau bergantung satu sama lain dalam hal desain, 

teknologi, fungsi, atau tujuan utama. 

Entitas yang bertanggung jawab melaksanakan 

pembangunan aset, independen dari pihak utama yang 

terlibat, biasanya disebut sebagai kontraktor. Kontraktor 

berkaitan dengan badan organisasi yang terikat dalam 

perjanjian kontrak untuk membangun aset fisik atau 

memberikan layanan terkait konstruksi atas nama bisnis 

lain, dengan mematuhi persyaratan spesifik yang diuraikan 

dalam kontrak konstruksi. 

Dalam konteks pembangunan aset tetap yang dikelola 

sendiri, tidak jarang terjadi kelebihan bahan setelah 

penyelesaian aset tetap tersebut. Neraca mencatat sisa 

bahan yang tersedia, diklasifikasikan sebagai persediaan. 

Namun, pendokumentasian suatu aset sebagai inventaris 

hanya dilakukan jika sisa nilai investasinya signifikan. 

Kategori Aset Dalam Penyelesaian mencakup berbagai 

aset tetap seperti tanah, peralatan, mesin, bangunan, 
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bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan lain-lain. Aset-aset 

tersebut kini sedang dalam proses akuisisi dan konstruksi 

yang memerlukan jangka waktu penyelesaian tertentu. 

Cara memperoleh barang atau jasa melalui kontrak 

konstruksi biasanya memerlukan jangka waktu tertentu. 

Durasi periode akuisisi dapat bervariasi, baik melebihi atau 

kurang dari satu periode akuntansi. 

C. Kontrak Konstruksi 

Kontrak konstruksi adalah pengaturan formal yang 

secara eksplisit dilaksanakan untuk membangun suatu aset 

atau kumpulan kepemilikan yang saling berhubungan erat 

atau saling bergantung mengenai desain, teknologi, fungsi, 

tujuan, dan pemanfaatan utamanya. 

Perjanjian konstruksi berpotensi dinegosiasikan untuk 

membangun aset tunggal, seperti jembatan, bangunan, 

bendungan, pipa, jalan, kapal, atau terowongan. Kontrak 

konstruksi juga dikaitkan dengan investasi yang 

menunjukkan hubungan erat atau saling ketergantungan 

mengenai desain, teknologi, fungsi, atau tujuan utama dan 

pemanfaatan. Kontrak ini mencakup banyak proyek, seperti 

pembangunan kilang minyak, pengembangan jaringan 

irigasi, dan pembuatan komponen rumit untuk manufaktur 

atau peralatan. 

PSAP 08 mencakup serangkaian kontrak konstruksi 

yang dapat memuat hal-hal sebagai berikut:  



196  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

1. Kontrak mengenai pengadaan jasa yang berhubungan 

langsung dengan perencanaan konstruksi aset, 

misalnya jasa arsitektur. 

2. Kontrak mengenai pengadaan atau pembangunan aset. 

3. Kontrak mengenai pengadaan jasa yang terkait 

langsung dengan pengawasan aset konstruksi, 

termasuk manajemen konstruksi dan rekayasa nilai.  

4. Kontrak mengenai pembongkaran atau restorasi aset, 

serta restorasi lingkungan hidup. 

D. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi 

Kontrak konstruksi berpotensi mencakup pengadaan 

satu kategori aset atau beberapa pembelian. Misalkan 

suatu kontrak konstruksi mencakup pengadaan banyak 

aset, dimana unsur-unsur dari aset tersebut dapat dilihat 

secara individu atau kolektif sebagai suatu kelompok. 

Dalam hal ini, diperbolehkan menganggap setiap konstituen 

atau kelompok sebagai kontrak konstruksi yang berdiri 

sendiri. 

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup banyak aset, 

maka konstruksi setiap pembelian dianggap sebagai kontrak 

konstruksi yang berdiri sendiri, dengan ketentuan bahwa 

seluruh kriteria berikut dipenuhi: 

1. Proposal individual telah dibuat untuk masing-masing 

aset. 
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2. Negosiasi independen telah dilakukan untuk setiap 

aset, sehingga kontraktor dan pemberi kerja 

mempunyai keleluasaan untuk menerima atau menolak 

ketentuan kontrak mengenai setiap aset tertentu.  

3. Pengeluaran yang terkait dengan setiap aset dapat 

dilihat dan dipertanggungjawabkan. 

Perjanjian kontrak dapat memasukkan ketentuan 

yang mengizinkan pemberi kerja untuk meminta 

pembangunan aset tambahan, atau kontrak dapat 

dimodifikasi untuk memasukkan pembangunan aset 

tambahan. Dalam hal terdapat struktur tambahan, maka 

aset tersebut dianggap sebagai kontrak konstruksi 

tersendiri dalam kondisi berikut:  

1. Aset tambahan tersebut menunjukkan perbedaan 

substansial dalam desain, teknologi, atau fungsi 

dibandingkan dengan aset yang ditentukan dalam 

kontrak awal.  

2. Harga aset tambahan ditentukan secara independen 

dari harga kontrak awal. 

Dalam banyak kasus, istilah "kontraktor" mencakup 

kontraktor utama dan subkontraktor. Kontraktor utama 

bertanggung jawab atas pembangunan fisik bangunan. 

Sebaliknya, subkontraktor melaksanakan tugas-tugas 

khusus seperti pekerjaan teknik mesin yang melibatkan 

elevator, listrik, atau saluran telepon. Namun demikian, 
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pihak utama yang bertanggung jawab atas keadaan di atas 

adalah kontraktor utama, sedangkan pemerintah, yang 

bertindak sebagai pemberi kerja, hanya bekerja sama 

dengan kontraktor utama. Hal ini karena kontraktor utama 

bertanggung jawab atas pelaksanaan subkontraktor. 

Ketentuan retensi biasanya disertakan dalam kontrak 

konstruksi. Retensi mengacu pada persentase tertentu dari 

total nilai suatu proyek yang ditahan sebagai jaminan 

bahwa kontraktor akan memenuhi kewajiban 

pemeliharaannya dalam jangka waktu yang disepakati 

sebagaimana ditentukan dalam kontrak. 

E. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Menurut PSAP 08, suatu objek dapat diklasifikasikan 

sebagai Aset dalam Penyelesaian jika memenuhi kondisi 

berikut:  

1. Terdapat ekspektasi yang wajar bahwa aset tersebut 

akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. 

2. Biaya yang terkait dengan perolehan aset dapat 

diukur secara akurat.  

3. Aset tersebut sedang dalam proses pembangunan. 

Aset Dalam Penyelesaian dikategorikan sebagai aset 

tetap karena tujuan umumnya digunakan dalam operasi 

pemerintah atau melayani masyarakat dalam jangka waktu 

yang lama. 
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Menyelesaikan konstruksi biasanya memerlukan 

durasi yang lama dan memerlukan investasi finansial yang 

besar. Oleh karena itu, remunerasi untuk kontrak bangunan 

umumnya difasilitasi melalui persyaratan tertentu. Proses 

penagihan untuk jangka waktu tertentu dapat dimulai 

setelah pencapaian yang telah ditentukan dalam perjanjian 

konstruksi telah tercapai. Bagian akhir dari proyek ini akan 

dialihkan ke pemberi kerja, yang merupakan pemerintah, 

dan perjanjian serah terima kerja yang komprehensif akan 

dibuat. Pembayaran akan dikeluarkan berdasarkan 

notulensi acara yang tercatat. Proses di atas akan berlanjut 

hingga konstruksi selesai sepenuhnya. Setiap pemberian 

imbalan akan mengakibatkan pengakuan tambahan aset 

tetap dalam Konstruksi dalam Penyelesaian. 

Mengidentifikasi aset-aset ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan buku harian yang sesuai. 

Pemindahan Aset dalam Penyelesaian ke akun aset 

tetap yang bersangkutan terjadi bila kondisi yang 

ditentukan terpenuhi. 

1. Proses konstruksi telah mencapai tahap penyelesaian 

yang signifikan.  

2. Proyek dapat memberikan manfaat dan layanan yang 

selaras dengan tujuan akuisisi. 
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Setelah pekerjaan konstruksi dianggap selesai dan 

sesuai untuk peruntukannya, Aset Dalam Penyelesaian 

dipindahkan ke kategori aset tetap yang sesuai. 

Misalkan pembangunan fisik suatu proyek belum 

selesai pada saat pembangunan aset tetap, namun telah 

terjadi pengeluaran yang berhubungan langsung dengan 

pembangunan proyek tersebut. Dalam hal ini, pencatatan 

biaya-biaya tersebut sebagai kapitalisasi biaya 

pengembangan (KDP) untuk masing-masing aset diperlukan. 

F. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Sesuai dengan paragraf 15 PSAP 08, pengalihan PPK 

(Kapital Dana Pihak Ketiga) akan terjadi ke akun aset tetap 

yang sesuai pada saat proyek konstruksi telah mencapai 

tingkat penyelesaian yang signifikan dan mampu 

memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. tujuan akuisisi. Dokumen utama yang secara 

formal mengakui pemenuhan Program Pengembangan 

Pengetahuan (KDP) adalah Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan, yang juga dikenal sebagai BAPP (Pengarahan 

dan Persetujuan Rencana Proyek). Oleh karena itu, proses 

pembangunan telah selesai apabila telah diberikan Izin 

Persetujuan Mendirikan Bangunan (BAPP) untuk Rencana 

Pembangunan Utama (KDP). Selain itu, pengakuan aset 

tetap definitif dapat dilakukan dengan memindahkan PPK 

(Titik Keputusan Utama) ke akun aset tetap yang sesuai. 
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Proses pendokumentasian suatu transaksi harus 

mematuhi sistem akuntansi yang telah ditetapkan, yang 

ditentukan oleh pohon keputusan sebagaimana diuraikan di 

bawah ini: 

Berdasarkan bukti transaksional empiris (bukti 

obyektif). Selain itu, jika bukti transaksi yang obyektif 

tidak dapat diperoleh, maka digunakan prinsip substansi di 

atas bentuk. 

Dalam kasus tertentu, mungkin terdapat perbedaan 

dalam proses pencatatan. Mengenai perbedaan 

penyelesaian PPK, pedoman yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut: 

Apabila suatu aset telah selesai dikerjakan, diperoleh 

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan telah mulai 

digunakan oleh Satuan Kerja/SKPD, maka secara resmi aset 

tersebut didokumentasikan sebagai Aset Tetap Definitif. 

Misalkan aset tetap telah selesai dibangun dan telah 

diperoleh Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, namun 

satuan kerja atau SKPD belum memanfaatkan aset tetap 

tersebut. Dalam hal ini, aset tersebut diklasifikasikan dan 

didokumentasikan sebagai Aset Tetap definitif. 

Apabila aset tersebut telah selesai seluruhnya, yang 

dibuktikan dengan bukti yang dapat dipercaya (walaupun 

tidak ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan), dan telah 
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dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut tetap 

tergolong PPK dan masuk dalam CaLK. 

Apabila sebagian dari aktiva tetap yang telah 

dibangun telah selesai dibangun dan mulai digunakan, maka 

bagian yang telah dimanfaatkan tetap diakui sebagai PPK. 

Jika suatu aset tetap, tepatnya aset yang sedang 

dibangun, mengalami penyelesaian sebagian dan kemudian 

mengalami kerugian karena keadaan yang meringankan 

seperti bencana alam atau force majeure, maka 

penanggung jawab aset tersebut dapat menyatakan bahwa 

kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari bencana 

alam tersebut. atau keadaan kahar. Penegasan ini 

memungkinkan untuk menghapuskan Aset dalam 

Penyelesaian. 

Jika BAST (Taksonomi Bangunan dan Struktur) sudah 

ada, namun pekerjaan konstruksinya belum sepenuhnya 

dilaksanakan, maka akan diakui sebagai 6 PPK (Proyek 

Pembangunan yang Diketahui). 

G. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Dalam kondisi tertentu, kemajuan Proyek 

Pengembangan Pengetahuan (PPK) mungkin terhambat 

karena kurangnya sumber daya keuangan, keadaan politik 

yang ada, atau keadaan yang tidak terduga. Penghentian 

PPK dapat diwujudkan dalam dua bentuk: sementara dan 

permanen. Jika pembangunan Proyek Pembangunan Utama 
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(KDP) dihentikan sementara, biasanya PPK tetap diakui di 

neraca. Lebih lanjut, kejadian ini patut disebutkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, misalkan 

penghentian pembangunan PPK dimaksudkan untuk bersifat 

permanen karena perkiraan tidak adanya manfaat ekonomi 

di masa depan atau alasan lain yang dapat dibenarkan. 

Dalam hal ini, menghapus PPK dari neraca sangatlah 

penting. Selain itu, kejadian ini harus diungkapkan secara 

wajar dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

H. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Menurut Paragraf 17 PSAP No. 7, perlakuan akuntansi 

untuk Aset dalam Penyelesaian meliputi pencatatan 

sebesar biaya perolehannya. Ini mencakup biaya konstruksi 

dan biaya tambahan yang dapat dikaitkan langsung dengan 

aktivitas konstruksi yang terkait dengan aset tertentu yang 

sedang dibangun. Penentuan harga perolehan bergantung 

pada pendekatan yang digunakan pada tahap konstruksi 

aset tetap, yaitu apakah dilakukan melalui pengelolaan 

sendiri atau melalui kontrak konstruksi. 

1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola 

Misalkan manajemen mandiri bertanggung jawab atas 

pembangunan aset tetap. Dalam hal ini, biaya perolehan 

dapat ditentukan dengan mempertimbangkan seluruh biaya 

langsung dan tidak langsung yang timbul sampai pembelian 

tersebut siap digunakan. Pengeluaran ini mencakup biaya 
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bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya 

perencanaan, biaya pengawasan, biaya perizinan, dan 

biaya yang terkait dengan pengosongan dan pembongkaran 

bangunan yang ada di lahan pengembangan yang ditunjuk. 

Pengukuran biaya konstruksi yang dikelola sendiri hanya 

berdasarkan nilai moneter yang telah dikeluarkan, tanpa 

mempertimbangkan sisa dana yang diperlukan untuk 

menyelesaikan proyek. 

Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan konstruksi 

mencakup berbagai elemen, seperti: 

a. Biaya pekerja lapangan, yang memuat biaya 

pengawas dan personel lain yang terlibat dalam 

proses konstruksi.  

b. Biaya bahan yang digunakan dalam proyek konstruksi. 

c. Biaya yang berkaitan dengan pengangkutan fasilitas, 

peralatan, dan material ke dan dari lokasi konstruksi.  

d. Biaya yang timbul dari penyewaan fasilitas dan 

peralatan.  

e. Biaya desain dan dukungan teknis terkait langsung 

dengan upaya konstruksi. 

Biaya tidak langsung yang terkait dengan kegiatan 

konstruksi mencakup berbagai biaya, termasuk namun 

tidak terbatas pada asuransi (misalnya asuransi kebakaran), 

biaya desain dan bantuan teknis yang tidak terkait dengan 
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proyek konstruksi tertentu, dan biaya lain yang dapat 

diidentifikasi, seperti biaya inspeksi. 

Pengeluaran tersebut dialokasikan secara sistematis 

dan logis, memastikan penerapan yang konsisten pada 

semua biaya yang memiliki atribut serupa. Pendekatan 

yang disarankan untuk alokasi biaya adalah metode rata-

rata tertimbang yang mempertimbangkan proporsi biaya 

langsung. Nilai pembinaan melalui swakelola mencakup 

berbagai unsur, antara lain :  

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

b. konstruksi; B. Harga yang berlaku untuk kegiatan 

umum dan dapat dibebankan pada proyek konstruksi; 

dan  

c. Biaya-biaya lain dikeluarkan secara eksplisit untuk 

usaha konstruksi tertentu. 

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan 

metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara 

konsisten pada semua biaya yang mempunyai  karakteristik  

yang  sama.  Metode  alokasi  biaya  yang  dianjurkan adalah 

metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya 

langsung. 

Nilai konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola 

antara lain meliputi:  

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

konstruksi; 
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b. Biaya  yang  dapat  diatribusikan  pada  kegiatan  pada  

umumnya  dan  dapat dialokasikan ke konstruksi 

tersebut; dan 

c. Biaya  lain  yang  secara  khusus  dibayarkan  

sehubungan  konstruksi  yang bersangkutan. 

2. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi 

Apabila kontraktor melaksanakan pembangunan 

berdasarkan kontrak konstruksi, maka unsur-unsur nilai 

perolehan PPK sebagaimana dituangkan dalam PSAP 08 Ayat 

21 meliputi:  

a. Bagian dari jumlah kontrak yang telah dicairkan 

kepada kontraktor, sesuai dengan luasnya pekerjaan 

yang diselesaikan;  

b. Liabilitas terutang kepada kontraktor atas pekerjaan 

yang telah disetujui namun belum dibayar pada 

tanggal pelaporan.  

c. Pencairan dana kepada kontraktor atau pihak ketiga 

untuk memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam 

perjanjian konstruksi. 

Entitas yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi 

terdiri dari kontraktor utama dan subkontraktor. Meskipun 

demikian, tanggung jawab utama ada pada kontraktor 

utama, sedangkan pemerintah, yang bertindak sebagai 

pemberi kerja, hanya berinteraksi dengan kontraktor 

utama. 
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Pencairan dana yang dilakukan oleh kontraktor utama 

kepada subkontraktor tidak berdampak pada pemerintah. 

Pembayaran kontrak konstruksi seringkali dicairkan secara 

progresif, bergantung pada tingkat pemenuhan yang 

ditetapkan dalam perjanjian konstruksi. Setiap 

pembayaran yang dilakukan didokumentasikan sebagai 

kenaikan nilai PPK. 

Klaim dapat terjadi karena banyak faktor, seperti 

keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, cacat 

dalam spesifikasi atau desain, dan perbedaan pendapat 

mengenai penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak. 

Penegasan ini tentunya akan berdampak pada penilaian 

yang diberikan kepada PPK. 

3. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman 

Menurut Paragraf 17 PSAP No. 7, perlakuan akuntansi 

untuk Aset dalam Penyelesaian meliputi pencatatan 

sebesar biaya perolehannya. Ini mencakup biaya konstruksi 

dan biaya tambahan yang dapat dikaitkan langsung dengan 

aktivitas konstruksi yang terkait dengan aset tertentu yang 

sedang dibangun. Penentuan harga perolehan bergantung 

pada pendekatan yang digunakan pada tahap konstruksi 

aset tetap, yaitu apakah dilakukan melalui pengelolaan 

sendiri atau melalui kontrak konstruksi. 

Jika konstruksi didanai melalui pinjaman, maka 

setiap biaya yang terkait dengan pinjaman yang diperoleh 
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selama tahap konstruksi diperlakukan sebagai belanja 

modal dan dimasukkan dalam keseluruhan biaya konstruksi, 

dengan ketentuan bahwa biaya-biaya tersebut dapat 

diidentifikasi secara akurat dan dapat dipastikan dengan 

andal. Biaya pinjaman mencakup biaya yang terkait dengan 

bunga dan biaya lain dari pinjaman yang digunakan untuk 

mendanai proyek konstruksi. Kapitalisasi biaya pinjaman 

tidak boleh melebihi pembayaran biaya bunga selama 

jangka waktu yang bersangkutan. 

Sebagai gambaran, pinjaman yang digunakan untuk 

mendanai pembangunan menimbulkan beban bunga 

sebesar Rp5.000.000. Akibatnya, biaya-biaya ini akan 

menambah nilai proyek konstruksi yang sedang berjalan. 

Kapitalisasi biaya pinjaman paling banyak sebesar total 

beban bunga yang timbul selama waktu yang bersangkutan. 

Pada tahun 20x1, hanya bunga pinjaman sebesar Rp 

2.000.000- yang dapat dikapitalisasi, padahal bunga asli 

selama pinjaman 5 tahun adalah Rp 10.000.000-. 

Ketika pinjaman digunakan untuk mendanai 

perolehan banyak aset dalam jangka waktu tertentu, biaya 

yang terkait dengan pinjaman untuk periode tersebut 

didistribusikan ke seluruh pengeluaran biaya konstruksi 

setiap aset dengan menggunakan pendekatan rata-rata 

tertimbang. Telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar 

Rp700.000.000 untuk membiayai perolehan aset A senilai 
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Rp200.000.000; aset B senilai Rp400.000.000; dan aset C 

senilai Rp 100.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 

sebesar Rp 14.000.000. Alokasi biaya bunga pada masing-

masing aset adalah sebagai berikut: 

• Aset A  : 2/7 x Rp 14.000.000   = Rp    4.000.000,- 

• Aset B   : 4/7 x Rp 14.000.000   = Rp    8.000.000,- 

• Aset C   :  1/7 x Rp 14.000.000   =  Rp    2.000.000.- 

Total biaya bunga                              Rp  14.000.000,- 

Misalkan operasi konstruksi dihentikan sementara 

karena alasan yang tidak berhubungan dengan peristiwa 

force majeure. Dalam hal ini, biaya-biaya yang timbul 

berupa biaya pinjaman selama masa penghentian 

sementara diperlakukan sebagai belanja modal. 

Penghentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat 

timbul karena banyak faktor, termasuk keadaan force 

majeure atau intervensi dari pemberi kerja atau badan 

yang berwenang karena berbagai alasan. Jika pemutusan 

hubungan kerja terjadi karena campur tangan pemberi 

kerja atau pejabat, biaya yang terkait dengan pinjaman 

selama masa pemberhentian sementara diubah menjadi 

modal. Sebaliknya, apabila penghentian sementara 

tersebut disebabkan oleh keadaan force majeure, maka 

biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi diakui sebagai 

beban bunga selama jangka waktu yang bersangkutan. Oleh 
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karena itu, beban bunga tidak termasuk dalam penilaian 

aset. 

Kontrak konstruksi dapat mencakup berbagai kategori 

aset, yang masing-masing dapat diidentifikasi secara jelas. 

Hal ini mencakup pengembangan sumber daya tambahan 

sesuai permintaan pemerintah, yang menunjukkan 

perbedaan mencolok dalam hal desain, teknologi, atau 

tujuan dibandingkan dengan sumber daya yang ditentukan 

dalam perjanjian awal. Biaya sumber daya tambahan ini 

ditentukan secara independen dari harga kontrak awal. 

Jika berbagai tugas ini dilaksanakan pada interval waktu 

yang berbeda, biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya 

berkaitan dengan bagian kontrak konstruksi atau aktivitas 

tertentu yang belum selesai. Biaya pinjaman tidak lagi 

diperhitungkan dalam bagian akhir pekerjaan. 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Jelaskan perbedaan antara metode pengakuan 

pendapatan dalam proyek konstruksi berbasis akrual 

dan berbasis kas dalam akuntansi pemerintah daerah. 

2. Sebuah pemerintah daerah memulai proyek 

pembangunan jalan senilai Rp.1.500.000.000 

Bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat 

pengakuan pendapatan dalam buku besar pemerintah 

daerah pada tahap awal proyek? 

3. Apa yang dimaksud dengan "biaya langsung" dan "biaya 

tidak langsung" dalam proyek konstruksi? Berikan 

contoh untuk masing-masing. 

4. Bagaimana pemerintah daerah menghitung biaya 

konstruksi yang sebenarnya (actual construction costs) 

dalam proyek konstruksi? Jelaskan pentingnya 

pemantauan biaya dalam akuntansi konstruksi. 

5. Sebuah pemerintah daerah menerima hibah federal 

senilai Rp.500.000.000 untuk mendukung proyek 

pembangunan pusat kesehatan. Bagaimana pencatatan 

jurnal untuk mencatat penerimaan hibah ini dalam 

buku besar pemerintah daerah dan bagaimana 

penggunaannya dalam proyek konstruksi? 

6. Jelaskan perbedaan antara metode completed-

contract method dan percentage-of-completion 
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method dalam akuntansi konstruksi. Kapan masing-

masing metode digunakan dalam proyek pemerintah 

daerah? 

7. Bagaimana perusahaan pemerintah daerah menghitung 

dan mencatat biaya bunga yang terkait dengan 

pinjaman yang digunakan untuk mendanai proyek 

konstruksi? Jelaskan peran bunga dalam penghitungan 

biaya proyek. 

8. Apa yang dimaksud dengan "penyelesaian fisik" dalam 

konteks proyek konstruksi pemerintah daerah, dan 

bagaimana pengakuan pendapatan terkait dengan 

penyelesaian fisik ini dalam akuntansi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  213 
 

BAB  XII  

AKUNTANSI KEWAJIBAN  

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Kewajiban terhadap masyarakat luas mencakup 

tanggung jawab mengenai penyediaan manfaat, 

remunerasi, alokasi atau realokasi pendapatan kepada 

entitas lain, dan kewajiban terhadap penyedia layanan 

lainnya. Kewajiban pemerintah juga dapat timbul dari 

perolehan barang dan jasa dari entitas eksternal yang 

belum dibayar setelah tahun fiskal. 

Selain kewajiban di atas, kewajiban kontinjensi 

dicirikan oleh ketidakpastian jumlah dan waktu 

pembayarannya. Kewajiban kontinjensi mengacu pada 

kewajiban yang mungkin timbul dari kejadian masa lalu dan 

bergantung pada realisasi atau tidak terealisasinya satu 

atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak seluruhnya 

berada di bawah kendali suatu entitas. Sebagai gambaran, 

Pemerintah memberikan jaminan untuk menjaga simpanan 

masyarakat di lembaga perbankan, yang rinciannya 

dipublikasikan dalam catatan terlampir pada laporan 

keuangan. 
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B. Definisi Akuntansi Kewajiban 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 

mengatur perlakuan akuntansi atas komitmen pemerintah, 

khususnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan No. 09 (PSAP) yang berkaitan dengan 

akuntansi kewajiban. Kewajiban mengacu pada kewajiban 

keuangan yang timbul dari kejadian masa lalu dan 

mengharuskan Pemerintah untuk mengalokasikan sumber 

daya ekonomi untuk penyelesaiannya, sehingga 

mengakibatkan arus keluar sumber daya. Dalam ranah tata 

kelola, tanggung jawab muncul sebagai konsekuensi dari 

pemanfaatan sumber daya keuangan yang berasal dari 

sumber pinjaman, dan beberapa faktor lainnya. Pinjaman 

ini dapat berasal dari beberapa sumber, termasuk sektor 

publik, lembaga keuangan, pemerintah asing, atau 

organisasi internasional. Tugas pemerintah timbul dari 

berbagai faktor, termasuk komitmen terhadap pegawai 

pemerintah, tanggung jawab terhadap masyarakat luas, 

seperti memberikan tunjangan dan kompensasi, kewajiban 

terhadap entitas lain yang terlibat dalam alokasi atau 

realokasi pendapatan, dan kewajiban terhadap penyedia 

layanan. Kewajiban pemerintah juga dapat timbul dari 

perolehan barang dan jasa dari entitas eksternal yang 

belum dibayar setelah tahun fiskal. 
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Selain kewajiban di atas, kewajiban kontinjensi juga 

ditandai dengan ketidakjelasan jumlah dan jadwal 

pembayaran. Kewajiban kontinjensi mengacu pada 

kewajiban prospektif yang berasal dari kejadian masa lalu 

dan bergantung pada realisasi atau tidak terealisasinya satu 

atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak seluruhnya 

berada di bawah kendali suatu entitas. Sebagai gambaran, 

Pemerintah memberikan jaminan untuk menjaga simpanan 

masyarakat pada lembaga perbankan, yang rinciannya 

dilaporkan dalam catatan terlampir pada laporan 

keuangan. 

Untuk memahami prinsip akuntansi 

pertanggungjawaban, penting untuk memiliki pemahaman 

komprehensif tentang definisi berikut: 

1. Perhitungan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat 

PFK adalah kewajiban pemerintah kepada pihak lain 

yang timbul dari kebijakan pemotongan pajak atau 

pungutan lain yang dilakukan pemerintah, termasuk 

kontribusi terhadap Askes, Taspen, Taperum, dan 

Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Premi mengacu pada selisih antara nilai kini kewajiban 

dan nilai jatuh tempo, yang disebabkan oleh tingkat 

bunga nominal yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tingkat bunga efektif yang lebih tinggi. 
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3. Kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk 

mengubah syarat-syarat perjanjian utang, baik dengan 

atau tanpa menurunkan jumlah seluruh utang, disebut 

dengan restrukturisasi utang.  

4. Menyesuaikan syarat dan ketentuan pengaturan 

kontrak saat ini atau melakukan penjadwalan ulang 

atau penyesuaian kebutuhan utang. Menata ulang 

rencana pembayaran pokok dan bunga yang telah jatuh 

tempo atau menunggak merupakan salah satu cara 

untuk menjadwalkan utang. Pilihan lainnya termasuk 

mengubah jadwal pembayaran atau memperkenalkan 

masa tenggang. 

5. Surat Utang Negara, misalnya Surat Utang Negara 

(SUN), berbentuk surat pengakuan utang dari 

pemerintah. Surat berharga ini dapat dipertukarkan 

dan mempunyai nilai jatuh tempo atau pelunasan pada 

saat diterbitkan. 

6. Surat Perbendaharaan Negara adalah surat utang 

negara dengan pembayaran bunga secara diskonto dan 

jangka waktu paling lama dua belas (dua belas) bulan. 

7. Negara Republik Indonesia menjamin pembayaran 

pokok dan bunga atas surat utang pemerintah yang 

berbentuk surat pengakuan utang dalam rupiah atau 

valuta asing, selama masa berlakunya. 
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C. Klasifikasi Kewajiban 

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. 

1. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban yang tergolong jangka pendek harus 

dilunasi dalam waktu satu setengah tahun sejak tanggal 

pelaporan. Aset lancar akan menyerap kewajiban jangka 

pendek tertentu pada tahun pelaporan berikutnya, seperti 

utang kepada pegawai atau transfer pemerintah. 

Kewajiban jangka pendek tambahan. Misalnya bunga 

pinjaman, utang jangka pendek pihak ketiga, utang yang 

timbul melalui Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian 

kini utang jangka panjang. 

2. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu tahun 

merupakan kewajiban jangka panjang. Pemerintah harus 

mengelompokkan kewajibannya menjadi kewajiban jangka 

pendek dan jangka panjang jika mempunyai utang jangka 

panjang setelah periode akuntansi. 

Misalnya, pada tanggal 1 Juli 2005, Pemerintah Kota 

Pandang Tak Jemu mempunyai hutang jangka panjang 

sebesar Rp10.000.000,- yang harus dibayar kembali dengan 

angsuran tahunan sebesar Rp1.000.000. Pada akhir tahun 

2005, Pemerintah Kota Pandang Tak Jemu terpaksa 
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melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke dalam 

kewajiban jangka pendek sebesar Rp 1.000.000, artinya 

kewajiban jangka panjang kini akan ditampilkan di neraca 

sebesar Rp 9.000.000. 

Pemerintah dapat membiayai kembali atau 

merestrukturisasi kewajibannya yang jatuh tempo jika 

terjadi masalah keuangan. Jika hal ini terjadi, entitas 

pelapor dapat mengklasifikasikan komitmennya sebagai 

liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo dalam waktu 

satu tahun sejak tanggal pelaporan, dengan ketentuan: 

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 

12 (dua belas) bulan; dan 

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali 

(refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka 

panjang; dan 

c. Maksud tersebut didukung  dengan adanya suatu 

perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau 

adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, 

yang diselesaikan sebelum laporan keuangan 

disetujui. 

Konversi kewajiban jangka pendek menjadi 

kewajiban jangka panjang tersebut di atas disajikan dalam 

Catatan Laporan Keuangan. 

Perusahaan pelapor mungkin diharapkan untuk 

membiayai kembali atau memperpanjang beberapa 
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kewajiban yang jatuh tempo pada tahun mendatang. 

Hutang ini dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang 

karena dianggap sebagai komponen pembiayaan jangka 

panjang. Meskipun demikian, kewajiban ini diklasifikasikan 

sebagai item jangka pendek ketika kebijakan pembiayaan 

kembali berada di luar lingkup entitas kecuali penyelesaian 

perjanjian pembiayaan kembali sebelum persetujuan 

laporan keuangan menunjukkan bahwa isi kewajiban pada 

tanggal pelaporan bersifat jangka panjang. 

Perjanjian pinjaman tertentu berisi perjanjian yang, 

jika persyaratan tertentu mengenai situasi keuangan 

peminjam dilanggar, akan mengubah komitmen jangka 

panjang menjadi kewajiban jangka pendek (hutang sesuai 

permintaan). Dalam kondisi demikian, suatu liabilitas 

hanya dikategorikan sebagai jangka panjang jika dan hanya 

jika: 

a. Pemberi pinjaman berjanji tidak akan menuntut 

pembayaran kembali dan  

b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi 

pelanggaran lagi selama dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

Sebagai gambaran, Pemkot harus mengembalikan 

pinjaman ini jika tidak bisa digunakan untuk program. Pada 

tahun 2003, pinjaman ini dibatalkan. Mulai tahun 2008, 

pinjaman ini harus dicicil selama 20 tahun. Diketahui 
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bahwa program tersebut mengalami stagnasi dan baru 

dapat dilaksanakan pada tahun 2006. Oleh karena itu, 

pinjaman ini perlu disajikan sebagai kewajiban jangka 

pendek. 

D. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban 

1. Pengakuan 

Jika kemungkinan besar sumber daya keuangan akan 

digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar dan 

kewajiban tersebut dapat diukur secara akurat, maka 

kewajiban pemerintah diakui. 

Pengakuan tanggung jawab sangat bergantung pada 

prasyarat kejadian sebelumnya. Suatu entitas terkena 

dampak finansial akibat kejadian ini. Peristiwa yang 

dimaksud dapat berupa peristiwa eksternal yang 

melibatkan interaksi suatu entitas dengan lingkungannya, 

seperti transaksi dengan entitas lain, atau peristiwa 

internal yang terjadi di dalam entitas, seperti kewajiban 

yang timbul kepada pegawai organisasi pemerintah akibat 

pemerintah tidak membayar imbalan kerja. 

Pada saat uang pinjaman diterima atau timbul 

kewajiban, maka kewajiban dicatat. Seseorang mungkin 

bertanggung jawab atas: 

a. Transaksi pertukaran (exchange transactions); 

b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange 

transactions ), dimana pemerintah belum 
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melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode 

akuntansi; 

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah 

(government-related events ); dan 

d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-

acknowledged events). 

Masing-masing pihak dalam transaksi harus 

menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, karena 

terjadi pertukaran. Ada dua janji timbal balik untuk 

memberikan sumber daya, atau aliran sumber daya. Ketika 

salah satu pihak menerima produk atau layanan sebagai 

imbalan atas janji pemerintah untuk menyediakan dana 

atau sumber daya lainnya di masa depan, transaksi tersebut 

dianggap sebagai kewajiban. 

2. Pengukuran Kewajiban 

Hutang didokumentasikan sebesar jumlah 

nominalnya. Kewajiban dalam mata uang asing 

dikonversikan ke dalam rupiah. Pada tanggal neraca, kurs 

tengah bank sentral digunakan untuk penjabaran valuta 

asing. 

Sebagaimana halnya dengan nilai yang tertera pada 

surat utang pemerintah, nilai nominal kewajiban 

merupakan nilai kewajiban pemerintah pada saat transaksi 

pertama kali diselesaikan. Nilai tercatat liabilitas 

disesuaikan dengan arus ekonomi selanjutnya, seperti 
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transaksi pembayaran, penyesuaian penilaian yang 

disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dan 

modifikasi lain yang tidak terkait dengan perubahan nilai 

pasar. 

Nilai nominal diterapkan sesuai dengan atribut 

masing-masing item saat mengevaluasi liabilitas. 

a. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) 

Pemerintah mencatat komitmen tersebut sebagai 

utang dalam neraca atas barang dan jasa yang telah 

diterima namun belum dibayar, termasuk barang yang 

menjadi haknya namun dalam perjalanan. 

Sebagai gambaran, kontraktor membangun gedung 

atau mesin sesuai persyaratan yang dituangkan dalam 

kontrak pemerintah. KONTRAKTOR TELAH MENYELESAIKAN 

Proyek Tahap I dan menyerahkannya kepada pemerintah. 

Hingga akhir tahun, jumlah total tagihan termin I belum 

terbayar. 

Penyajiannya harus dipisahkan dari kewajiban kepada 

lembaga non pemerintah jika keseluruhan kewajiban 

mencakup utang dari transaksi antar unit pemerintah. 

b. Utang Bunga (Accrued Interest ) 

Bunga yang harus dibayar atas pinjaman pemerintah 

dilaporkan sebesar jumlah total bunga yang masih harus 

dibayar namun belum dibayar. Tagihan yang dimaksud bisa 

timbul baik dari utang pemerintah dalam negeri maupun 
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luar negeri. Setelah setiap periode pelaporan, bunga 

pinjaman pemerintah harus dicatat sebagai bagian dari 

kewajiban jangka pendek. 

Pedoman pengukuran dan penyajian utang berbunga 

di atas juga berlaku untuk surat utang negara yang 

diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan 

kabupaten) dan pemerintah federal sebagai Surat Utang 

Negara (SUN). 

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Setelah masa pelaporan, sisa pungutan dan 

pemotongan PFK yang belum dicairkan kepada pihak yang 

berhak harus dicatat sebagai utang di neraca dalam jumlah 

yang belum dibayar. 

Pajak dan pemotongan PFK pemerintah harus 

dibagikan kepada pihak lain dengan jumlah yang setara 

dengan jumlah yang dibebankan dan dipotong. Pada akhir 

periode pelaporan, biasanya terdapat saldo pajak dan 

pemotongan yang belum dibayarkan kepada pihak lain. Sisa 

pungutan/pengurangan yang masih terutang sebagai utang 

PFK harus dicantumkan dalam neraca. 

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal pelaporan merupakan nilai yang 

dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian utang 

jangka panjang dalam jangka waktu satu tahun. Misalnya, 
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tertera nilai nominal pinjaman obligasi sebesar Rp 1 miliar 

yang akan jatuh tempo tahun depan. 

e. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities ) 

Kewajiban lancar yang tidak tercakup dalam jenis 

utang jangka pendek sebelumnya disebut kewajiban lancar 

lainnya. Kewajiban lancar tambahan ini mencakup biaya-

biaya yang harus dibayar pada saat laporan keuangan 

disusun. Pengukuran setiap item dimodifikasi untuk 

memperhitungkan persyaratan unik setiap posisi; misalnya, 

gaji karyawan dievaluasi berdasarkan jumlah sisa hutang 

atas layanan yang diberikan. 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan "kewajiban" dalam 

konteks akuntansi pemerintah daerah. Sebutkan jenis-

jenis kewajiban yang biasa ditemui dalam akuntansi 

pemerintah daerah. 

2. Sebuah pemerintah daerah mengambil pinjaman dari 

bank senilai Rp.2.000.000.000 untuk membiayai proyek 

infrastruktur. Bagaimana pencatatan jurnal untuk 

mencatat pinjaman ini dalam buku besar pemerintah 

daerah? 

3. Jelaskan prinsip pengakuan kewajiban (recognition of 

liabilities) dalam akuntansi pemerintah daerah. Kapan 

kewajiban diakui dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah? 

4. Bagaimana perusahaan pemerintah daerah menghitung 

dan mencatat bunga yang terkait dengan pinjaman 

yang diambil? Jelaskan pentingnya pencatatan bunga 

dalam akuntansi kewajiban. 

5. Sebuah pemerintah daerah memiliki kewajiban pensiun 

sebesar Rp.550.000.000 kepada pegawai yang akan 

pensiun. Bagaimana pencatatan jurnal untuk mencatat 

kewajiban pensiun ini dalam buku besar pemerintah 

daerah? 
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6. Jelaskan perbedaan antara kewajiban lancar (current 

liabilities ) dan kewajiban jangka panjang (long-term 

liabilities ) dalam akuntansi pemerintah daerah. 

Berikan contoh untuk masing-masing. 

7. Pemerintah daerah menerima pendapatan di muka 

(unearned revenue) sebesar Rp.150.000.000 dari warga 

untuk layanan yang akan diberikan dalam beberapa 

bulan ke depan. Bagaimana pencatatan jurnal untuk 

mencatat pendapatan di muka ini sebagai kewajiban? 

8. Bagaimana penggunaan analisis kewajiban (liabilities 

analysis) dapat membantu pemerintah daerah dalam 

mengelola dan mengontrol kewajiban serta mengelola 

aliran kas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  227 
 

BAB  XIII  

AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD  

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Untuk menjalankan tugas operasionalnya, bisnis 

memerlukan aset tidak berwujud. Hak, manfaat, dan 

keunggulan kompetitif dari kepemilikan aset tahan lama 

tanpa bentuk fisik tertentu tidak berwujud. Kontrak, 

lisensi, atau dokumen hukum dapat menunjukkan 

kepemilikan aset tidak berwujud. Aset tidak lancar yang 

dikategorikan dan disajikan sebagai aset lain-lain di neraca 

termasuk aset tidak berwujud. 

Penjelasan mendasar ini dapat menyebabkan 

kesalahan pencatatan transaksi yang melibatkan aset tidak 

berwujud. Aturan akuntansi juga harus menjelaskan 

pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian 

aset tidak berwujud dalam laporan keuangan. Penjelasan 

ini harus dimasukkan dalam neraca. Selain itu, perlakuan 

khusus dapat diberikan dalam beberapa kasus, seperti 

amortisasi, penghentian, dan penghapusan. 
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B. Pengertian Aset Tak Berwujud 

Hak, manfaat, dan keunggulan kompetitif dari 

kepemilikan aset tahan lama tanpa bentuk fisik tertentu 

tidak berwujud. Kontrak, lisensi, atau dokumen hukum 

dapat menunjukkan kepemilikan aset tidak berwujud. 

Seseorang dapat memperoleh aset tidak berwujud dari: 

1. Pemerintah — seperti hak paten, hak cipta, franchise, 

merek dagang dan nama dagang. 

2. Perusahaan lain — misalnya pembelian yang mencakup 

pembayaran untuk goodwill. 

3. Penjualan tertentu — seperti franchise dan lease. 

Aset tak berwujud merupakan aset non-keuangan 

yang dapat diidentifikasi tanpa memiliki bentuk fisik pada 

PSAK 19 paragraf 8 (diperbarui 2009). Aset ini dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyerahan barang atau 

jasa, untuk tujuan administratif, atau untuk disewakan 

kepada pihak lain. Aset tetap yang tidak berwujud hanya 

diakui jika dan ketika: 

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh 

manfaat ekonomis masa depan dari Aset tersebut, dan 

2. Biaya perolehan aset tersebut dapat dikur secara 

andal. 

Akuntansi untuk aset tidak berwujud sering kali 

mengikuti akuntansi aset tetap. Seperti halnya aset tetap, 

aset tak berwujud juga dinilai berdasarkan biaya 
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fundamentalnya, yang secara logis dan metodis 

dikurangkan selama masa manfaat aset tersebut. Nilai buku 

aset tidak berwujud dihapuskan dari pembukuan jika aset 

tersebut dihentikan pada suatu saat, dan keuntungan atau 

kerugian apa pun dari penghentian tersebut juga dicatat. 

Ada beberapa perbedaan ketika membandingkan 

akuntansi aset tidak berwujud dengan akuntansi aset tetap. 

Amortisasi, bukan penyusutan, digunakan untuk menghapus 

aset tidak berwujud. Akun Aset Tak Berwujud yang 

bersangkutan dikredit, dan akun Beban Amortisasi didebit 

untuk mencerminkan amortisasi aset tak berwujud. 

Alternatifnya, Anda dapat mengkredit akun Akumulasi 

Amortisasi serupa dengan akumulasi penyusutan aset tetap. 

Namun, sebagian besar bisnis memilih pendekatan 

langsung: segera mengkredit akun Aset Tak Berwujud. 

Perbedaan kedua adalah jangka waktu amortisasi aset tidak 

berwujud tidak boleh lebih dari 40 tahun. Aset tak 

berwujud, misalnya, amortisasinya harus tersebar selama 

40 tahun jika masa manfaatnya adalah 60 tahun. Meskipun 

demikian, masa manfaat suatu aset tidak berwujud akan 

dimanfaatkan jika kurang dari empat tahun. Peraturan ini 

menjamin bahwa seluruh aset tidak berwujud, terutama 

aset yang tidak mempunyai masa manfaat tertentu, segera 

dihapusbukukan. 
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Berbeda dengan aset tetap dengan beberapa metode 

amortisasi, aset tidak berwujud hanya memiliki satu teknik 

garis lurus. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit untuk 

membandingkan cara berbagai organisasi menangani aset 

tak berwujud dalam akuntansi mereka. 

C. Karakteristik Aset tidak Berwujud 

Aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, 

yaitu : 

1. Aset tidak berwujud, berbeda dengan aset berwujud 

seperti properti, pabrik, dan peralatan, tidak memiliki 

bentuk fisik melainkan menerima nilainya dari hak dan 

keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang 

menggunakannya. 

2. Instrumen keuangan tidak ada. Aset seperti deposito 

bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang 

pada obligasi dan saham tidak memiliki bentuk fisik, 

namun tidak dikategorikan sebagai aset tidak 

berwujud. Aset ini dapat diklasifikasikan sebagai 

instrumen keuangan karena memperoleh nilainya dari 

hak menerima kas atau setara kas di masa depan. 

3. Aset tidak berwujud, yang sifatnya jangka panjang dan 

rentan terhadap amortisasi, menawarkan jasa dalam 

jangka waktu yang lama. Biasanya, investasi pada aset 

ini dialokasikan ke periode berikutnya menggunakan 

biaya amortisasi berkala. 
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Perlakuan akuntansi atas aset tidak berwujud 

menghadirkan tantangan serupa dengan investasi jangka 

panjang lainnya. Tantangan-tantangan ini termasuk 

menetapkan nilai tercatat awal, memperhitungkan 

perubahan nilai selanjutnya akibat operasi bisnis normal 

(amortisasi), dan mengatasi penurunan nilai yang signifikan 

dan berkelanjutan. 

D. Klasifikasi dan Prinsip Akuntansi Dasar Aset Tak 

Berwujud 

1. Klasifikasi Aset Tak Berwujud 

a. Cara akuisisi ( manner of acquisition  ). Aset tidak 

berwujud dapat diperoleh dengan memperoleh 

informasi akurat dari sumber lain. Memperoleh 

waralaba atau paten dari pihak ketiga sama dengan 

melakukan transaksi hak kepemilikan. Metode 

alternatif untuk memperoleh aset tidak berwujud 

adalah perolehan internal melalui aktivitas 

operasional, seperti pembuatan paten dan merek 

dagang. 

b. Dapat diidentifikasi ( identifiability ). Aset tak 

berwujud tertentu dapat dibedakan dan diakui 

secara independen dari komponen lain dalam 

organisasi. Contoh ilustratif mencakup paten, 

merek dagang, dan hak waralaba. Aset tak berwujud 

adalah aset yang bentuk fisiknya tidak dapat 
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dipisahkan, namun nilainya dapat dipastikan 

berdasarkan nilai aset yang bersangkutan. Salah 

satu contohnya adalah Goodwill, yang dibedakan 

berdasarkan berbagai kriteria, seperti kesetiaan 

konsumen terhadap keunggulan produk 

dibandingkan kepemilikan eksklusif. 

c. Dapat  dipertukarkan  (exchangeability ).  Aset tak 

berwujud tertentu mempunyai sifat dapat 

dipindahtangankan sehingga memungkinkan 

terjadinya jual beli melalui proses pertukaran. 

Contoh ilustratif mencakup paten, merek dagang, 

dan waralaba. Selain dijual, aset berwujud dapat 

ditukar melalui cara alternatif dalam konteks 

korporasi. Salah satu ilustrasinya dapat dilihat pada 

bidang pengeluaran organisasi. Selain korporasi, 

tidak ada kepentingan dari entitas lain untuk 

memperoleh biaya administrasi tersebut secara 

individual. Goodwill adalah contoh ilustratif dari 

aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi 

dan tidak dapat ditukar. Nilai Goodwill bergantung 

pada integrasi atau keterkaitannya dengan 

pembelian tambahan, dan perolehannya hanya 

dapat dilakukan melalui akuisisi aset lain secara 

simultan. 
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d. Periode manfaat yang diharapkan (period of 

expected benefit ). Aset tak berwujud tertentu, 

seperti biaya yang berkaitan dengan aktivitas 

organisasi, diperkirakan akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan untuk jangka waktu 

yang tidak ditentukan. Sebagai gambaran, perlu 

diketahui bahwa suatu paten mempunyai jangka 

waktu hukum selama 17 tahun. Sebaliknya, jangka 

waktu penggunaan infrastruktur ditentukan secara 

eksplisit dalam perjanjian sewa guna usaha. 

2. Prinsip Akuntansi Dasar untuk Aset tak berwujud 

Metode dan teknik yang digunakan dalam akuntansi 

untuk aset tidak berwujud sebanding dengan yang 

digunakan untuk aset tidak berwujud lainnya, seperti 

properti, pabrik, dan peralatan. Ini termasuk: 

a. Gunakan prinsip biaya saat melakukan akuisisi. 

b. Gunakan teknik mencocokkan sepanjang waktu 

tertentu. 

c. Kalau prinsip pendapatan diterapkan, ada disposisi. 

Selisih antara imbalan yang diterima dan keuntungan 

atau kerugian yang diakui pada saat pelepasan. 
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E. Pencatatan dan Penilaian Aset Tidak Berwujud 

Tersebut 

1. Mencatat Biaya Pembelian Aset Tak Berwujud 

Aset tidak berwujud harus didokumentasikan sebesar 

biaya setara kas saat ini pada saat perolehan, sesuai dengan 

prinsip biaya. Harga pembelian, transfer, biaya hukum, dan 

biaya terkait akuisisi lainnya sudah termasuk dalam biaya 

ini. Nilai pasar saat ini dari semua perdagangan yang 

dilakukan atau aset yang diperoleh, mana yang lebih mudah 

ditentukan, adalah biaya pembelian. 

2. Pengakuan Aset Tak Berwujud 

Aset tidak berwujud dicatat pada saat perolehan, jika 

kondisi berikut terpenuhi: Investasi tersebut dapat 

membawa manfaat finansial di masa depan bagi orang atau 

bisnis. Biaya akuisisi dapat diukur secara akurat. 

3. Penilaian/Pengukuran Aset Tak Berwujud 

Biaya pembelian aset tidak berwujud menentukan 

pengukuran dan penilaiannya. Setelah diskon dan rabat 

dikurangi, harga pembelian sudah termasuk tarif impor dan 

pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan. Ini adalah 

total biaya pembelian aset tidak berwujud. Segala 

pengeluaran yang terkait langsung dengan persiapan 

dukungan untuk digunakan. 
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F. Mencatat Biaya Aset Tak Berwujud yang Dibuat 

secara Internal 

Bisnis terkadang menghasilkan aset tidak berwujud, 

seperti paten. Biaya yang terkait dengan pembuatan aset 

tidak berwujud hanya akan disebutkan secara eksplisit. 

Dengan demikian, hanya pengeluaran yang terkait dengan 

perolehan paten yang dikapitalisasi sebagai aset, meskipun 

perusahaan mengeluarkan banyak uang untuk penelitian 

guna menghasilkan produk yang dipatenkan. Karena 

keterbatasan ini, biaya dikapitalisasi 

Meskipun biaya yang dikapitalisasi untuk aset tak 

berwujud yang diperoleh melalui transaksi wajar harus 

mencerminkan nilainya, namun aset tak berwujud yang 

dikembangkan secara internal mungkin tidak 

mencerminkan nilainya. Saat mengevaluasi umur aset tidak 

berwujud, ada beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangkan: 

1. Klausul dalam kontrak, undang-undang, atau peraturan 

yang dapat membatasi masa manfaat maksimal. 

2. Klausul pembaharuan atau perpanjangan yang dapat 

mengubah masa manfaat maksimum aset. 

3. Dampak permintaan, keusangan, dan variabel ekonomi 

lainnya yang dapat memperpendek umur manfaat. 

4. Perkiraan umur panjang seorang individu atau tim 

pekerja. 
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5. Tindakan yang diantisipasi oleh pesaing dan pihak lain 

yang mungkin mengurangi keunggulan kompetitif saat 

ini. 

6. Masa manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat 

yang pendek dan tidak dapat diperkirakan. 

7. Jika komponen aset tidak berwujud berbeda dan 

mempunyai umur efektif dan berharga yang berbeda. 

Jarang sekali aset tidak berwujud mempunyai nilai 

sisa karena sifatnya. Penting juga untuk mengamortisasi 

biaya perolehan aset tidak berwujud sesuai dengan 

proyeksi umur manfaatnya, apakah aset tersebut 

mempunyai umur hukum yang tidak terbatas atau umur 

manfaat yang tidak dapat ditentukan. 

G. Jenis-Jenis Aset Tidak Berwujud: 

Menurut Kieso dkk. (2011:623), terdapat berbagai 

jenis aset tidak berwujud, yang biasanya dibagi menjadi 

enam kelompok besar, seperti: 

1. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan 

pemasaran 

Nama dagang dan merek dagang adalah aset tidak 

berwujud yang terkait dengan pemasaran produk atau jasa, 

menurut Kieso dkk. (2011:623-624). Selama digunakan, 

pengguna asli memiliki satu-satunya hak untuk 

menggunakan nama dagang dan merek dagang berdasarkan 

Common Low. Selama sepuluh tahun, pendaftaran pada 
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Kantor Paten dan Merek Dagang menawarkan perlindungan 

hukum abadi. Sehingga bisnis yang menggunakan merek 

dagang atau nama dagang terdaftar dapat mengakui bahwa 

mereka memandangnya memiliki umur yang tidak terbatas. 

Aset tak berwujud yang terkait dengan pelanggan 

dihasilkan dari interaksi bisnis dengan pihak eksternal.  

2. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan 

pelanggan 

Hal ini juga berlaku untuk aset tidak berwujud yang 

memiliki masa manfaat yang tidak ada habisnya. Bisnis 

harus berasumsi bahwa suatu aset tidak memiliki nilai sisa 

kecuali umur ekonomisnya melebihi umur manfaatnya. 624-

625 dalam Kieso (2011) 

Contoh:  

Biaya   6.000.000 

Nilai sisa  (60.000) 

Dasar Amortisasi 5.940.000 

*amortisasi garis lurus dengan masa manfaat 3 tahun : 

(5.940.000/3 =1.980.000) 

1 januari 2023 

Daftar pelanggan   6.000.000 

kas     6.000.000 

(Pembelian daftar pelanggan)  

31 desember 2020, 2021, 2022  

Bebab Amortisasi   1.980.000 
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Daftar pelanggan atau akumulasi amortisasi daftar 

pelanggan    1.980.000 

(Amortisasi)  

3. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni 

Menurut Kieso dkk. (2011: 625), hak cipta 

diberlakukan untuk menjaga hak kepemilikan atas aset tak 

berwujud yang berkaitan dengan seni. Hak cipta seumur 

hidup seorang pencipta diberikan selain tujuh puluh tahun. 

Salah satu pilihannya adalah memonetisasi biaya perolehan 

dan pelestarian hak cipta. Meskipun masa manfaat hak 

cipta biasanya lebih pendek dibandingkan masa hukumnya, 

dunia usaha dianjurkan untuk menghapuskan biaya-biaya 

dalam jangka waktu yang relatif singkat karena sulitnya 

menentukan berapa tahun manfaat tersebut akan 

diperoleh. 

4. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan kontrak 

Menurut Kieso dkk. (2011: 625–626), lisensi, izin 

mendirikan bangunan, hak siar, dan kontrak layanan atau 

pasokan merupakan aset tidak berwujud yang terkait 

dengan pengaturan yang umumnya membentuk waralaba. 

Hak-hak ini berasal dari perjanjian kontrak. Durasi 

waralaba ditentukan secara pasti. Hanya jika pengeluaran 

yang berkaitan dengan pembelian hak operasi 

didokumentasikan barulah aset tersebut dicatat sebagai 

aset tidak berwujud. Biaya waralaba dengan umur terbatas 
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harus disebar ke seluruh bisnis. Amortisasi tidak diperlukan 

kecuali kehidupan tidak terbatas; jika tidak, biaya dicatat. 

Karena pembayaran tahunan berdasarkan kontrak tidak 

berhubungan dengan hak tunai masa depan, maka 

pembayaran tersebut harus diakui sebagai beban 

operasional periode berjalan. 

5. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan 

teknologi 

Paten dan aset tak berwujud lainnya yang terkait 

dengan teknologi sangat erat kaitannya dengan inovasi dan 

kemajuan teknis, sebagaimana dijelaskan oleh Kieso dkk. 

(2011:626). Paten proses dan produk adalah dua kategori 

paten yang berbeda. Hak atas suatu Paten diberikan selama 

20 tahun dan dicatat sebesar harga perolehan; namun, 

biaya penelitian dan pengembangan tidak termasuk karena 

biaya tersebut harus dipotong pada saat transaksi. Biaya 

paten tersebar sepanjang umur hukum atau umur 

praktisnya, mana saja yang lebih dulu. Namun perubahan 

berpotensi memunculkan paten baru. Perusahaan menagih 

biaya hukum dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan 

pembelaan klaim paten sebagai bagian dari biaya 

pembelian paten. Pola pemanfaatan paten harus tercermin 

dalam beban amortisasi. Suatu aset paten harus segera 

dihapuskan ke akun pengeluaran jika kehilangan nilainya 

karena menurunnya produksi dan permintaan. 



240  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

1 januari 2023  

Paten      6.000.000 

kas      6.000.000 

(Biaya hukum atas paten)  

31 desember 2015  

Bebab Amortisasi Paten   1.980.000 

Paten atau akumulasi amortisasi Paten 1.980.000 

(Amortisasi paten) 

6. Goodwill  

Karena goodwill  hanya dapat diidentifikasi dalam 

konteks perusahaan, maka goodwill bersifat sisa dan dapat 

dijual dengan menjual bisnis. Goodwill didefinisikan 

sebagai kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih 

teridentifikasi yang diperoleh. Biaya yang terkait dengan 

penggabungan perusahaan dicatat dalam akun aset tidak 

berwujud yang dikenal sebagai goodwill , dan jumlah 

sisanya dibebankan ke aset tidak berwujud dan bersih yang 

dapat diidentifikasi. & Al. Kieso (2011:629) 

H. Aset Tidak Berwujud Yang Dapat Dipertukarkan 

Aset Tak Berwujud Fungible Aset tak berwujud 

disebut aset karena dapat dijual sendiri atau diakui sebagai 

komponen aset lain. Misalnya, mencakup biaya organisasi, 

merek dagang, hak cipta, paten, dan waralaba. 

1. Hak Paten 
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Hak paten yang dikeluarkan pemerintah adalah hak 

istimewa unik yang memungkinkan pemiliknya 

memproduksi, memasarkan, dan mengawasi ciptaannya 

selama jangka waktu tertentu setelah hak tersebut 

diberikan. Meskipun hak paten biasanya tidak dapat 

diperbarui, masa berlakunya dapat diperpanjang dengan 

dikeluarkannya hak paten baru jika desain dasar penemuan 

asli diperbaiki. 

Biaya perolehan suatu hak paten harus tersebar 

sepanjang masa berlakunya hak tersebut, atau jika lebih 

pendek, selama masa manfaat hak tersebut. Saat 

menghitung masa manfaat, perusahaan harus 

memperhitungkan perkiraan tanggal kapan inovasi tersebut 

akan menjadi usang atau tidak mencukupi, serta unsur-

unsur lain yang dapat membuat hak paten tidak dapat 

dilaksanakan sebelum masa berlakunya berakhir. Sebagai 

contoh penghitungan biaya paten, perhatikan biaya sebesar 

Rp60.000.000,00 yang dibayarkan PT Lajagoe Pustaka 

untuk memperoleh hak paten. Hak tersebut diperkirakan 

akan berguna selama delapan tahun. Dengan harga Rp. 

60.000.000,0 : 8, amortisasi tahunannya adalah Rp. 

7.500.000,0. Berikut ini adalah entri jurnal yang 

mendokumentasikan amortisasi tahunan. 

Des 31 Biaya Paten Rp. 7.500.000 
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Hak Paten ……………Rp. 7.500.000 ( untuk mencatat 

amortisasi hak paten ) 

Biaya paten dikelompokan dalam laporan rugi-laba 

sebagai biaya operasi. 

2. Hak Cipta 

Hak cipta adalah perlindungan yang diberikan 

pemerintah yang memungkinkan pemegangnya untuk 

menciptakan dan memasarkan karya sastra atau seni. 

Biaya yang terkait dengan perolehan dan 

pemeliharaan hak cipta sudah termasuk dalam harga 

pembelian. 

Oleh karena itu, manfaat hak cipta biasanya dibatasi 

oleh jangka waktu manfaatnya. Karena sulitnya 

memastikan umur manfaat suatu hak cipta, hak cipta 

biasanya diamortisasi dalam waktu yang singkat. 

3. Merek Dagang atau Nama Dagang 

Suatu istilah, sekelompok kata, logo, atau simbol lain 

yang mengidentifikasi atau membedakan bisnis atau produk 

tertentu dikenal sebagai merek dagang atau nama dagang. 

Nama dagang seperti Lux, Pepsodent, Indomie, atau Coca-

Cola langsung memunculkan gambaran produk yang mereka 

rujuk, dan kita tidak akan bingung membedakannya dengan 

merek lain. Nama dagang memberikan banyak keuntungan 

bagi bisnis dan berdampak signifikan terhadap kinerja 

pemasarannya. Pencipta atau pengguna asli boleh 
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menggunakan nama dagang atau merek dagang, dengan 

syarat mendaftarkannya pada pemerintah. 

4. Franchise (Waralaba) dan License (Perijinan) 

Kita bisa menemukan franchise jika kita makan di 

McDonald's, Pizza Hut, California Fried Chicken, atau 

Kentucky Fried Chicken. Waralaba adalah perjanjian untuk 

menjalankan bisnis seperti biasa atau mengiklankan 

barang berdasarkan pedoman tertentu, mengikuti model 

bisnis perusahaan, gaya manajemen, kebijakan 

penggunaan merek, dan penggunaan alat tertentu yang 

sebelumnya dimiliki oleh pemberi waralaba. 

5. Lease hold (Hak sewa) 

Ini adalah hak yang diperoleh melalui sewa aset 

tertentu (sewa gedung, mesin, atau tempat perusahaan), 

yang biasanya disahkan oleh notaris setelah jangka waktu 

tertentu. Ada dua alasan mengapa hak sewa dinyatakan 

sebagai aset tetap (tidak berwujud): 

Hak sewa adalah aset nyata bagi bisnis; Dengan kata 

lain, mengingat sumber daya (uang) yang diinvestasikan, 

hak sewa tersebut diperkirakan akan menghasilkan 

keuntungan (mungkin uang tunai atau manfaat lainnya) di 

kemudian hari. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari 

memegang hak sewa akan direalisasikan selama lebih dari 

satu tahun anggaran. 
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6. Perijinan (Permit & Licences) 

Badan usaha yang memperoleh izin dari pemerintah 

pusat dan daerah berwenang melakukan kegiatan tertentu 

dalam bidang usahanya. Izin perusahaan tentunya memiliki 

jangka waktu dan perlu diperbarui atau diperpanjang jika 

jangka waktu yang ditentukan telah berlalu. Meskipun 

demikian, jangka waktu izin usaha dan beberapa kegiatan 

yang berkaitan dengan usaha seringkali berkisar antara tiga 

sampai tiga puluh tahun atau lebih lama dari satu tahun 

fiskal. Akibatnya, izin diklasifikasikan sebagai aset tetap 

tidak berwujud. 

7. Hak Penggandaan (Copyright ) 

Copyright adalah hak yang berikan atas suatu 

penulisan, baik itu berupa karya ilmiah, puisi, novel, 

maupun lyric lagu, notasi lagu/irama tertentu, script atau 

scenario film tertentu. Copyright meliputi hak untuk 

memperbanyak dan mengedarkannya. 

8. Biaya Organisasi 

Biaya organisasi adalah biaya yang dikeluarkan 

selama pendirian organisasi perusahaan. Pengeluaran 

tersebut mencakup biaya pengurusan izin dan akta 

pendirian, pembayaran biaya jasa kepada penjamin emisi 

untuk pengelolaan saham dan obligasi, serta biaya upaya 

hubungan masyarakat untuk memperkenalkan organisasi 

kepada masyarakat umum. Pengeluaran ini diklasifikasikan 
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dalam “Biaya Organisasi” sebagai aset tidak berwujud. 

Biaya organisasi akan bermanfaat di seluruh bisnis, namun 

perusahaan menghitung masa manfaat ini menggunakan 

proyeksi tertentu yang dianggap masuk akal. Biaya 

administrasi diamortisasi selama jangka waktu yang telah 

ditentukan, seperti halnya aset tidak berwujud lainnya. 

9. Goodwill  

Niat baik mengacu pada manfaat atau atribut unik 

tertentu yang dimiliki suatu bisnis dan yang dihargai lebih 

tinggi oleh pihak lain. Keunggulan/spesialisasi tersebut 

dapat berasal dari reputasi manajemen perusahaan yang 

sangat baik, produk unggulan yang menyulitkan pesaing 

untuk menemukannya, lokasi yang menguntungkan, dll. 

Hanya jika terjadi transaksi ketika perusahaan diakuisisi 

oleh pihak yang memberi nilai lebih tinggi. di atasnya diakui 

goodwill  (perkiraan dibuat). Transaksi yang diantisipasi 

mungkin melibatkan penjualan bisnis, mempekerjakan atau 

memecat mitra baru, merger, atau akuisisi. 

10. Biaya Research Dan Pengembangan 

Meskipun biaya penelitian dan pengembangan bukan 

merupakan aset tidak berwujud, namun tulisan ini akan 

menganalisisnya karena kaitannya dengan paten dan hak 

cipta. Banyak bisnis menginvestasikan sejumlah besar uang 

dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan 

produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. 
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Perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Toyota, atau 

Mitsubishi mungkin menghabiskan lebih banyak uang untuk 

hal ini daripada yang mampu ditanggung oleh negara 

berkembang. 

Banyak ahli yang membantah strategi akuntansi ini. 

Mereka berpendapat bahwa jika biaya penelitian dan 

pengembangan diperlakukan sebagai biaya, maka aset dan 

laba bersih akan menjadi sangat rendah. Beberapa pihak 

berpendapat bahwa memanfaatkan biaya ini hanya akan 

menciptakan investasi spekulatif pada neraca ISAK 14. 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Apa yang dimaksud dengan "aset tak berwujud" dalam 

konteks akuntansi pemerintah daerah? Berikan contoh 

aset tak berwujud yang mungkin dimiliki oleh 

pemerintah daerah. 

2. Pemerintah daerah membayar biaya hak paten sebesar 

Rp.10.000.000 untuk mengamankan hak penggunaan 

teknologi tertentu. Bagaimana pencatatan jurnal 

untuk mencatat pembayaran biaya hak paten ini 

sebagai aset tak berwujud dalam buku besar 

pemerintah daerah? 

3. Jelaskan prinsip pengakuan aset tak berwujud 

(recognition of intangible assets ) dalam akuntansi 

pemerintah daerah. Kapan aset tak berwujud diakui 

dalam laporan keuangan pemerintah daerah? 

4. Pemerintah daerah memperoleh hak lisensi perangkat 

lunak senilai Rp 35.000.000 untuk digunakan dalam 

sistem administrasi. Bagaimana pencatatan jurnal 

untuk mencatat hak lisensi perangkat lunak ini sebagai 

aset tak berwujud? 

5. Apa yang dimaksud dengan "nilai tercatat" (carrying 

amount) dari aset tak berwujud, dan bagaimana cara 

menghitungnya? Jelaskan perbedaan antara nilai 

tercatat dan nilai pasar aset tak berwujud. 



248  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

6. Bagaimana pemerintah daerah mengakui amortisasi 

(pengurangan nilai seiring waktu) dari aset tak 

berwujud, seperti hak paten atau hak lisensi perangkat 

lunak? Jelaskan peran amortisasi dalam akuntansi aset 

tak berwujud. 

7. Bagaimana penggunaan analisis aset tak berwujud 

(intangible assets analysis) dapat membantu 

pemerintah daerah dalam mengelola dan mengukur 

nilai aset tak berwujud serta mengidentifikasi 

perluasan atau pembaruan yang mungkin diperlukan? 

8. Bagaimana penggunaan informasi tentang aset tak 

berwujud dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

dapat membantu pemangku kepentingan, seperti 

warga, legislator, dan pihak eksternal, dalam menilai 

nilai dan manfaat aset tersebut? 
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BAB  XIV  

SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk 

organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat umum, seperti peningkatan 

keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan 

mutu kesehatan dan lain-lain. Sebagaimana bentuk-bentuk 

organisasi lainnya pemerintah juga memiliki aspek sebagai 

lembaga ekonomi.  

Dimana organisasi pemerintah melakukan berbagai 

bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatankegiatan 

yang dilakukan, dan pemerintah harus melakukan berbagai 

upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi 

biaya. Sebagaimana halnya organisasi swasta (perusahaan), 

organisasi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau 

menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap 

merugikan keuangan oerganisasi pemerintah. Untuk 

menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam 

pengelolaan keuangan maka diperlukan sebuah sistem 

akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan 

dalam organisasi tersebut. Sistem akuntansi keuangan 
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dalam organisasi pemerintah merupakan suatu hal yang 

penting untuk diperhatikan karena sistem akuntansi 

keuangan dibutuhkan untuk mengatur dan pengendalian 

terhadap seluruh kegiatan keuangan.  

Penerapan sistem akuntansi keuangan bertujuan 

untuk mengatur dan melindungi kekayaan (aset) yang 

dimiliki oleh pemerintah. Dengan diterapkan sistem 

akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas organisasi 

pemerintah 2 dapat dijalankan dengan efisien dan efektif 

sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan.  

Salah satu bidang akuntansi sektor publik yang banyak 

diminati berbagai pihak sejak reformasi adalah akuntansi 

keuangan daerah. Hal ini diakibatkan oleh penerapan 

strategi baru oleh pemerintah Republik Indonesia yang 

mengubah beberapa bidang, termasuk pengelolaan 

keuangan daerah. Pemerintah menggunakan sistem 

akuntansi keuangan daerah sebagai alat utama dalam 

pengambilan kebijakan karena dapat menghitung 

pendapatan dan pengeluaran, mendukung pengambilan 

keputusan, dan merencanakan pembangunan di masa 

depan, sehingga memungkinkan pemerintah untuk terus 

mengubah kebijakan. 

B. Gambaran Umum Siklus Akuntansi 

Sebuah sistem adalah akuntansi. Rencana adalah 

suatu unit yang terdiri dari komponen atau subsistem yang 

lebih kecil dan saling berhubungan dengan tujuan tertentu. 
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Input diubah menjadi output oleh suatu sistem. Dokumen 

atau bentuk lain yang berfungsi sebagai bukti transaksi 

dimuat ke dalam sistem akuntansi. Hasilnya adalah laporan 

keuangan. Dalam proses akuntansi, banyak catatan dibuat. 

Catatan tersebut meliputi jurnal, buku besar (BB), dan 

buku pembantu (BP). 

Ada sistem akuntansi pemerintahan daerah dan 

sistem akuntansi keuangan daerah. Pengertian sistem 

akuntansi pemerintahan provinsi selaras dengan pengertian 

sistem akuntansi pemerintahan pada SAP. Sistem akuntansi 

pemerintahan adalah seperangkat proses, penyelenggara, 

alat, dan komponen lain yang sistematis untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga 

pelaporan keuangan di lingkungan. Hal ini tertuang dalam 

Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang SAP. Otoritas. 

Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah 

daerah merupakan seperangkat protokol, penyelenggara, 

alat, dan komponen lain yang terorganisir yang 

memungkinkan fungsi akuntansi dalam konteks pemerintah 

provinsi, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan 

keuangan. Sedangkan peraturan sistem akuntansi keuangan 

daerah yang lama (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) 

diartikan sebagai suatu sistem akuntansi yang meliputi 

proses pencatatan, pengkategorian, penafsiran, dan 
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pengikhtisaran peristiwa atau transaksi perekonomian 

selain pelaporan keuangan yang dilakukan pada tahun 

tersebut. kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dalam 

rangka pelaksanaan APBD. 

C. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah 

Fase-fase sistem akuntansi disebut siklus akuntansi. 

Sebagai contoh fase-fase tersebut (Sugiri, 2001:13): 

9. Menyusun bukti transaksi keuangan, kemudian 

menganalisis informasinya. 

10. Catat semua transaksi keuangan. Kami menyebut fase 

ini sebagai penjurnalan. 

11. Mencantumkan seluruh transaksi keuangan yang telah 

dijurnal dalam buku besar. Kami menyebut fase ini 

sebagai posting. 

12. Setelah periode tersebut, pastikan dan catat saldo 

buku besar dalam neraca saldo 

13. Kelima, sesuaikan buku besar dengan 

mempertimbangkan fakta terkini. 

14. Setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan, 

carilah saldo buku besar dan masukkan ke dalam 

neraca saldo (NSSP). 

15. Dengan menggunakan NSSP sebagai pedoman, 

menyusun laporan keuangan. 

16. Setelah buku ditutup, masukkan saldo buku besar ke 

dalam neraca saldo. 
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D. Analisis Transaksi 

Pertama, Kami akan meninjau definisi "sistem entri 

ganda" dan "persamaan akuntansi dasar untuk pencatatan 

jurnal keuangan" untuk memahami analisis transaksi 

dengan lebih baik. Pemerintah daerah, misalnya, 

membayar sewa garasi dengan uang tunai. Tentang 

transaksi Akuntansi, dalam hal ini, mendokumentasikan 

“pengeluaran tunai” dan “untuk apa” uang tersebut 

dibelanjakan. Kami akan menggunakan instrumen 

"persamaan akuntansi dasar dan analisis pengaruhnya 

terhadap kas untuk menentukan pencatatan dalam buku 

anggaran" untuk memahami analisis transaksi tersebut. 

Sejumlah uang atau barang tertentu disimpan ke 

dalam entitas oleh pemiliknya pada saat pembentukannya. 

Entitas mempunyai properti atau aset karena kontribusi 

pemilik tersebut. Sesuai perjanjian pembukuan, 

sumbangan pemilik (masyarakat) harus benar-benar 

menjadi kekayaan pemerintah daerah dan dipisahkan dari 

kekayaannya. Selain itu, pencatatan rinci mengenai sumber 

kekayaan daerah harus dituangkan dalam perjanjian 

pembukuan. Untuk menjamin selalu adanya keseimbangan 

antara penguasa dan penanggung jawab, maka harta 

kekayaan yang diperoleh dicatat pada sisi yang 

berseberangan dengan tempat pencatatan harta kekayaan 

daerah. Identitas (persamaan) di bawah ini secara 
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matematis menyatakan situasi keseimbangan antara 

sumber dan aset (sarana). 

ASET = PASIVA 

Dalam perjalanan hidup pemerintah daerah 

selanjutnya, bisa jadi pemerintah daerah menerima aset 

dari para pihak kreditor. Jadi, ada dua pihak yang menjadi 

sumber diperolehnya aset, yaitu pemilik (rakyat) dan 

kreditor. Agar dapat dibedakan dengan jelas antara hak 

pemilik dan hak kreditor, maka hak para kreditor disebut 

utang atau kewajiban sedangkan hak para pemilik (rakyat) 

disebut ekuitas. Dengan demikian, persamaan akuntansinya 

menjadi: 

ASET =UTANG + EKUITAS 

Jadi, adalah sumber-sumber ekonomi yang dikuasai 

oleh suatu entitas dan masih aset memberikan 

kemanfaatan di masa yang akan datang. merupakan 

pengorbanan Utangpengorbanan ekonomi untuk 

menyerahkan aset atau jasa kepada entitas lain di masa 

yang akan datang. adalah hak residu atas aset setelah 

dikurangi dengan utang.  

Ekuitas Jika entitas berupa perusahaan, maka dalam 

rangka mencari laba ia menjual produknya (barang atau 

jasa). Aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa 

akan diikuti dengan penerimaan aset, baik berupa uang 

maupun berupa piutang. Dalam konteks keuangan daerah, 
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pemerintah daerah juga menerima aset. Penerimaan aset 

oleh daerah tersebut pada umumnya berupa pendapatan. 

Contoh pendapatan pemerintah daerah adalah pendapatan 

asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Jadi, pendapatan 

LO adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun 

anggaran bersangkutan yang memengaruhi kekayaan 

daerah!  

Di samping itu, jika entitas berupa perusahaan, dalam 

rangka mencari laba, ia perlu mengeluarkan harta/asetnya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pengeluaran 

tersebutdisebut dengan biaya. Jadi, beban adalah semua 

pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan. Pemerintah daerah sebagai suatu 

entitas juga melakukan pengorbanan ekonomis baik untuk 

melaksanakan pelayanan publik maupun untuk 

melaksanakan kegiatan - kegiatan lainnya. Pengorbanan 

ekonomis tersebut dibagi dalam dua istilah yaitu beban dan  

belanja. Jadi, beban adalah kewajiban pemerintah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban 

dicatat menggunakan basis akrual. Contoh beban adalah 

beban pegawai, beban penyusutan, beban subsidi, dan 

beban lain-lain. 

Sedangkan, belanja adalah semua pengeluaran 

pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang 

mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
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kembali oleh pemerintah. Belanja dicatat dengan 

menggunakan basis kas. Contoh belanja tersebut adalah 

belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan 

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 

Baik pendapatan-LO maupun beban akan 

menyebabkan perubahan pada ekuitas Pendapatan-LO 

pemerintah daerah akan menyebabkan naiknya ekuitas, 

sedangkan beban akan menurunkan ekuitas. Pendapatan-

LRA dan belanja tidak lagi memengaruhi ekuitas (dana) 

sebagaimana pada SAP sebelumnya (Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005) karena LRA sudah tidak lagi memiliki 

keterkaitan dengan neraca, melainkan terkait dengan 

laporan perubahan SAL. Pendapatan-LRA, belanja dan 

pembiayaan memengaruhi laporan perubahan SAL melalui 

SiLPA'. Dengan adanya pendapatan-LO dan beban, maka 

persamaan dasar akuntansi di atas menjadi: 

ASET=UTANG+EKUITAS+PENDAPATAN+LO+BEBAN 

E. Jurnal Transaksi 

Buku jurnal adalah media umtuk mencatat transaksi 

secara kronologis (urut waktu). Jadi jurnal adalah 

prosedurbmencatat transaksi keuangan dibuku jurnal. 

Sedangkan, dalam sistem pencatatan triple entry,buku 

jurnal digunakan untuk mencatat transaksi untuk jurnal 

financial,jurnal penyesuaian dan jurnal penutup sementara 

jurnal anggaran dicatat pada buku anggaran. 
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Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga 

menampung transaksi beserta keteranganketerangan dan 

kondisi-kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal 

dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran saksi 

dalam metode transaksi,tetapi merupakan sumber untuk 

mencatat transaksi.  

Jurnal dibedakan menjadi 2 yakni,jurnal umum dan 

jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan 

untuk mencatat semua jenis transaksi. Jurnal khusus adalah 

jurnal yang digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi 

saja. Contoh jurnal khusus adalah jurnal penerimaan khas 

dan jurnal pengeluaran khas,sebagaimana yang 

dicontohkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2006. 

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006, buku jurnal 

yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah meliputi 

penerimaan khas, buku jurnal pengeluaran, dan buku jurnal 

umum 

Provinsi/Kabupten/Kota 

Buku Jurnal Umum 

Tanggal Nomor  Uraian Ref Jumlah Rp 

  Bukti     Debit Kredit 

1 2 3 4 5 6 

            

        

            

   Jumlah   
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Cara mengisi format buku jurnal umum adalah 

sebagai berikut: 

1. Kolom (1) tanggal diisi dengan tanggal transaksi atau 

kejadian keuangan 

2. Kolom(2) kode rekening diisi dengan kpde rekening 

objek pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, utang, 

atau ekuitas dana sesuai dengan penggolongan 

transaksi atau kegiatan yang dicatat 

3. Kolom (3) uraian diisi dengan nama rekening yang 

sesuai dengan kode rekening 

4. Kolom ref diisi dengan nomor bukti memorial 

5. Kolom (5) diisi dengan dengan jumlah utang transaksi 

yang di debit 

6. Kolom (6) jumlah kredit diisi dengan jumlah utang 

transaksi yang dikredit 

Provinsi/Kabupten/Kota 

Buku Jurnal Penerimaan Kas 

Tanggal 

Nomor Kode rekening Uraian Ref Jumlah  Kredit 

STS/Nota 
Bukti 
laIn 

   

RP RP 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Cara mengisi format buku jurnal pemerimaan 

khas adalah sebagai berikut: 

1. Kolom (1) diisi dengan transaksi atau kejadian 

keuangan  

2. Kolom (2) kode rekening lawan diisi dengan kode 

rekening objek pendapatan atau element 

pembiayaan berupa penerimaan sesuai dengan 

sumber penerimaan khas  

3. Kolom (3) uraian diisi dengan nama transaksi yang 

sesuai dengan objek penerimaan khas 

4. Kolom ref diisi dengan nomor bukti pemerimaan 

khas, yaitu surat tanda setoran atau dokumen 

penerimaan khas lainnya yang sah 

5. Kolom (5) diisi dengan jumlah khas yang diterima 

6. Kolom (6) akumulasi diisi dengan penjumlahan 

akumulatif khas yang diterima setiap saat tertentu 

(setiap transaksi atau setiap hari) 

Provinsi/Kabupten/Kota 

Buku Jurnal Pengeluaran Kas 

Tanggal 

Nomor Kode rekening Uraian Ref Jumlah  Kredit 

STS/Nota 
Bukti 
laIn 

   
RP RP 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Cara mengisi format buku jurnal pengeluaran khas 

adalah sebagai berikut: 

3. Kolom (1) tanggal diisi dengan tanggal transaksi atau 

kejadian keuangan 

4. Kolom (2) kode rekening diisi dengan kode rekening 

objek pengeluaran atau elem pembiayaan berupa 

pengeluaran sesuai dengan sumber pengeluaran khas 

5. Kolom (3) uraian diisi dengan nama transaksi sesuai 

dengan objek pengeluaran khas 

6. Kolom (4) ref diisi dengan nomor bukti penerimaan 

khas yaitu surat perintah membayar dan / atau 

dokumen pengeluaran khas lainnya yang sah 

7. Kolom (5) jumlah diisi dengan jumlah khas yang dibayar  

8. Kolom (6) akumulasi diisi dengan penjumlahan 

akumulatif khas yang dibayar setiap saat tertentu 

(setiap transaksi atau setiap hari) 

Secara terperinci penjelasan mengenai bagian-bagian 

dari suatu buku jurnal adalah sebagai berikut: 

1. Halaman jurnal  

Halaman jurnal merupakan referensi informasi yang 

dicatat pada transaksi. Jika suatu transaksi mempunyai 

referensi satu, berarti sumber pencatatan tersebut 

terdapat pada buku jurnal halaman satu.dengan demikian 

halaman jurnal membantu upaya pengujian kebenaran 

transaksi 
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2. Tanggal 

Tanggal transaksi harus dicatat pada jurnal, sebab 

jurnal menghimpun transaksi secara kronologis. Pada tiap-

tiap halaman jurnal, cantumkan tahun yang sedang 

berjalan diujung paling atas. nama bulan cukup ditulis 

sekali selama bulan yang berkaitan,tanggal harus  dicatat 

pada tiap-tiap transaksi. 

3. Kode Rekening 

Tiap-tiap rekening terebut memiliki kode rekening. 

Tujuan pemberian kode pada rekening adalah untuk 

mempermudahkan penggolongan dan peringkasan 

rekening. Dengan menggunakan kode rekening, posting 

akan mudah dilakukan sehingga penyusunan laporan 

keuangan juga akan lebih mudah.  

4. Uraian  

Kolom uraian merupakan elemen penting yang 

menampung nama-nama transaksi (atau nama transaksi 

lawan) yang terkait dalam suatu transaksi sekaligus 

pegelompokannyan dalam debit atau kredit yang sesuai. 

Pada jurnal umum, transaksi yang didebit dicatat mendekat 

sisi kiri kolom, sedangkan transaksi yang dikredit ditulis di 

bawahnya yang menjorok ke kanan beberapa huruf (spasi). 

Pada jurnal khusus (Buku Jurnal Penerimaan Kas dan Buku 

Jurnal Pengeluaran Kas), kolom ini di isi dengan nama 

transaksi atau namatransaksi lawan mendekat sisi kiri 
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kolom. Tiap-tiap transaksi harus disertai keterangan dan 

kondisi yang menyertai. Keterangan tersebut ditulis pada 

baris-baris dibawah namanama transaksi (nama transaksi 

lawan). 

5. Referensi (Ref.) 

Kolom referensi digunakan untuk menampung 

informasi mengenai transaksi yang terkait dengan transaksi 

yang baru dicatat. Pada akuntansi sektor privat, kolom ini 

dapat diisi dengan tick mart sekedar untuk pertanda bahwa 

transaksi tersebut sudah diposting ke buku besar. Sebelum 

di-posting, kolom Ref. Dibiarkan kosong. Namun pada 

akuntansi keuangan daerah, sesuai kepmendagri No 29 

Tahun 2002 yang di perbarui dengan permendagri Nomor 13 

Tahun 2006, kolom ini diisi dengan nomor bukti memorial 

(pada Buku Jurnal Umum), nomor surat tanda setoran atau 

bukti penerimaan kas yang lain (pada Buku Jurnal 

Penerimaan Kas), dan dengan nomor surat Perintah 

Membayar atau bukti pengeluaran kas yang lain (Pada Buku 

Jurnal Pengeluaran Kas). 

6. Debit dan Kredit 

Kolom debit dan kredit digunakan untuk menampung 

jumlah rupiah transaksi. Rekening yang didebit, ditulis 

jumlah rupiahnya pada kolom debit, sebaliknya transaksi 

yang dikredit jumlah rupiahnya dicacat dikolom kredit. 

Pada Buku Jurnal Umum, setiap transaksi selalu 
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megakibatkan pencatatan pada sisi debitdan kredit. Tidak 

demikian halnya pada jurnal khusus, yakni Buku Jurnal 

Penerimaan Kas. Buku Jurnal Penerimaan Kas adalah buku 

jurnal yang di gunakan untuk mencatat jenis transaksi yang 

mengakibatkan penerimaan kas. Oleh karenanya debitnya 

selalu kas. Maka, kolom jumlah pada buku jurnal ini 

sesungguhnya merupakan kolom kredit transaksi yang 

bersangkutan. Demikian pula halnya dengan buku jurnal 

pengeluaran kas. Buku Jurnal Pengeluaran Kas adalah buku 

jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis transaksi yang 

mengakibatkan pengeluaran kas. 

F. Posting Ke Buku Besar 

Transaksi keuangan pertama kali dicatat dalam buku 

jurnal, kemusian diringkas dalam “Buku Besar”. Buku besar 

adalah buku yang berisi kumpulan 

rekening/akun/perkiraan (account). Rekening-rekening 

digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, 

ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, 

dan pembiayaan. Dengan demikian rekening merupakan 

kumpulan dalam informasi suatu sistem akuntansi. Untuk 

kelompok pendapatan –LO dan pendapatan-LRA, terdapat 

rekening pajak kendaraan bermotor (untuk provinsi), 

retriubusi pelayanan kesehatan, dana alokasi umum, dan 

lain-lain. Untuk kelompok beban dan belanja terdapat 

transaksi beban/belanja bahan pakai kantor, 
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beban/belanja bahan/ material, beban/belanja modal 

kompter, dan lain-lain. Namun, perbedaan antara 

pendapatan dan beban pada laporan operasional dengaan 

pendapatan dan belanja pada laporan realisasi anggaran 

adalah pada laporan operasional terdaopat pendapatan dan 

beban dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa, 

sedangkan pada LRA tidak ada pos/rekening tersebut. 

Sementara itu, untuk kelompok pembiayaan terdapat 

rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, 

penerimaan pinjaman dan obligasi, pembayaran uangb 

pokok yanh jatuh tempo, dan lain-lain. Untuk kelompok 

aset, akan dijumpai rekening kas, piutang pajak hotel 

(untuk kabupaten/kota), piutang retribusi pelayanan 

kesehatan, dan lain-lain. Dalam kelompok kewajiban akan 

dijumpai rekening seperti utang belanja pegawai, utang 

belanja listrik, utang bank, dan lain-lain. 

Proses pemasukan rekening-rekening dari jurnal ke 

dalam buku besar inilah yang disebut dengan posting. 

Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan 

dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi 

dibawa ke masing-masing transaksi yang sesuai. Posting 

dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya 

penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan 

atau bulanan). Buku besar merupakan catatan akuntansi 

permanen yang terakhir, sehingga dikenal dengan the 
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books of final entry. Dalam permandagri Nomor 13 Tahun 

2006, pemerintah telah menetapkan format-format jurnal 

umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, 

buku besar, dan buku besar pembantu. Sedangkan untuk 

format pelaporan keuangan sudah harus mengikuti 

peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Oleh karena 

itu semua pemerintah daerah harus mengikuti format 

tersebut. 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
BUKU BESAR 

 

SKPD    : 
NAMA REKENING  : 
KODE REKENING   : 
PAGU APBD   : 
PAGU PERUMAHAN APBD : 

Tanggal 
1 

Uraian 
2 

Ref 
3 

Debit(Rp) 
4 

Kredit(Rp) 
5 

Saldo(Rp) 
6 

      

      

      

      

      

 Jumlah     
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CONTOH SOAL : 

 

1. Jelaskan tahapan-tahapan utama dalam siklus 

akuntansi pemerintah daerah secara berurutan, mulai 

dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan 

keuangan. 

2. Sebuah pemerintah daerah menerima pendapatan 

pajak daerah sebesar Rp.300.000.000 juta dalam satu 

bulan. Jelaskan bagaimana pencatatan jurnal untuk 

mencatat penerimaan ini dalam siklus akuntansi. 

3. Pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar 

Rp.500.000.000 untuk program pendidikan pada tahun 

berjalan. Bagaimana tahapan dalam siklus akuntansi 

yang mencakup anggaran ini? 

4. Bagaimana perusahaan pemerintah daerah mengelola 

pengeluaran bulanan untuk belanja pegawai? Jelaskan 

bagaimana pencatatan gaji dan upah karyawan dalam 

siklus akuntansi. 

5. Sebuah pemerintah daerah mengajukan permintaan 

dana kepada pemerintah pusat untuk mendukung 

proyek infrastruktur senilai Rp1.000.000.000. 

Bagaimana permintaan dana ini masuk dalam siklus 

akuntansi pemerintah daerah? 
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6. Jelaskan tahapan dalam siklus akuntansi yang terkait 

dengan pembayaran tagihan dan pengelolaan utang 

pemerintah daerah. 

7. Bagaimana pemerintah daerah menghitung dan 

mencatat depresiasi aset tetap seperti gedung dan 

fasilitas umum dalam siklus akuntansi? 

8. Jelaskan bagaimana dampak kesalahan atau 

pelanggaran dalam siklus akuntansi pemerintah daerah 

dapat memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan 

kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 
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BAB  XV  

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Kewenangan dan keistimewaan yang luas yang 

diberikan kepada daerah pada hakikatnya merupakan 

amanah yang perlu dilaporkan secara transparan dan 

bertanggung jawab baik kepada masyarakat yang tinggal di 

daerah tersebut maupun kepada pemerintah pusat yang 

telah mengalokasikan dana perimbangan ke setiap daerah 

di Indonesia. Ketika masyarakat mempunyai akses yang 

jelas terhadap seluruh kebijakan, kegiatan, dan sumber 

daya yang digunakan pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya, maka situasi tersebut dianggap transparan. Di sisi 

lain, akuntabilitas dapat dipahami sebagai tugas 

pemerintah untuk mengambil tanggung jawab dalam 

mencapai atau tidaknya misi yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat 

mengatur sistem akuntansi yang digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan 

pertanggungjawaban dengan peraturan perundang-

undangan yang mengikat seluruh pemerintah provinsi. Di 

era otonomi daerah ini, pembaharuan pengelolaan 



A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  269 
 

keuangan daerah ditandai dengan adanya penyesuaian yang 

mendasar, mulai dari sistem perbendaharaan dan 

penganggaran hingga akuntabilitas laporan keuangan. 

Baik pemerintah pusat maupun daerah provinsi 

bertanggung jawab atas laporan keuangannya dan harus 

menyusunnya sesuai dengan pedoman yang ditentukan. 

B. Definisi Laporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan daerah merupakan kumpulan data 

yang menunjukkan hasil tindakan tertentu dan mencakup 

berbagai fitur kekayaan dan struktur ekonomi. Yang 

dimaksud dengan “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” 

adalah seluruh laporan dan beberapa alasan yang 

menyatakan bahwa laporan tersebut akan diterima sebagai 

salah satu komponen laporan keuangan. 

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan terkait, “keuangan daerah” diartikan oleh Halim 

(2012:19) sebagai “segala hak dan kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang 

atau barang yang dapat dilakukan”. menjadi kekayaan 

daerah, sepanjang tidak dimiliki/dikuasai oleh Negara atau 

daerah yang lebih tinggi.” 

Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyatakan bahwa keuangan daerah adalah segala hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
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pemerintahan provinsi yang bersifat moneter, termasuk 

segala jenis kekayaan daerah. 

Jaya (2008:11) mendefinisikan keuangan daerah 

sebagai keseluruhan perangkat kelembagaan, kebijakan, 

dan struktur anggaran provinsi, termasuk pendapatan dan 

belanja daerah. Mamesah (2003:16) mengartikan keuangan 

daerah sebagai segala hak dan kewajiban yang mempunyai 

nilai moneter di samping segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menghasilkan kekayaan bagi daerah 

dalam bentuk uang atau barang, asalkan tidak dimiliki atau 

dikuasai oleh daerah. pemerintah, daerah yang lebih tinggi, 

atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. 

Menurut Tanjung (2012:12), informasi dari pelaporan 

keuangan pemerintah harus memungkinkan konsumen 

mengevaluasi tanggung jawab dan membuat keputusan 

sosial, politik, dan ekonomi. 

Berdasarkan kriteria di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan daerah adalah 

suatu dokumen yang memuat segala hak dan tanggung 

jawab yang mempunyai nilai moneter dan dapat 

dipergunakan untuk mewakili kekayaan daerah. 

C. Bentuk dan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Daerah 

1. Neraca 

Neraca memberikan informasi tentang aset, 

kewajiban, dan ekuitas entitas pelapor pada tanggal 
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tertentu. Komponen neraca meliputi ekuitas dana, 

kewajiban, dan investasi. Berikut adalah definisi untuk 

setiap elemen: 

a. Asset 

Aset adalah sumber daya keuangan yang dimiliki atau 

dikendalikan oleh pemerintah karena peristiwa masa lalu 

dan yang diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi 

atau sosial di masa depan oleh pemerintah dan masyarakat. 

Aset dapat dinilai dalam bentuk moneter dan mencakup 

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk 

memelihara sumber daya penting karena alasan sejarah dan 

budaya dan untuk memberikan layanan kepada masyarakat 

umum. Potensi aset-aset tersebut untuk secara langsung 

atau tidak langsung mendukung operasional pemerintah 

melalui aliran pendapatan atau penghematan biaya bagi 

pemerintah mencerminkan keuntungan ekonomi masa 

depan yang dicapai oleh aset-aset tersebut. 

Jika suatu aset diperkirakan akan direalisasi, dimiliki 

untuk digunakan, atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal pelaporan, maka aset tersebut 

dianggap sebagai aset lancar. Aset yang tidak memenuhi 

persyaratan tersebut dikategorikan sebagai aset tidak 

lancar. Contoh aset yang ada antara lain piutang, 

persediaan, dan kas dan setara kas. Aset keuangan jangka 

panjang, aset yang digunakan untuk operasional 

pemerintah, dan aset tidak berwujud semuanya dianggap 
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sebagai aset tidak lancar. Tiga kategori berlaku untuk aset 

tidak lancar: konstruksi yang sedang berlangsung, aset 

tetap lainnya, dan investasi permanen. Aset tidak 

berwujud, dana cadangan, dan aset lainnya termasuk 

dalam kategori aset tidak lancar lainnya. 

b. Kewajiban 

Kewajiban adalah utang dari kejadian masa lalu yang 

diperkirakan memerlukan penarikan sumber daya keuangan 

dari pemerintah untuk diselesaikan. Tanggung jawab 

pemerintah saat ini, yang akan dibayar di masa depan, 

merupakan aspek mendasar dari kewajiban. Dalam 

kebanyakan kasus, defisit diakibatkan oleh tindakan 

sebelumnya untuk memenuhi tugas atau tanggung jawab. 

Antara lain penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari 

masyarakat umum, lembaga keuangan, lembaga 

pemerintah lain, atau organisasi asing menimbulkan 

kewajiban dalam konteks pemerintah. 

Keterlibatan pekerja yang dipekerjakan oleh 

pemerintah atau penyedia layanan lainnya juga 

menimbulkan kewajiban terhadap pemerintah. Undang-

undang, kontrak, atau perjanjian tambahan yang mengikat 

secara hukum dapat menimbulkan beban apa pun. Ada dua 

kategori kewajiban: jangka pendek dan jangka panjang. 

Tanggung Jawab Tanggung jawab jangka pendek harus 

diselesaikan lebih cepat dari satu tahun sejak tanggal 
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pelaporan atau dapat menunggu hingga satu tahun setelah 

tanggal pelaporan. 

c. Ekuitas Dana 

Ekuitas dana atau kekayaan bersih merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. Kategori dana 

ekuitas adalah sebagai berikut: 

1) Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara dana 

cadangan kewajiban jangka pendek dengan aktiva 

lancar. 

2) Ekuitas dana investasi adalah selisih antara 

cadangan kewajiban jangka panjang dan aset tidak 

lancar. 

3) Dana Cadangan Ekuitas adalah uang yang disisihkan 

oleh peraturan perundang-undangan untuk 

keperluan tertentu. 

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan pelaksanaan anggaran yang membandingkan 

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan 

disebut Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Konsumen 

laporan dapat menggunakan informasi dalam LRA untuk 

menilai pilihan mengenai akuntabilitas, kepatuhan entitas 

terhadap anggaran, dan distribusi sumber daya keuangan. 

Tingkat serapan anggaran suatu entitas yang dapat 

mengukur kinerja atau produktivitas suatu entitas juga 
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merupakan hal lain yang dilihat dari LRA. Yayasan kas 

digunakan dalam persiapan dan presentasi LRA. Menurut 

klasifikasinya dalam dokumen anggaran, realisasi anggaran 

belanja dilaporkan. 

Format dasar dari sebuah Laporan Realisasi Anggaran 

adalah sebagai berikut: 

 

2. Laporan Operasional 

Data keuangan mengenai aktivitas operasional entitas 

disajikan dalam laporan operasional. Pengguna laporan 

keuangan dapat menggunakan Laporan Operasional untuk 

mempelajari:  

a. seberapa besar beban yang harus ditanggung entitas 

untuk menyediakan jasa;  

b. Tentang operasi keuangan secara keseluruhan, yang 

membantu menilai kinerja entitas dalam hal 

keekonomian, efektivitas, dan efisiensi dalam 

memperoleh dan menggunakan sumber daya 

keuangan; dan  
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c. Yang dengan menyajikan laporan komparatif 

membantu memprediksi pendapatan LO yang akan 

diterima untuk mendanai aktivitas entitas pada 

periode mendatang. Selain itu,  

Mengenai Format dasar dari sebuah Laporan 

Operasional adalah sebagai berikut: 
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3. Neraca 

Neraca aset, kewajiban, dan ekuitas merinci situasi 

keuangan entitas pelapor pada tanggal tertentu. Neraca 

dapat ditampilkan sebagai berikut dalam format kolom I 

atau akun T: 

Format Neraca T-account: 

 

Format Neraca I-coloum: 
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4. Laporan Perubahan Ekuitas 

Informasi mengenai pertumbuhan atau penurunan 

ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan tahun 

sebelumnya disajikan dalam laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE). Format Laporan Perubahan Ekuitas yang ditetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

adalah sebagai berikut:  

 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Statistik Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas dijelaskan secara 

mendalam atau dengan narasi dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Catatan Laporan Keuangan paling kurang 

memuat informasi sebagai berikut: 

a. Gambaran pencapaian target keuangan tahun 

pelaporan, termasuk kendala dan tantangan yang 

dihadapi; 
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b. Informasi mengenai kebijakan fiskal, keuangan, dan 

makroekonomi;  

c. Informasi mengenai dasar penyajian laporan keuangan 

dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk transaksi 

dan peristiwa penting lainnya;  

d. Informasi rinci mengenai masing-masing pos disajikan 

pada sampul laporan keuangan, 

e. Informasi yang diperlukan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum tercantum pada 

lembar muka laporan keuangan;  

f. Data tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar 

yang tidak disertakan dalam lembar muka laporan 

keuangan 

3. Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan 

Daerah 

1. Jurnal 

Jurnal adalah jalur yang terorganisir dan berurutan 

dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan suatu 

organisasi. Setiap transaksi dimasukkan pada sisi debit dan 

kredit menggunakan pendekatan double-entry untuk 

mencatatnya dalam jurnal. 

Contoh format jurnal: 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 
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Basis akrual dan basis kas merupakan dua basis yang 

akan digunakan dalam pencatatan akuntansi Pemerintah 

Daerah. Untuk pencatatan transaksi pada sistem akuntansi 

pemerintahan daerah akan terdapat 2 (dua) jenis jurnal 

yang berbeda. Yang pertama adalah jurnal, dimana 

transaksi-transaksi akan dicatat secara akrual, khususnya 

yang berkaitan dengan laporan operasional dan akun-akun 

neraca. Jurnal semacam ini akan disebut Jurnal LO dan 

Neraca. 

Yang kedua adalah buku catatan dimana transaksi-

transaksi yang membentuk realisasi anggaran berbasis kas 

akan didokumentasikan. Ketika suatu transaksi didaftarkan 

sebagai transaksi realisasi anggaran (LRA), dan terdapat 

arus kas masuk (pendapatan dan pendapatan pembiayaan) 

dan arus keluar (belanja, transfer, dan pembiayaan 

pengeluaran), maka jurnal ini merupakan pelengkap dari 

jurnal LO. Jurnal semacam ini selanjutnya disebut Jurnal 

LRA. 

Informasi lebih lanjut mengenai pemasukan transaksi 

pada Jurnal LO, Neraca, dan Jurnal LRA dapat dilihat di 

bawah ini. 

a. Jurnal LO dan Neraca  

Peristiwa dan transaksi keuangan mengenai Aset, 

Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, dan Beban dicatat dalam 



A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  281 
 

Jurnal dan Neraca LO. Jurnal LO dan Neraca ini akan 

menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca. 

Contoh pencatatan transaksi dengan Jurnal LO:  

1) Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Penetapan 

Pengakuan Hak Atas Pendapatan ketika dikeluarkan 

penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)-

PBB sebesar Rp50.000.000,00 

 

2) Membeli ATK untuk segera digunakan sebesar Rp 

500.000,- 

 

b. Jurnal Anggaran 

Membuat jurnal anggaran adalah opsional. Terserah 

pemerintah daerah untuk menetapkan aturan akuntansi 

mengenai perlu atau tidaknya mencatat transaksi yang 

berkaitan dengan penetapan anggaran. 

Jika akuntansi anggaran digunakan, setiap entitas 

akan mencatat anggaran yang diputuskan dalam jurnal. 

Proses penjurnalan anggaran meliputi pencatatan 
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perkiraan pendapatan dan perkiraan penerimaan 

pembiayaan sebesar nilai anggaran di sisi debit, dana 

penugasan belanja dan pembiayaan pengeluaran sebesar 

nilai anggaran di sisi kredit, dan perkiraan perubahan 

anggaran. rekening SAL untuk menyeimbangkan sisi debit 

dan kredit. Perkiraan Perubahan SAL akan dicatat pada sisi 

kredit jika terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, Estimasi 

Perubahan SAL akan dicatat pada sisi debit apabila 

anggaran mengalami defisit. 

4) Contoh pencatatan anggaran surplus:  

Anggaran pendapatan sebesar Rp500.000.000,00, 

penerimaan pembiayaan sebesar Rp200.000.000,00, 

pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00, dan 

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200.000.000,00, 

sesuai APBD Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2023. 

 

5) Contoh pencatatan anggaran defisit:  

SKPD Dinas Perindustrian Pemerintah Daerah Sinjai 

mengalokasikan anggarannya sebesar Rp40.000.000,00 

untuk pendapatan dan Rp50.000.000,00 untuk 

pengeluaran. 
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c. Jurnal LRA  

Uang tunai digunakan sebagai dasar buku harian LRA. 

Realisasi anggaran Pendapatan LRA, Penerimaan 

Pembiayaan, Belanja, Transfer, dan Belanja Pembiayaan 

dicatat dalam jurnal LRA. Nantinya akan dihasilkan LRA 

(Laporan Realisasi Anggaran) dan Laporan Perubahan SAL 

dari Jurnal LRA ini. Tujuan dari log LRA ini adalah untuk 

mencatat realisasi anggaran untuk jangka waktu saat ini. 

Suatu transaksi akan dimasukkan ke dalam jurnal LRA 

untuk periode berjalan jika memenuhi dua persyaratan di 

bawah ini: 

1) terdapat arus kas masuk atau arus kas keluar, dan  

2) merupakan realisasi anggaran bagi entitas 

bersangkutan.  

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam 

penyusunan LO, Neraca, dan LRA, maka Fungsi Akuntansi 

pada setiap perusahaan wajib mencatat setiap transaksi 

atau aktivitas keuangan melalui Jurnal LO, Neraca, dan 

Jurnal LRA. Setiap kali Anda memasukkan transaksi dalam 

jurnal, ingatlah hal-hal berikut: 
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1) Jurnal dan Neraca LO harus mendokumentasikan 

setiap transaksi atau aktivitas keuangan; Jurnal LRA 

hanya digunakan untuk mencatat realisasi anggaran. 

2) Selain dicatat dalam Jurnal LO, transaksi atau 

aktivitas keuangan yang menghasilkan arus kas 

masuk atau keluar dan merupakan realisasi 

anggaran perusahaan yang bersangkutan juga 

didokumentasikan dalam Jurnal LRA. 

2. Posting Ke Buku Besar 

Posting adalah proses mengkategorikan transaksi dari 

jurnal ke buku besar. Catatan transaksi setiap akun 

dikumpulkan ke dalam katalog. Karena setiap versi 

memiliki daftarnya sendiri, suatu entitas dapat memiliki 

jumlah buku besar yang sama dengan akun. Log dibuat 

sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dan dalam 

format tertentu. 

SKPD    :  

Nama Rekening  :  

Kode Rekening  :  

Pagu APBD   :  

Pagu perubahan APBD : 
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Nama SKPD, nama rekening, kode rekening, pagu 

APBD, dan pagu perubahan APBD semuanya tercantum 

dalam setiap buku besar sebagai kontrol. Batas maksimum 

transaksi setiap rekening tidak boleh melebihi pagu 

anggaran, khususnya mengenai beban pembiayaan dan 

pagu anggaran. Masukkan tanggal transaksi pada kolom 

tanggal. Nomor bukti transaksi dimasukkan pada kolom 

Nomor Bukti. Informasi transaksi terdapat pada kolom 

deskripsi. Selanjutnya masukkan nilai nominal transaksi 

pada kolom debit atau kredit berdasarkan jurnal. 

Jumlah total seluruh transaksi dari akun tertaut 

dimasukkan ke dalam kolom saldo. 

Masukkan semua saldo awal untuk akun Ekuitas, 

Kewajiban, dan Aset—yang diperoleh dari Neraca pada Awal 

Tahun—ke dalam buku besar yang sesuai sebelum diposting. 

Setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal 

dimasukkan ke dalam daftar setelah transaksi periode 

berjalan dimulai. 

3. Neraca Saldo 

Pembuatan neraca saldo dilakukan setelah transaksi 

dikategorikan dan ditambahkan ke buku besar. Buku besar 

umum dirangkum dalam neraca saldo. Neraca saldo dibuat 

dengan merekapitulasi saldo-saldo buku besar yang 

tersedia dengan menggunakan PPK-SKPD dan PPK-PPKD 

(dalam kapasitasnya sebagai SKPD). Tergantung pada posisi 
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debit atau kredit saldo di setiap buku besar, data saldo dari 

semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo 

di lembar kerja. 

Nama masing-masing buku besar (kode akun) dan 

saldonya pada tanggal tertentu dicantumkan dalam neraca 

saldo. 

Langkah-langkah pembuatan neraca saldo dari buku 

besar ditunjukkan pada bagan terlampir. 

 

4. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian dibuat setelah periode akuntansi 

untuk mencatat pendapatan segera setelah dikumpulkan 

dan mengakui biaya segera setelah terjadinya. Perubahan 
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masukan diperlukan untuk menjamin bahwa prinsip 

pencocokan dan pengakuan pendapatan dipatuhi. Namun, 

prinsip pencocokan ini tidak diterapkan dengan kekuatan 

yang sama dalam akuntansi pemerintahan seperti dalam 

akuntansi komersial. 

Pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang benar 

pada neraca dan jumlah surplus/defisit dalam laporan 

operasi untuk periode berjalan dimungkinkan dengan jurnal 

penyesuaian. 

Jenis buku harian untuk penyesuaian. Biaya dibayar 

di muka (prepaid) dan akrual adalah dua kategori. 

a. Biaya dibayar di muka (biaya dibayar di muka) 

merupakan bagian pertama dari pembayaran di 

muka. Pengeluaran yang dibayarkan secara tunai 

dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau 

dikonsumsi. Contohnya termasuk depresiasi, 

asuransi, dan perlengkapan kantor. 

b. Pembayaran di muka atau pendapatan diterima di 

muka pendapatan yang belum dihasilkan. Sebelum 

pendapatan diciptakan, uang tunai diterima dan 

dicatat sebagai kewajiban. Contohnya termasuk 

pendapatan sewa dan pendapatan pajak iklan. 

Akrual. Terdiri atas :  

a. Pendapatan yang telah terakumulasi (accrued gain). 

Piutang, atau pendapatan yang telah diperoleh tetapi 
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belum dicatat atau diterima, pada dasarnya adalah 

pendapatan yang masih harus dibayar. Piutang pajak 

merupakan salah satu contohnya. 

b. Biaya yang masih harus dibayar (peningkatan biaya). 

Hutang pada dasarnya adalah biaya yang masih harus 

dibayar: biaya yang telah terjadi tetapi tidak dicatat 

atau dibayar. Contohnya seperti sewa, pajak, honor, 

bunga utang, dan gaji. 

5. Neraca Saldo Setelah Disesuaikan 

Berdasarkan akun buku besar, Neraca Saldo 

Disesuaikan dibuat setelah semua entri jurnal penyesuaian 

telah dimasukkan dan diposting. Setelah seluruh entri 

jurnal penyesuaian dibuat, Neraca Saldo Disesuaikan 

menunjukkan persamaan jumlah saldo debit dan total 

kredit dalam buku besar. Semua informasi yang diperlukan 

untuk membuat laporan keuangan disediakan dalam akun 

neraca saldo yang disesuaikan. 

6. Langkah Opsional Menyusun Neraca Lajur 

(WORKSHEET) 

Langkah-langkah opsional d), e), dan f) harus 

dimasukkan pada lembar kerja jika sudah disiapkan. 

WORKSHEET  

Neraca lajur (worksheet) merupakan alat bantu yang 

digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Langkah-

langkah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan 
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kertas kerja yang dibuat terdiri atas : Neraca saldo, Jurnal 

Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian.  

Format dokumen kertas kerja (worksheet) adalah 

sebagai berikut : 

 

7. Laporan Keuangan 

a. Laporan keuangan dapat disusun langsung dari Neraca 

Saldo Setelah Penyesuaian (Adjusted Trial Balance). 

Laporan keuangan entitas disusun dengan 

menggunakan Neraca Saldo setelah modifikasi dilakukan 

pada tahap sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Operasional (LO), dan Neraca adalah tiga laporan 

keuangan yang dapat segera dihasilkan dari Neraca Saldo 

setelah direvisi. Setelah kelompok kode akun 4, 5, 6, dan 7 

disesuaikan, Neraca Saldo digunakan untuk menyiapkan 

LRA. LO dihasilkan dari saldo saldo setelah kode akun grup 

8 dan 9 diubah. Sedangkan setelah penyesuaian kelompok 

kode akun 1, 2, dan 3, Neraca Saldo menghasilkan Neraca. 
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Tabel di bawah menjelaskan bagaimana akun 

dikelompokkan saat membuat laporan keuangan. 

 

b. Penyusunan LRA 

Nilai saldo akun Pendapatan, Pengeluaran, Transfer, 

dan Pembiayaan dimasukkan untuk menyiapkan LRA. 

Surplus/Defisit-LRA dihitung dengan mengurangkan Total 

Pengeluaran dan Transfer dari Total Pendapatan-LRA. 

Untuk membuat SiLPA atau SiKPA, Surplus/Defisit-LRA 

ditambahkan pada Penerimaan Pembiayaan dan dipotong 

dari Belanja Pembiayaan. 

Akan membantu jika Anda berhati-hati saat 

mengelompokkan LRA-Pendapatan, Pengeluaran, Transfer, 

dan Pembiayaan karena ilustrasi format LRA SAP berbasis 

akrual tidak dipecah berdasarkan kode akun per detail 

objek. Contoh penggabungan pengeluaran dari akun buku 

besar ke dalam format LRA dapat ditemukan di bawah. 
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1. Jurnal Penutup 

Setelah membuat LRA, langkah selanjutnya adalah 

membuat Jurnal Penutupan LRA untuk menutup akun-akun 

yang berkaitan dengan anggaran dan realisasinya (opsional 

bagi yang membuat jurnal anggaran). Jurnal penutupan ini 

bertujuan untuk menghasilkan saldo dari akun-akun terkait 

anggaran opsional dengan penyelesaian nol setelah periode 

penutupan. Mencatat akun-akun tersebut pada posisi yang 

berlawanan, kebalikan dari saldo pada umumnya, adalah 

cara menutupnya. Akun LRA-Pendapatan didokumentasikan 

di sisi debit setelah ditutup dan dijurnal di sisi kredit ketika 

direalisasikan. Ketika akun pengeluaran selesai, dilaporkan 

pada sisi kredit setelah terlebih dahulu dijurnal pada sisi 

debit pada saat realisasi. Prosedur serupa juga berlaku 

pada akun-akun transfer, penerimaan pembiayaan, 

pengeluaran pembiayaan, perkiraan pendapatan, 
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penggunaan belanja, dan perkiraan perubahan pada 

rekening SAL. Sisi debit dan kredit harus memiliki jumlah 

yang tepat. Contoh Jurnal Penutupan LRA dapat dilihat 

dibawah ini. 

a. Jurnal penutup untuk menutup pendapatan-LRA dan 

Belanja ke Surplus/Defisit di SKPD. 

b.  

 

 

 

 

a. Jurnal penutup untuk menutup akun penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ke 

pembiayaan neto di PPKD 

 

b. Jurnal penutup untuk menutup Surplus/Defisit LRA 

dan Pembiayaan Neto ke SiLPA. 
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c. Jurnal penutup untuk menutup SiLPA ke Perubahan 

SAL yang merupakan bagian dari Ekuitas 

 

d. Jurnal penutup untuk menutup Perubahan SAL ke 

Ekuitas 

 

e. Buku Besar akun sementara “ PERUBAHAN SAL”  
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Semua akun nominal akan memiliki saldo NOL di Saldo 

Percobaan yang dihasilkan ketika LRA ditutup, setelah 

penutupan akun yang terkait dengan anggaran (opsional) 

dan realisasinya. Saya Mengikuti posting entri jurnal 

penutup ke buku besar yang sesuai. Saldo Ekuitas akan 

menunjukkan total ekuitas yang dihasilkan oleh transaksi 

akrual dari Surplus/Defisit LO dan transaksi tunai yang 

dikumpulkan dalam saldo akhir SAL. Pembiayaan Bersih dan 

Surplus/Defisit LRA ditutup pada SiLPA, dan Ekuitas SAL 

kemudian akan didekati kepada mereka. Akun sementara 

"SAL CHANGES" akan ditutup dan dikunci ke "EQUITY". 

Bagan berikut mengilustrasikan prosedur yang dibahas 

untuk mempersiapkan LRA. 

 

2. Penyusunan LO  

Nilai saldo kelompok akun Pendapatan-LO dan Beban 

dimasukkan ke dalam format LO untuk menyusun LO. Hasil 
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pengurangan seluruh pengeluaran dari total pendapatan 

(LO) adalah surplus/defisit (LO). Setelah itu, nilai ekuitas 

di neraca akan dipengaruhi oleh surplus/defisit-LO ini. 

Akan membantu jika Anda berhati-hati saat 

mengelompokkan Pendapatan dan Pengeluaran LO karena, 

mirip dengan format LRA, format LO, seperti yang terlihat 

pada SAP berbasis akrual, tidak dibagi berdasarkan kode 

akun per detail item. Ilustrasi menjumlahkan pengeluaran 

dari neraca saldo ke dalam format LO dapat dilihat di 

bawah. LO ditampilkan dengan membandingkan angka 

Pendapatan dan Pengeluaran tahun sebelumnya dengan 

tahun berjalan. 

 

Setelah membuat LO, langkah selanjutnya adalah 

membuat Jurnal Penutup LO untuk menutup akun-akun 

terkait Pendapatan-LO dan Beban. Jurnal penutup ini 

berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun 
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Pendapatan-LO dan Beban menjadi nol pada akhir periode 

setelah dilakukan jurnal penutup.  

Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan 

mencatatnya pada posisi lawannya (kebalikan dari saldo 

normalnya). Akun Pendapatan-LO yang pada saat transaksi 

dijurnal pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat 

di sisi debit. Akun Beban yang pada saat transaksi dijurnal 

pada sisi debit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi 

kredit. Selisih dari Pendapatan-LO dan Beban akan 

dimasukkan ke akun Surplus/Defisit-LO.  

Jika Pendapatan-LO lebih besar daripada Beban, 

maka Surplus/Defisit LO akan berada di sisi kredit. Namun, 

jika Beban lebih besar daripada Pendapatan-LO, maka 

Surplus/Defisit-LO akan berada di sisi debit. Jumlah sisi 

debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut akan disajikan 

contoh Jurnal Penutup LO untuk SKPD. 

 

Setelah menghasilkan LO, langkah selanjutnya adalah 

menutup akun-akun yang terkait dengan Pendapatan dan 
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Pengeluaran LO dengan membuat Jurnal Penutupan LO. 

Catatan harian penutupan ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa, pada akhir periode, saldo pada akun Pendapatan-

LO dan Beban adalah nol. 

 

3. Neraca Saldo Setelah Penutupan 

Neraca disusun dengan cara memasukkan nilai saldo 

kelompok akun Aset, Kewajiban, dan Ekuitas ke dalam 

format Neraca. Total Aset harus sama dengan total 

Kewajiban ditambah dengan Ekuitas. Surplus/Defisit-LO 

akan menambah Ekuitas jika nilainya positif (surplus) dan 

akan mengurangi Ekuitas jika nilainya negatif (defisit).  

Saldo Ekuitas akan mencerminkan total ekuitas yang 

dibentuk dari transaksi kas yang diakumulasikan pada saldo 

akhir SAL dan dari transaksi akrual yang diakumulasi dari 

Surplus/Defisit LO.  
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Sama seperti format LRA dan LO, format Neraca 

sebagaimana yang diilustrasikan dalam SAP berbasis akrual 

juga tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian 

obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan 

Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Berikut akan disajikan 

contoh pengelompokkan Aset Tetap dari Neraca Saldo ke 

format Neraca. Neraca disajikan dengan menyandingkan 

nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per akhir periode 

berjalan dengan periode sebelumnya. 

 

Setelah menghasilkan LO, langkah selanjutnya adalah 

menutup akun-akun yang terkait dengan Pendapatan dan 

Pengeluaran LO dengan membuat Jurnal Penutupan LO. 

Catatan harian penutupan ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa, pada akhir periode, saldo pada akun Pendapatan-

LO dan Beban adalah nol. 

Mencatat akun-akun tersebut pada posisi yang 

berlawanan, kebalikan dari saldo pada umumnya, adalah 

cara menutupnya. Ketika transaksi dijurnal pada sisi kredit, 



A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  |  299 
 

transaksi tersebut dicatat pada sisi debit untuk akun LO-

Revenue. Ketika selesai, akun pengeluaran dengan 

transaksi yang dicatat pada sisi debit buku besar akan 

memiliki catatan sisi kredit. Pada akun LO-Surplus/Defisit 

akan dicatat selisih antara LO-Pendapatan dan 

Pengeluaran. 

Sisi kredit akan mengalami Surplus/Defisit LO apabila 

pendapatan LO melebihi Beban. Namun demikian, LO-

Surplus/Defisit akan berada di sisi debit jika Pengeluaran 

melebihi LO-Pendapatan. Sisi debit dan kredit harus 

memiliki jumlah yang tepat. Contoh Jurnal Penutupan LO 

SKPD dapat dilihat dibawah ini. 

 

Semua akun nominal akan memiliki saldo NOL setelah 

penutupan akun LO-Pendapatan dan Pengeluaran dan 

posting jurnal penutup ke buku besar yang sesuai. Saldo 

Ekuitas akan menunjukkan total ekuitas yang dihasilkan 

oleh transaksi akrual dari Surplus/Defisit LO dan transaksi 

tunai yang dikumpulkan dalam saldo akhir SAL. Bagan 

berikut menunjukkan prosedur penyusunan LO yang telah 

dijelaskan. 



300  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

 

Ini contoh posting ke Buku Besar Ekuitas setelah 

jurnal penutupan LO.  

Buku Besar Ekuitas 

 

Jika dilihat dari buku Ekuitas ini terlihat total jumlah 

Ekuitas Pemerintah Daerah berkisar Rp. 675.000.000,00. Ini 

terdiri dari transaksi tunai yang berasal dari saldo akhir SAL 

yaitu sekitar Rp. 361.000.000,00, dan transaksi akrual 

murni yang berasal dari saldo akhir MAL yaitu sekitar Rp. 

341.000.000,00. 
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4. Penyusunan LPE 

LPE diartikan sebagai proses pemindahan nilai Ekuitas 

yang diperoleh dari Neraca Awal Tahun ke dalam format 

LPE, yang kemudian digabungkan dengan Surplus/Defisit-

LO dari tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar sehingga menghasilkan 

Mengakhiri Ekuitas. Ekuitas Akhir Jangka Waktu di LPE 

harus sesuai dengan Ekuitas Akhir Jangka Waktu di Neraca. 

LPE ditunjukkan dengan menyatakan selisih Ekuitas tahun 

sebelumnya dan tahun berjalan. 

5. Penyusunan LAK  

LAK didefinisikan sebagai berikut: aktivitas 

operasional, investasi, transitori, dan pendanaan dibagi 

menjadi dua kategori: arus kas masuk dan arus kas keluar. 

Informasi mengenai pembukaan dan penutupan bank dapat 

diperoleh dari LRA karena LRA didasarkan pada pembukaan 

dan penutupan bank. Selain itu, informasi keluar masuknya 

juga bisa diperoleh di BKU Bendahara. 
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CONTOH SOAL : 

 

1. Jelaskan tujuan utama dari penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LK-PD) dan apa 

manfaatnya bagi pemangku kepentingan, seperti 

warga dan pihak eksternal. 

2. Sebutkan komponen-komponen utama yang biasanya 

terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LK-PD) dan jelaskan isi dari masing-masing komponen. 

3. Bagaimana pengaruh anggaran pemerintah daerah 

terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LK-PD)? Jelaskan bagaimana perbandingan 

antara anggaran dan realisasi keuangan tercermin 

dalam laporan. 

4. Sebuah pemerintah daerah memiliki dana cadangan 

sebesar Rp.1.500.000.000 Bagaimana pencatatan 

jurnal untuk mencatat dana cadangan ini dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK-PD)? 

5. Jelaskan bagaimana informasi tentang aset tetap, 

seperti gedung dan fasilitas umum, dimasukkan dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK-PD), dan 

apa peran depresiasi dalam laporan tersebut. 

6. Bagaimana pemerintah daerah menghitung dan 

mencatat kewajiban jangka panjang, seperti utang 
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obligasi, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LK-PD)? 

7. Apa yang dimaksud dengan "catatan atas laporan 

keuangan" (notes to the financial statements) dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK-PD), dan 

mengapa catatan ini penting? 

8. Jelaskan perbedaan antara Laporan Operasional 

Pemerintah Daerah (Laporan Operasional-PD) dan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK-PD). 

Bagaimana informasi dari kedua laporan ini berkaitan? 

9. Bagaimana pemerintah daerah memastikan kepatuhan 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau 

Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAKIP) 

saat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LK-PD)? 
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GLOSARIUM  
 

 

 

 

1. Akuntansi Keuangan Daerah: Sistem pencatatan, 

pelaporan, dan pengendalian keuangan yang digunakan 

oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya 

finansial dan melaporkan kinerjanya. 

2. Anggaran: Rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang menggambarkan pendapatan yang 

diharapkan dan pengeluaran yang diizinkan untuk 

berbagai program dan kegiatan. 

3. Pendapatan: Uang atau nilai yang diterima oleh 

pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk 

pajak, hibah, dan penerimaan lainnya. 

4. Belanja: Pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah untuk mendukung program, 

layanan, dan proyek-proyek tertentu. 

5. Aset Tetap: Properti dan peralatan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah dan digunakan dalam operasi rutin 

atau proyek-proyek jangka panjang. 

6. Kewajiban: Utang atau kewajiban finansial yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti utang obligasi 

atau utang lainnya. 
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7. Pembiayaan: Sumber dana yang digunakan untuk 

mendukung belanja pemerintah daerah, termasuk 

pinjaman, hibah, dan pendapatan yang belum 

dihabiskan. 

8. Amortisasi: Pengurangan nilai aset tetap atau 

kewajiban jangka panjang secara seiring waktu. 

9. Depresiasi: Pengurangan nilai aset tetap seperti 

gedung dan kendaraan dalam pencatatan akuntansi 

seiring waktu. 

10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dokumen yang 

memuat informasi tentang keuangan pemerintah 

daerah, termasuk Laporan Pendapatan dan Belanja, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. 

11. Catatan Atas Laporan Keuangan: Bagian dari laporan 

keuangan yang menjelaskan atau memberikan detail 

tambahan tentang item tertentu dalam laporan. 

12. Surplus: Kelebihan pendapatan daripada belanja dalam 

anggaran pemerintah daerah. 

13. Defisit: Kekurangan pendapatan daripada belanja 

dalam anggaran pemerintah daerah. 

14. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Organisasi 

independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa 

dan menilai laporan keuangan pemerintah daerah serta 

menjalankan fungsi audit. 
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15. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Panduan dan 

prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengatur 

praktik akuntansi pemerintah daerah. 

16. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAKIP): 

Panduan dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk 

mengatur praktik akuntansi pemerintah daerah. 

17. Dana Cadangan: Dana yang disimpan oleh pemerintah 

daerah sebagai cadangan untuk menghadapi situasi 

darurat atau kebutuhan mendesak. 

18. Pengawasan: Proses pemantauan dan evaluasi kinerja 

keuangan pemerintah daerah oleh pihak-pihak terkait, 

termasuk warga, legislator, dan pihak eksternal. 

19. Akuntabilitas: Prinsip akuntansi yang mengharuskan 

pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas 

pengelolaan dan pelaporan keuangan mereka. 

20. Transparansi: Keterbukaan dan keterbacaan informasi 

keuangan pemerintah daerah bagi pemangku 

kepentingan 

21. Biaya Tetap: Biaya yang tidak berubah seiring dengan 

volume aktivitas atau pengeluaran pemerintah daerah, 

seperti biaya sewa untuk gedung kantor. 

22. Biaya Variabel: Biaya yang berubah seiring dengan 

volume aktivitas atau pengeluaran pemerintah daerah, 

seperti biaya bahan dan tenaga kerja yang terkait 

dengan proyek tertentu. 
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23. Laporan Operasional Pemerintah Daerah: Laporan yang 

menggambarkan kinerja operasional pemerintah 

daerah, termasuk pendapatan dan belanja untuk 

program dan layanan tertentu 

24. Penerimaan Kas: Uang yang diterima oleh pemerintah 

daerah dalam bentuk tunai atau setara kas. 

25. Pendapatan Tak Terbatas: Pendapatan yang tidak 

memiliki batasan waktu penggunaannya, seperti 

pendapatan dari hibah yang dapat digunakan pada 

berbagai proyek. 

26. Pendapatan Terbatas: Pendapatan yang harus 

digunakan untuk tujuan tertentu sesuai dengan 

peraturan atau hukum yang berlaku. 

27. Pajak: Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah 

daerah dari warga atau perusahaan sebagai pajak atas 

pendapatan atau properti mereka. 

28. Ekuitas: Bagian dari aset pemerintah daerah yang 

dimiliki oleh pemangku kepentingan, yang dapat 

mencakup ekuitas bersih dan dana cadangan. 

29. Pembiayaan Internal: Sumber dana yang berasal dari 

pendapatan yang belum dihabiskan atau surplus 

anggaran pemerintah daerah. 

30. Pembiayaan Eksternal: Sumber dana yang berasal dari 

pinjaman, utang obligasi, atau hibah dari pihak luar. 
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31. Pengalihan Dana: Pemindahan dana antarakun atau 

program dalam pemerintah daerah untuk memenuhi 

kebutuhan atau proyek tertentu. 

32. Evaluasi Kinerja: Proses untuk mengukur dan menilai 

efektivitas program dan layanan yang didanai oleh 

pemerintah daerah. 

33. Kebijakan Akuntansi: Panduan dan aturan yang 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan 

prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan 

mereka. 

34. Perencanaan Keuangan: Proses penyusunan rencana 

keuangan jangka panjang pemerintah daerah untuk 

mencapai tujuan keuangan mereka. 

35. Pelaporan Kinerja: Proses menyusun dan menyajikan 

informasi tentang pencapaian tujuan dan kinerja 

pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan. 

36. Dana Pemerintah Daerah: Entitas yang berfungsi 

sebagai entitas akuntansi terpisah untuk mengelola 

keuangan dan operasi pemerintah daerah dengan lebih 

terfokus. 

37. Perubahan Ekuitas: Laporan yang menunjukkan 

perubahan dalam ekuitas pemerintah daerah dari 

periode ke periode, mencakup investasi pemilik, 

pendapatan bersih, dan lain-lain. 
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38. Gedung dan Peralatan: Jenis aset tetap yang mencakup 

gedung-gedung, peralatan kantor, dan fasilitas lain 

yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah daerah. 

39. Biaya Overhead: Biaya-biaya operasional yang tidak 

dapat diatribusikan secara langsung ke suatu proyek 

atau program tertentu dan sering kali dikelompokkan 

sebagai biaya tidak langsung. 

40. Akuntansi Dana: Sistem akuntansi yang memisahkan 

dana pemerintah daerah menjadi berbagai jenis dana, 

seperti dana umum, dana khusus, dan dana lainnya, 

untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan. 

41. Dana Khusus: Dana yang diwujudkan untuk tujuan 

tertentu dan hanya dapat digunakan sesuai dengan 

tujuan tersebut, seperti dana pendidikan atau dana 

infrastruktur. 

42. Laporan Tahunan: Dokumen yang menyajikan ringkasan 

pencapaian dan kinerja pemerintah daerah selama 

satu tahun anggaran. 

43. Audit Keuangan: Proses pemeriksaan independen atas 

laporan keuangan pemerintah daerah oleh auditor 

eksternal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan. 

44. Dana Dekonstruksi: Dana yang digunakan untuk 

menutupi biaya pemutusan hubungan kerja dan 

manfaat lainnya bagi karyawan yang dipecat atau 

pensiun. 
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45. Pembatalan Anggaran: Tindakan pemerintah daerah 

untuk membatalkan atau mengurangi dana yang telah 

dianggarkan untuk suatu program atau proyek 

tertentu. 

46. Surat Utang: Instrumen keuangan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah sebagai bentuk utang, sering 

kali dalam bentuk obligasi atau surat perintah 

pembayaran. 
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